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ABSTRAK

Lembaga perbankan dalam era pembangunan dewasa ini
mempunyai peranan yang amat penting dalam penyuksesan kebijaksanaan-
kebijaksanaan pembangunan di bidang ekonomi. Hal ini berkaitan dengan
fungsi bank sebagai agen pembangunan {( Agen: of Development ) serta
sebagai Financial Intermediary .

Bank Rakya:. Indonesia merupakan bank pemerintah pertama
sesudah kemerdekaan Republik Indonesia , didirikan dengan Peraturan
Pemerintah No . 1 .tahun 1946 . BRI menggantikan  Algemene
Volkscreditbank ( AVB ') peninggalan pemerintah  kolonial Belanda serta
Syomin Ginko ( perusahaan penerus AVB selama 3 tahun pendudukan
Jepang ) . BRI berdasarkan fungsinya  merupakan Bank Umun yang
mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan
perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu . Sebagai bank komersial
milik negara , anggaran dasar BRI menyatakan bahwa dalam memberikan
kredit BRIl harus memberikan prioritas kepada sektor-sektor koperasi |,
petani dan pengusaha kecil . Hal ini sesuai dengan misi sosial BRI yaitu
bahwa kegiatan bank harus diarahkan kepada usaha-usaha meningkatkan
kesejahteraan masyarakat afau perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan
perekonomian nasional ©. Adapun perundang-undangan perbankan yang
menjadi landasan hukum bagi BRI dalam menjalankan fungsinya adalah :
UU No. 2! Tahun 1968 Tentang Bank Rakyat Indonesia, UU No . 10 Tahun
1998 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan ,
UU No .23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia , SK Menteri Keuangan
No . 486 / KMK . 017 / 1999 Tentang Pendanaan Kredit Usaha Tani, SK
Menteri Keuangan No . 345/ KMK . 017/ 1999 Tentang Pendanaan Kredit
Ketahanan Pangan , SK Direksi Bank Indonesia No. 30/4 /KEP/DIR/ 1997
Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil , SK NOKEP : S . 34-DIR / ADK / 11
/95 Tentang Kebijaksanaan Umum Perkrediatn BRI . Adapun kendala-
kendala yang dialami BRI dalam menjalankan fungsinya adalah beberapa hal

'yang menyangkut : struktur kepemilikan dan benturan kepentingan , strategi

usaha , manajemen dan risiko pengendalian kredit , kelemahan operasional
kendala-kendala dan potensi masalah di bidang perkreditan . Dalam rangka
mengahadapi ekonomi global dewasa ini BRI mengadakan reorganisasi serta
pembentukan empat Strategic Business Unit ( SBU ) yaitu yang meliputi :
Strategic Business Micro Banking , Strategic Business Retail Banking ,
Strategic Business Corporate Banking serta Strategic Investment Banking
seliingga mampu bersaing menghadapi perekonomian global . Visi dan misi
BRI disempurnakan vyaitu dari bank yang melayani seluruh lapisan
masyarakat menjadi “retail oriented full service bank” yaitu pengembangan
bisnis yang berfokus kegada micro dan retail banking .
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ABSTRACT

Banking institution in development era has important role in
gaining the goal of economic development policies , especially the
function of bank as Agent of development and financial intermediary .

Bank Rakyat Indonesia was established based on the
Government Regulation ( Pevaturan Pemerintah } No . 1 / 1946 was
replacing of Algemene Volkscreditbank ( AVB ) Dutch Colony era and
Syomin Ginko ( Japanese colony era) , is the first governmental bank
in Indonesia . _

Bank Rakyat Indonesia is a Public Bank focusing its credit
activities to the koperasi sectors, small farm and industry , appropriate
with its sccial mission, increasing social welfare , people economic and
National Economic Development .

Legal basics of Bank Rakyat Indonesia are , The Act of 21 /
1968 , The act of 10/ 1998 , The Act of 23 /1999 , The Financial
Ministry Decree of 486 /KMK . 017 /1999 | The Financial Ministry
Decree of 345 /KMK . 01771999, The Bank Indonesia Direction Decree
of 30/4/KEP/DIR/1997 and The Decree of NOKEP S .34 - DIR /
ADK/11/1995.

The constraint factors of the realization Bank Rakyat

Indonesia goals are , ownership structure and conflict of interest |,
strategies managerial and risk of credit control and also operational
weakness .
‘ In the facing of global economic nowadays , Bank Rakyat
Indonesia try to reorganize and building four strategies Business Unit
Strategies . Strategic Business Micro Banking , Strategic Business
Retail Banking , Strategic Business Corporate Banking and Strategic
Business Investment Banking . Vision and mission of Bank Rakyat
Indonesia being completed by “retail oriented full service bank™ that is
the progressing business focusing in micro and retail banking .
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Titik berat pembangunan Jangka Panjang Tahap Il diletakkan pada bidang ekonomi
yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya
manusia  dan didorong saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan
pembangunan bidang-bidang lainnya yang di]aksanakan seirama,selaras, serasi dengan
keberhasilan pembangunan bidang ckonomi dalam rangka mencapal tujuan dan sasaran
pembangunan najonal.’

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu sasaran yang hendak dicapai dalam
proses pembaqunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu indikator
terciptanya 'k_éﬁakinuran suatu bangsa, karena hasil dari pertumbuhan ekonomi itulah
yang akan didistribusikan kepada setiap lapisan masyarakat secara adil dan merata.
Orientasi pembangunan kita yang menekankan pertumbuhan ekonomi telah dimulai sejak
Pelital sampai dengan dewasa ini.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia telah berhasil mencapai kinerja baik, lebih
tinggi d.au‘i rata-rata negara berkembang lainnya dan keberhasilan tersebut dapat dilihat
dari perkembangan atau kenaikan pendapatan perkapita penduduk yang telah meningkat

dari US § 80 perkapita pada tahun 1970 mencapai US $ 1023 pada tahun 1995 atau

"TAP MPR No.Il/MPR/ 1908 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara , Bab 111 :
Pembangunan Jangka Panjang Kedua ¢ dan d . hal 3!

|PT-PUSTAK-UNDID




kenaikan sebesar 12,7 kali lebih besar dari pada saat Indonesia memulai pembangunan
tahun 196971970 2

Diharapkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan seiring dengan upaya
pemerataan hasil pembangunan , maka masyarakat adil dan makmur baik materiil
maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945  dapat
diwujudkan.

Salah satu pelaku pembangunan ekonomi yang aktif‘ mewujudkan
pertumbuhan ekonomi adalah dunia usaha cq perusahaan-perusahaan yang beragam
jenisnya . Untuk mengembangkan perusahaannya sudah barang tentu pengusaha baik
pengusaha besar, menengah maupun kecil membutuhkan modal yang cukup dan selalu
tersedia, baik Qalam jumlah maupun kontinuitasnya.
| Kebu__tuhan akan tambahan modal bagi suatu perusahaan pada dasamya dapat
dipenuhi dehga;n (iua cara yaitu:

Pertama, dengan memanfaatkan kemampuan sendiri dan yang kedua dengan
mempergunakan kekuvatan  dari pihak luar perusahaan . Apabila mempergunakan
kekuatan dari pihak luar perusahaan ,maka perusahaan yang bersangkutan dapat
mengambil pinjaman atau kredit dari lembaga keuangan atau bank. *

| Keberadaan lembaga  perbankan dalam era pembangunan dewasa ini
mempunyal peranan yang amatlpenting. Dalam kurun waktu lebih kurang lima tahun
terakhir ini, kegiatan perbankan mengalami proses penyesuaian dengan perkembangan

ekonomi dan transaksi usaha. Dunia perbankan mempunyai peran yang amat besar dalam

2B Sutarya Salim . Globalisasi Ekonomi , ( Perdagangan Bebas . IPTEK_ SDA , SDM)., hal .

36, .
3 8ri Redjeki Hartono , Capita Selekta Hukum Perusahaan Indonesia, Semarang : Pusat Studi
hukum Perdata Indonesia , Fakultas Hukum Universitas Diponegoro . (987, hal .14,




Ll

penyuksesan kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan di bidang ckonomi . Karenanya
, perbankan merupakan salah satu komponen perckonomian nasional yang sangat
penting. Latar terjadinya proses penyesuaian tersebut adalah agar pihak swasta lebih
banyak berkiprah dalam rangka turut menggerakkan roda pembangunan yang telah
memasuki era PJP 11 di mana apabila kita lihat pada sisi yang lain | ﬁn’nyak dan gas
bumi sebagai sektor andalan sudah tidak dapat diandalkan lagi pada masa-masa yang
akan datang’

Hal tersebut di atas berkaitan dengan fungsi bank sebagai agen pembangunan ( Agent of
Development ) serta sebagai Financial Intermediary. Fungsi bank sebagai Agent of
Development lebih cenderung dimiliki oleh bank-bank pemerintah yvang dikonsentrasikan
untuk membangun bidang-bidang tertentu dalam upaya pemerataan pembangunan,

Wujud dari ..Agent of Development dari bank pemerintah ini dilakukan lmelalui
pemeliharaan %estzibi]an moneter di dalam negeri dan sebagai realisasinya adalah dalam
fungsi program kredit pemerataan ,yaitu melalui KUK (kredit Usaha Kecil) kepada
pengﬁsaha .k'elas.menengah ke bawah’

Fungsi- bank sebagai Financial Intermediary tampak dalam usaha bank untuk
menciptakan interest rate sebagai penanggung dan penghimpun dan penyalur kredit.
Fungsi | pAerantara tersebut bisa menjadi wajar jika bank memperoleh dukungan
pemerintah dalam bentuk deregulasi dalam pengelolaan dana masyarakat "

Untuk mendorong sektor swasta agar dapat lebih berperan dalam pembangunan

ekonomi ,maka diperlukan adanya sistem keuangan yang dapat membantu dalam

* Bambang Sunggono, Pengantar Hukum Perbankan , Bandung ; CV Mandar Maju ,1995,hal3
* Ruddy Tri Santoso, Kredit Usaha Perbankan ,Yogyakarta, : Andi, 1996, hal. 4.

‘ Lo dit.




melakukan transaksi keuangan secara efisien serta dapat menyediakan dana bagi
pembiayaan investasi. Oleh karena itu ,pemerintah mengeluarkan serangkaian deregulasi
perbankan yang dimulai dengan paket 1 Juni 1983 sampai deregulasi Mei 1993,
Kebijaksanaan tersebut dilakukan untuk menunjang landasan gerak perbankan agar
mampu menampung tuntutan pengembangan jasa perbankan dan meningkatkan kemajuan
bagi dunia perbankan. Perkembangan bank di Indonesia dimulai sejak diluncurkannya
deregulasi keuangan dan perbankan yang dikenal dengan nama Pakto 1988. Dengan
diluncurkannya Pakto 1988, industri perbankan Indonesia telah tumbuh dengan sangat
pesat. |
Peraturan  perundang-undangan terbaru  yang mengatur tentang dunia
perbankan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang
Perubahan Atas:_ Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan . |
Pa'sa].'l ;mgka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 menjelaskan yang
dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalaﬁl bentﬁk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit
dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
© Asas .Perbankan Indonesia ditetapkan dalam Pasal 2 UU NO. 7 Tahun 1992
yang télah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa
perbankan Indonesia haruslah berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan
prinsip kehati-hatian . Demokrasi ekonomi di sini demokrasi yang berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945,
Selanjutnya tungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan

penyalur dana masyarakat ( Pasal 3 UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan
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UU No. 10 Tahun 1998 ) .Hal ini berarti perbankan dituntut peranan yang lebih.aktif
dalam menggali dana masyarakat dalam rangka pembangunan nasional . Sedangkan
tujuan perbankan Indonesia ditetapkan dalam Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1992 yang telah
diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa tujuan Perbankan Indonesia
adalah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka
meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi .dan stabilitas nasional ke arah
peningkatan kesejahteraan rakyat. ‘

Dengan memperhatikan prisip kehati-hatian itu, maka diharapkan Perbankan
Indonesia dalam melakukan usahanya akan melindungi kepentingan masyarakat
penyimpan dana khususnya serta menunjang kegiatan ekonomi pada umumnya, bahkaﬁ
lembaga Perbankan diharapkan dituntut mampu menciptakan stabilitas nasional dalam
arti yang selua‘s-.luasnya.?

Berdé;sarl;an fungsinya ,dapat dibedakan jenis bank sebagai berikut:

1. Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
No. 13 Tahun 1968.

2. Bank Umum , yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

3. Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang dapat menerima simpanan hanya dalam
benfuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan
itu. |

4. Bank Umum yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau
memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Hal tersebut

dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Perbankan 1992

7 Zainal Asiki’n, Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta ; PT. Raja Grafindo
Persada, 1995, hal. 7.




Yang dimaksud dengan mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu
adalah antara lain ,melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan
untuk pengembangan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi
lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas dan pengembangan
pembangunan perumahan.

Salah satu usaha dari Bank Umum adalah memberikan kredit kepada
masyarakat ( Pasal 6 UU Perbankan 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun
1698 ). Dalam memberikan kredit Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atag
kemampuan dan kesanggupan Debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang
diperjanjikan.

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “credere” yang berarti
kepercayaan. Hal ini berarti bahwa seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit
{(kreditur) pérbﬁya -bahwa penerima kredit (Debitur) di masa mendatang akan sanggup
memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu dapat
berupa uangl ,barang atau jasa. Dengan akan diterimanya kontra prestasi pada masa yang
akan datang , maka jelas tergambar bahwa kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan
pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang ,baik dalam bentuk barang ,uang
maupuﬁ jasa.”

Dailam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, kredit
dirumuskan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu

,berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak

¥ Wijonarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan Indonesia, Jakarta : PT Pustaka Utama
Grafiti, 1993, hal. 46. . :
? Purwahid Patrik, Segi-segi Keperdataan Masalah Kredit Macet, makalah disampaikan
dalam rangka Dies Natalis Ke-29 Universitas Muhammadiyah Magelang, 1993, hal 2,




lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka
waktu tertentu.dengan pemberian bunga .

Dari pengertian tersebut , nampak bahwa dalam kredit paling tidak ada dua
pihak yang berkepentingan , yaitu :
Pertama, pihak pemilik uang dan/atau barang sebagai pemberi kredit yang berkehendak
agar uang dan/ atau barang yang dimilikinya dapat disalurkan kepada masyarakat, dan
pada akhirnya akan memperoleh keuntungan. Kedua , pihak penerima kredit (nasabah),
vang berkehendak agar kebutuhan uang dan/ atau barang yang diperlukan dapat
dipenuhi.. H
Masa antara pemberian kredit dan pembayaran kredit bisa berlangsung selama 1 bulan,
6 bulan ,bahkan untuk sekian tahun. Oleh karena itu dalam pemberian kredit selalu
terkandung pengertian tentang “ degree of risk * yaitu suatu tingkat risiko tertentu ,oleh
karena pelebeisan kredit mengandung suatu risiko bagi pemberi kredit. Karena kredit
yang diberikan bank mengandung risiko , mal;a penjelasan Pasal & Undang-Undang
No.10  Tahun .1998 menyebutkan bahwa sebelum memberikan kredit bank harus
melakukan penilaian yang seksama terhadap “ 5 C of Credit “ yang meliputi characfer
(watak), capucity { kemampuan ) ,éczpital { modal ), collaterul ( agunan ) serta condition
of economy ( prospek usaha dari debitur ).

Dengan semakin banyak berdirinya bank-bank baru di Indonesia, mau tidak
mau membawa ke dalam kondisi persaingan yang hebat. Mereka beriomba untuk dapat
keluar sebagai pemenang dalam persaingan tersebut, baik dalam menghimpun dana

masyarakat maupun dalam menyalurkan kembali dana itu kepada masyarakat melalui




lembaga kredit. Mereka berusaha memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan kemudahan-
kemudahan yang seluas-luasnya sebatas aturan yang berlaku.

Bank Rakyat Indonesia { BRI ) berdasarkan fungsinya adalah merupakan Bank
Umura yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan
perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu.
Meskipun ijinnya adalah sebagai bank komersial milik negara , anggaran dasar BRI
menyatakan bahwa dalam .memberikan kredit Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) harus
memberikan prioritas kepgda sektor-sektor koperasi, petani, dan pengusaha kecil
lainnya.m

Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) merupakan bank pemerintah pertama sesudah
kemerdekaan Republik Indonesia, didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun
1946 . BRI menggantikan Algemene Volkscreditbank ( AVB ) peninggalan pemerintah
kolonial Bél,airida lseﬁa Syomin Ginko ( perusahaan penerus AVB se;lama 3 tahun
pendudukan Jepang).BRI didirikan dengan tujuan agar dapat berkembang menjadi salah
satu instrumen’ penting dari negara Republik Indonesia yang baru lahir, untuk
melakéanakan kebijakannya meningkatkan kesejahteraan penduduk desa.

' Déngan diundangkannya Undang-Undang No. 41 Prp. Tahun 1960 dibentuk

sebuah b.ank baru dengan nama Bank Koperasi Tani dan Nelayan ( BKTN ).Pertimbangan
dibentuknya  BKTN vyaitu perlunya dikembangkan usaha-usaha koperasi kearah

perwujudan perekonomian rakyat berdasarkan asas kekeluargaan dan usaha-usaha untuk

1% Soeksmono Besar Mertokusumo, Di_Luar Batas Sektor Perbankan dan Keuangan Formal

Indonesia. Perantara Keuangan untuk Memobilisasi Potensi Wiraswastawan Kecil. Jakarta - Institut Bankir
Indonesia, 1995, hal 2.




meningkatkan taraf hidup kaum tani dan nelayan yang fasilitasnya masih terasa kurang

sekali.'!

BKTN mempunyai tugas menjalankan usaha perkreditan rakyat, khususnya
menyelenggarakan perkreditan kepada koperasi, kaum tani dan nelayan dalam arti seluas-
luasnya.

Dengan dibentuknya BKTN tersebut, maka BRI serta Bank Tani dan Nelayan
dilebur ke dalam BKTN, masing-masing berdasarkan Undang-Undang No. 42 Prp.
Tahun 1960 dan Undang-Undang No. 43 Prp. Tahun 1960. Secara materiil Bank
Koperasi Tani dan Nelayan hanya merupakan peleburan Bank Rakyat Indonesia dengan
Bank Tani dan Nelayan. "

Melqlui Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1960, sebuah bank yaitu
Nederlanche Ha_!mdels Maatschappj yang didirikan pada tahun 1824, dinasionalisir,
kemudian dileﬁur p;ula ke dalam BKTN berdasarkan SK Menteri Keuangan No. 261 206/
B.U.m/ 1l tanggal 30 NOvember 1960,

| Dénga_n adanya kebijakaa pemerintah dalam perbankan yang baru, yang

dikenal dengan sistem bank tunggal , maka BKTN dengan Penpres Rl No. 9 tahun 1965

digabungkaﬁ ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi

Tani de;n,Nelayan. Kemudian daiam bulan Agustus 1965 semua bank pemerintah

digabungkan menjadi satu dengan nama Bank Negara Indonesia dan dibagi menjadi 5

(lima) unit. Bank Rakyat Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan menjadi BNI Unit

11.

‘' Marhainis Abdul Hay, Hukum Perbankan di indonesia , Jakarta : Pradnya Paramita , 1977,

hal. 196.. .
2 Thomas Suyatno, et. al, Kelembagaan Perbankan , Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,
1997, hal . 8.
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Selanjutnya berdasarkan Penetapan Presiden No. 17 Tahun 1965 BNI Unit 1
dalam kegiatan sehari-hari ex. peleburan BRI dan ex. Bank Tani dan Nelayan bekerja
dengan nama BNI Unit II bidang Rural, sedangkan ex. NHM bekerja dengan nama BNI
Unit 1T bidang Exim.

Pada akhir tahun 1968 berdasarkan Undang-Undang No. {4 Tahun 1967 dan Undang-

Undang No. 13 Tahun 1968 BNI Unit 11 bidang Rural / Exim dipisahkan menjadi

bank-bank milik negara dengan nama :

- Bank Rakyat Indonesia yang menampung scgala hak dan kewajiban serta kekayaan
dan perlengkapan BNI Unit 11 bidang rural dengan UU No. 21 Tahun 1968.

- Bank Ekspor —Impor Indonesia yang menampung segala hak dan kewajiban serta
kekayaan dan perlengkapan BNI Unit I] bidang Exim dengan Undang-Undang No.
22 Tahun _1968.

Ullcié.ng-bndang No. 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indcnesia di dalam
Pasal 7 menyebutkan secara jelas misi sosial BRI , yaitu bahwa kegiatan bank harus
diaraﬁkan kepada usaha-usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau perbaikan
gkonomi rakyat dan pembangunan perekonomian nasional dengan melakukan aktivitas
sebagai suatu bank komersial yang memiliki sasaran sebagai berikut ;7
1. Men;‘lberikan kredit kepada golongan koperasi , petani dan nelayan untuk :

a. membante pertumbuhan koperasi , khususnya koperasi-koperasi petani dan

nelayan.

B 0Op. Cit, hal 117




H

b. Membantu para petani dan nelayan yang belum menjadi anggota koperasi untuk
mengembangkan usaha mereka serta membantu  usaha-usaha  untuk
melembagakan mereka berdasarkan asas koperasi.

2. Membantu industri kecil, pengrajin , pedagang kecil dan kegiatan-kegiatan berskala
kecil lainnya.
3. Membantu memperlancar pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pertanian .
4. Membartu pemerintah melaksanakan program-program pembangunan desa.
5. Mengawasi bank-bank desa, lumbung-lumbung padi , bank-bank pasar, dan bank-
bank lain yang sejenis sesuai peraturan dan kebijakan Bank Indonesia.
Dari paparan di atas nampak bahwa sejak berdirinya Bank Rakyat Indonesia
(BRI) sangat terkait dengan sektor ekonomi kecii, koperasi dan pertanian , didukung oleh
ketentuan peme(intah memang ingin memfokuskan pelayanan BRI pada sektor seperti
terebut d ait,eié . Latar belakang demikian, memberikan andil pada terjalinnya suatu
spesialisasi pada segmen itu. Hal tersebut terlihat dari penyebaran jaringan kerja BRI ,
dengan kantbr berjumlah 3.600 buah yang tersebar di pedesaan seluruh Indonesia.
Dengan diluncurkannya Pakjan 1990 yang berisi ketentuan bahwa sekurang-
kurangnya 20 ‘% dari total kredit yang diberikan oleh setiap bank disediakan bagi usaha
kecil yang selanjutnya disebut KUK ( Kredit Usaha Kecil } , maka BRI dengan misi
sosialnya yang berpijak pada ekonomi kerakyatan serta mendukung pengembangan usaha
kecil hingga saat ini telah menyajurkan KUK sebesar Rp. 25, 4 triliun yang berarti

rasionya sudah 54 % dari total kredit yang disalurkan."

"' Kompas. 17 Desember 1997.




Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/4/Kep/DIR/1997
tentang pemberian Kredit Usaha Kecil disebutkan bahwa yan-g dimaksud dengan Kredit
Usaha Kecil { KUK ) adalah kredit investasi atau kredit modal kerja , yang diberikan
dalam rupiah dan atau valuta asing kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit
keseluruhan maksimum Rp. 350.000.000,- { tiga ratus lima puluh juta rupiah ) untuk
meimbiayai usaka yang produktif ( Pasal 1 angka 5 ). Sementara Pasal 2 ayat ( 3 ) SK.
Direksi Bank Indonesia menyebutkan bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah usaha
kecil dengan plafon maksimum Rp. 25.000.000,- { dua puluh lima juta rupiah ), tanpa
melihat jenis penggunaannya untuk kegiatan produktif dan atau konsumtif , seluruhnya
dapat diperlakukan sebagai KUK.

Tahun 1993 merupakan awal dan titik balik BRI untuk mendukung usaha
kerakyatan ke_t.ilﬁa terungkap bahwa kredit macet dalam jumlah besar ternyata macet di
kelompok kv.:)_nllt.gl-onflerat. Bank Rakyat Indonesia dalam mengelola kebijakan perkreditan
berdasarkan Strata 1, 11, 11l dan V. Strata 1 menfokuskan kredit pada masyarakal
/pengusaha yang di bawah garis kemiskinan . Misalnya kredit P4K { Pembinaan
Peningkatan Pendapatan Petanmi dan Nelayan Kecil ).Strata 1l menfokuskan kredit pada
masyarakat /pengusaha kecil yang hidup di atas garis kemiskinan dengan plafon kredit
sampai .‘Rp. 250 juta, seperti Kredit Usaha Tani , Tebu Rakyat Intensifikasi, Pengadaan
Pangan, Kredit Umum Pedesaan. Strata 11l dan 1V adalah pemberian kredit pada usaha
menengah dan besar, "

Khusus untuk kredit pengusaha kecil dibuat pengelompokan sebagai berikut *°

' Simon Saragih, Sejauh mana Komitmen BRI dengan Usaha Kecil, Tulisan dalam Harian
Kompas, 8§ November 1995,

% 1oc. Cit.




Kelompok 1 ada]ah.pengusaha yang memerlukan kredit di bawah Rp. 500.000.-
Kelompok Il , pengusaha kecil yang memerlukan kredit antara Rp. 500.000,- sampai
dengan Rp. 10 juta.

Kelompok 111, adalah pengusaha kecil yang memertukan kredit antara Rp. 10 juta sampai
Rp. 25 juta.

Kelompok IV, adalah pengusaha kecil yang memertukan kredit antara Rp. 25 juta
sampai Rp. 250 juta.

Keberhasilan BRI dalam kegiatan pembiayaan masyarakat berpenghasilan
lemah ( microfinance ) maupun pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan kecil diakui
oleh USAID ( U.S Agency for International Development ). Atas keberhasilan BRI
tersebut , USAID memberi hibah { grant ) sebesar US § 880.000 ( Rp. 202,4 milyar )
untuk pembentukan lerabaga kerja sama yang dlinamakan International Visitor Program
(IVP) . Kegi-;tanfmicroﬁnance dan micro enterprise model BRI di Indonesia sudah
dipraktekkan di negara lain, seperti di Bolivia , sebuah negara di Amerika Latin . Hal ini
diseb.abkan manajemen yang diterapkan BRI sudah teruji dan dapat dijadikan contoh.
Termasuk di dalamnya strategi penerapan suku bunga , agunan dan pengenalan terhadap
calon nasabah 7 |

A Menurut Direktur Utama BRI , angka kemacetan kredit BRI dalam kegiatan
microfinance hanya 1 ( satu ) persen. Salah satu produk andalan dalam mengelola
portofolio kredit BRI adalah Kredit Umum Pedesaan ( Kupedes ) ®
Selama 13 tahun menyalurkan Kupedes , pelayanan BRI telah menyentuh 19,7 juta

pengusaha kecil dan menengah

17 Mucharor Djf;mil . Kisah Sukses Perbankan Desa , Info Bank . No. 202, 1996, hal. 84.
18 :
Loc. cit
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i tengah krisis moneter serta krisis ekonomi yang semakin berlarut — larut ini |
di mana kondisi perekonomian nasional dan regional yang terus mundur , BRI tetap
berpijak pada pemberdayaan pengusaha kecil . Komitmen BRI terhadap pengusaha kecil
tidak berubah , df saat suku bunga naik , bunga Kredit Umum Pedesaan tidak dinaikkan.
BRI akan lebih mengintensifkan pada micro banking .

Dengan latar belakang seperti yang telah diuraikan diatas , maka tesis ini

berjudul : “Analisis Terhadap Fungsionalisasi Bank Rakyat Indonesia™.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas , maka dapat
dirumuskan permasalahan sebagai berikut
1. Sejauh mana perundang-undangan perbankan memberikan landasan hukum kepada
Bank Rﬁkﬁét Ir;donesia dalam menjalankan fungsinya di dalam masyarakat ? |
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi Bank Rakyat Indonesia dalam menjalankan
fL.mgsinya T
3. Sejauh mana penyesuaian fungsionalisasi Bank Rakyat Indonesia dikaitkan dengan

misinya dalam menghadapi ekonomi global dewasa ini ?

C. Tujual; Penulisan

Penclitian ini mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui dan memahami sejauh mana perundang-undangan perbankan
memberikan landasan hukum kepada Bank Rakyat Indonesia dalam menjalankan

fungsinya di dalam masyarakat .




2. Untuk mengetahui dan memahami kendala-kendala apa yang dihadapi Bank Rakyat
Indonesia dalam melaksanakan fungsinya.

3. Untuk mengetahui dan memahami sejauh mana penyesuaian fungsionalisasi Bank
Rakyat Indonesia dikaitkan dengan misinya dalam menghadapi ekonomi global

dewasa ini .

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan dari segi praktis
dan teontis .

Secara praktis , hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan informasi
berupa pemikiran dalam perencanaan , penyusunan pengambil keputusan pemerintah
(dalam hal ini qtoritas moneter ) dan bagi bank pelaksana ( Bank Rakyat Indonesia )
dalam menjé.l;nkaﬁ kegiatan usahanya , khususnya yang berkaitan dengan penyaluran
kredit kepada masyarakat .

Secara teoritis , hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran bagi peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya , dan

bidang perbankan pada khususnya.

E. Metode Penelitian
Pada bagian ini akan dibicarakan hal-hal sebagai berikut :
{1) Metode Pendekatan , (2) Spesifikasi Penelitian ; (3) Metode Penentuan

Sampel Penelitian ; (4) Metode Pengumpulan Data ; (5) Metode Analisis Data .




1. Metode Pendekatan

Sesual dengan masalah yang menjadi tujuan pehelitian ini , maka dalam
penelitian 1ni digunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif , vang meliputi
~ penelitian yang berupa usaha penemuan hukum inconcreto , penelitian terhadap asas-asas
hukum , penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal dan sejarah hukum .
Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum inconcreto bertitik tolak pada norma
hukum in-abstracto yang berfungsi sebagai premis‘mayor , sedangkan fakta-fakta yang
berhubungan dengan masalah dalam pelaksanaannya dipakai sebagai premis minor.
Melalui proses sillogisme akan diperoleh kesimpulan berupa hukum positif' yang
diterapkan dalam praktek kenyataannya. Penelitian terhadap asas-asas hukum bertitik
tolak pada tata hukum dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap
kaidah-kaidah_‘hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan perbankan
dikaitkan deng;:':tn filngsi Bank Rakyat Indonesia . Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal
maupun horisontai dalam hal ini akan diusahakax} untuk meneliti sejauh mana perundang-
undaﬁgan perbapkan yang ada itu sudah serasi baik dilihat secara vertikal maupun
horisontal . Sedangkan penelitian sejarah hukum dimaksudkan untuk meneliti
perkembangan Bank Rakyat Indonesia dalam melaksanakan fungsinya sebagai
penghilﬁpun dan penyalur dana masyarakat .

Dalam penelitian yang normatif yang disebut juga penelitian hukum doktrinal

atau penelitian hukum dogmatik biasanya hanya digunakan sumber data sekunder saja .

2.Spesifikast Penelitian




Di dalam penelitian ini , peneliti berusaha untuk menggambarkan tentang
“Analisis Terhadap Fungsionalisasi Bank Rakyat Indonesia” . Oleh karena itu penelitian
bersifat deskriptif analitis dan bersifat induktif , yaitu penelitian yang bertujuan untuk
memberikan gambaran tentang sifat atau karakteristik suatu gejala yang ada dalam
masyarakat , kemudian dart peristiwa tersebut { dalam ha! ini praktck menghimpun dan
menyalurkan dana oleh BRI kepada masyarakat ) ditarik kesimpulan—kes_impulan kKhusus

untuk mencapai kesimpulan umum melalui proses abstraksi terhadap kenyataan .

3. Metode Penentuan Sampel

Sebelum dikemukakan populasi penelitian ini , maka perlu kiranya terlebih
dahulu dikemqkakan lokas1 penelitian ini . Lokasi penelitian ini adalah DKI Jakarta .
Adapun populaséi penelitian ini adalah perundafxg-undangan perbankan vyang dipakai
pihak BRI _Ei.alar;l menerima atau menolak permohonan kredit khususnya di  Kantor
Pusat BRI di Jakarta
| Dengan demikian , penentuan sampel dan jumlahnya dilakukan dengan cara
“Purposive Sampling” yaitu penentuan jumlah sampel dengan penjatahan . Hal ini
dimungkinkan karenz sifat dari data yang akan diungkap mempunyai sifat yang amat
homogén dan dari sampel itu akan dapat memberikan informasi yang diperlukan bagi

kepentingan tujuan penelitian .




4 Metode Pengumpulan Data

Dengan melihat pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini , maka data
yang digunakan adalah data sekunder , sedangkan data primer sebagai penunjang .
Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian adalah :

(a) Studi kepustakaan

(b) Studi dokumenter

(c) Wawancara

Studi kepustakaan terutama diarahkan guna memperoleh hasil-hasil pemikiran
para ahli hukum khususnya di bidang hukum dagang yang ada kaitannya dengan
permasalahan yang menjadi tujan penelitian . Hasil-hasil pemikiran tersebut biasanya
sudah dituangkan dalam bentuk buku-buku ilmiah , majalah-majalah , kertas kerja , serta
tulisan ilmiah..l.ainnya :

Stliéiit d:okumenter dilakukan dengan cara mengadakan pembahasan terhadap
dokumen-dokumen . arsip-arsip , hasil penclitian serfa putusan-putusan BRI yang ada
hubungannya dengan permasalahan penelitian .

Wawancara dilakukan terhadap :
- Pimpinan BR! Pusat Jakarta
- Pejébat Bank Indonesia Jakarta .

yang selanjutnya tujuannya untuk menunjang data sekunder tersebut.

5.Metode Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap , tahap berikutnya yang

harus dilakukan adalah tahap analisis . Pada tahap inilah data dikerjakan dan




dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang

dapat dipakai untuk menjawab permasalahan yang diajukar

dalam penelitian int .

Metode analisis data dalam penelitian 1ni diguriakan metode analisis normatif

kualitatif dalam bentuk narasi atau uraian , dengan perfimbangan bahwa pendekatan

dalam penelitian ini lebih menitik beratkan pada pendekatan yuridis normatif , sehingga

sistem analisisnya lebih beroientasi pada pengujian data atas dasar kerangka teori hukum

dan kaidah-kaidah hukum positif.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Tim Penyusun

Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa , perkataan “fungsionalisasi” berarti

hal menjadikan berfungsi , pemfungsionalan . Meminjan
Nawawi Arief , SH tentang Fungsionalisasi Hukum Pidan
untuk membuat hukum pidana itu dapat bertungsi , berope
secara konkret . Jadi istilah fungsionalisasi hukum pidana
operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana yang j
pengertian penegakan hukum pidana.'”

| Menurut Barda Nawawi Arief , fungsionalisasi

pada umumnya , melibatkan minimal tiga faktor yan

1 1stilah dart Prot . Dr. Barda
a yang diartikan sebagﬁi upaya
erasi atau bekerja dan terwujud
dapat diidentifikasikan dengan

vada hakikatnya sama dengan

atau proses penegakan hukum

.g saling terkait yaitu faktor

perundang-undangan , faktor aparat/badan penegak hukum dan faktor kesadaran hukum .

[} - . . . . .
Y Barda Nawawi Arief, Fupgsionalisasi Hukum Pidana D

alam Penangeulanegan Kejahatan

Ekongmi dalam Bunga Rampai Hukum Pidana , Bandung : Alumni,

1992 _ hal. 157
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Ketiga faktor tersebut di atas dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem
hukum , struktur hukum dan budaya hukum . %

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perbankan yang
berlaku saat in1 adalah UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No .7 Tahun 1992 Tentang Perbankan . Fungsi utama perb%lnkan Indonesia
adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat . Penyaluran kredit merupakan
suatu kegiatan utama bagi suatu bank.

Dalam Pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa
kredit adalah penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu |,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak
lain yang mewajibkan pthak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu
tertentu dengan  pemberian bunga .

D_a'r.i pe’ngertian kredit seperti tersebut di atas , dapat dilihat beberapa unsur
kredit sebagai berikut :

a. Adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditur dengan debitur | yang
disebut dengan perjanjian kredit.

b. lAda‘nya para pthak yaitu pihak kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman |
sepérti bank , dan pihak debitur yang merupakan pihak yang membutuhkan uang

pinjamarn /parang atau jasa.

i oc cit

' Munir Fuady , Hﬁkum Perkreditan Kontemporer , Bandung : PT, Citra Aditya Bakti , 1996, hal.




c. Adanya unsur kepercayaan dari kreditur bahwa pihak debitur mau’ dai‘m mampu
membayar kreditnya .

d. Adanya kesanggupan dan janji membayar hutang dari pihak debitur .

e. Adanya pemberian s¢jumlah uang /barang /jasa oleh pihak kreditur kepada pihak
debitur . |

f Adanya pembayaran kembali sejumlah uang / barang atau jasa oleh pihak debitur
kepada Kreditur , disertai dengan pemberian imbalan / bunga atau pembagian
keuntungan .

g Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit oleh kreditur dengan pengembalian
kredit oleh debitur .

h. Adanya risiko tertentu yang diakibatkan karena adanya perbedaan waktu tadi .
Semakin jauh tenggang waktu pengembalian , semakin besar pula risiko tidak
terlaksananya pembayaran kembali suatu kredit.

Pemberian kredit oleh pihak bank biasanya didasarkan atas peﬁimbangan-
pertimbangan tertentu . Dalam hal ini , tidak setiap permohonan kredit yang diajukaﬁ
akan dikabulkan oleh bank. Pertimbangan-pertimbangan ini bersifat: fuhdamental \
apabila bank tersebut hendak berhasil dalam misinya , baik dari aspek komeigsial maupun
dari aspek untuk menunjang terlaksananya pembangunan , khususnya dalam kaitannya
dengan peningkatan taraf hidup debitur dan peningkatan taraf hidup rakyat serta
perkembangan perekonomian nasional. |

Untuk dapat memberikan pertimbangan-pertimbangannya , maka bank harus

memperoleh data atau informasi yang benar dan yang selengkapnya dari pemohon kredit
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untuk menentukan bonafiditas dari pemohon , karena hanya dari pemohon yang bonafit
saja permohonan kredit dapat dipertimbangkan .

Bank sebagai suatu badan usaha , salah satu kegiatan usahanya adalah
meinberikan penyaluran dana kepada masyarakat dengan cara pemberian kredit . Datam
kaitan ini Pasal 10 UU No. 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa dalam memberikan
kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah , Bank Umum wajib mempunyai
keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta
kesanggupan Nasabzh Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan
pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan . Hal ini berarti bahwa bank
umum dalam memberikan kredit harus disertai adanya suatu jaminan .

Dalam kaitannya deﬁgan jaminan , penjelasan Pasal 10 Undang-Undang No.
10 Tahun 199-8‘rmenyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah
yang diberika'r; o]e':h bank mengandung risiko , sehingga dalam pelaksanaannya bank
harus memperhatikan asés—asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah
yang sehat . ‘Untuk mengurangi risiko tersebut , jaminan pemberian kredit ataﬁ
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan
kesangg‘upari debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan
merupal.can faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank . Untuk memperoleh
keyakinan tersebut , sebelum memberikan kredit , bank harus melakukan penilaian yang
seksama terhadap watak , kemampuan , modal , agunan , dan prospek usaha dari Nasabah
Debitur . Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit ,
maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas

kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan hutangnya , agunan dapat hanya berupa
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barang , proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan . Tanah
yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat | .yaitu tanah yang ‘ bukti
kepemilikannya berupa girik | petuk dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai
agunan . Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan lansung
dengan obyek yang dibiayai , yang lazim dikenal dengan “agunan tambahan” Di
samping itu bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip
Syanah harus pula memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan atau berisiko tinggi  agar
proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan .

Dengan demikian sebelum bank memberikan kredit perlu diselidiki lebih
dahulu terhadap “5 C of Credit” seperti tersebut dalam penjelasan Pasal 8 di atas yaitu
“character , capgcly , capital, collateral dan condition of economy” sebagai berikut :

- Character ( 'Kep;ibadian )

Salah satu unsur yang mesti diperhatikan oleh bank sebelum memberikan
kreditﬁya adalah penilaian atas karakter kepribadian / watak dari calon debitumya .
Karena itu sebelum kredit diluncurkan , harus teriebih dahulu ditinjau apakah calon
debitur berkelakuan baik, tidak terlibat tindakan-tindakan kriminal , bukan merupakan
penjudi, .pemabuk atau tindakan tidak terpuji lainnya .

- Capacity ( Kemampuan )

Seorang calon debitur harus diketahui kemampuan bisnisnya , schingga dapat
diprediksi kemampuannya untuk melunasi hutangnya . Kalau kemampuan bisnisnya kecil
, tentu tidak layak dibertkan kredit kredit dalam skala besar . Pengukuran kemampuan itu

dapat dilaksaniakan dengan pendekatan materiil , yaitu menilai posisi neraca , laporan
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rugi-laba dan arus kas ( cash flow ) usaha dari beberapa tahun terakhir . Pada umumnya
untuk menilai capacity seseorang didasarkan pada pengalamannya dalam dunia bisnis
yang dihubungkan dengan pendidikan dari calon nasabah ( pemohoﬁ kredit ) , serta
kekuatan perusahaan dan kemampuan penyesuaian diri dengan perkembangan teknolog: .
-. Capital ( Modal )

Permodalan dari suatu debitur merupakan hal yang penting harus diketahui
oleh calon krediturnya . Karena permodalan dan kemampuan keuangan dari suatﬁ debitur
akan mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan membayar kredit . Jadi
masalah likuiditas dan solvabilitas dari suatu badan usaha menjadi penting artinya . Hal
ini dapat diketahul misalnya lewat laporan keuangan perusahaan debitur.

- Coliateral ( Agunan )

Ad_e;llah jaminan untuk persetujuan pemberian suatu kredit di mana ia
merupakan ‘s.ar.ana.pengaman (back up ) atas risiko yang mungkin tirﬁbul atas cidera
janjinya nasabah dikemudian hari . Dengan demikian tidak diragukan lagi bahwa betapa
pentir‘]gnya‘ fungsi agunan dalam setiap pemberian kredit . Sungguhpun agunan itu
misalnya hanya berupa hak tagihan yang terbit dari proyek yang dibiayai oleh kredit yan g
bersangkutan . Agunan merupakan the last resort bagi kreditur , di mana akan direalisasi /
dieksekﬁsi _| 1ka suatu kredit benar-benar dalam keadaan macet .

- Condition of economy ( Kondisi Ekonomi )

Adalah bahwa kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha
s1 pemohon kredit ( calon nasabah ) perlu mendapatkan perhatian dari pihak bank untuk
memperkecil risiko yang mungkin timbul akibat kondisi ekonomi . Kondisi ini dapat

terpengaruh oleh keadaan sosial , politik dan ekonomi , dari suatu periode waktu tertentu




dan perkiraan yang akan terjadi pada waktu mendatang . Bank akan mempelajari pula

tingkat persaingan dan keadaan pasar dari usaha serta segala keadaan ekstern perusahaan
yang diperkirakan akan mempengaruhi jalannya usaha dikemudian hari . Di samping itu
keadaan perdagangan dan kemajuan di bidang teknologi juga perlu mendapat perhatian
yang seksama dari pakar teknisi atau aparat perbankan , agar pinjaman kredit yang
diberikan benar-benar bermantaat bagi perkembangan usaha yang dijalankan oleh
nasabah bank yang bersangkutan .

Tujuan dam pemberian kredit . tidak dapat dilepaskan dari falsafah.yang
dianut oleh suatu negara . Di negara-negara liberal , tyjuan kredit didasarkan kepada
usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut oleh
negara yang bersangkutan , yaitu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya membero]eh
manfaat ( keuntur_lgan ) vang sebesar-besarnya . Keuntungan ( profitability ) serta
keamanan ( safety ) merupakan tujuan dari pemberian kredit . Keuntungan ( profitability )
terjelma dalam bentuk bunga yang diterima , sedangkan keamanan ( safety ) yang
dimaksud adalah bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang , barang , atau jasa
betul-betul terjamin pengembaliannya Karena Pancasila adalah sebagai dasar dan
falsafah negara kita , maka tujuan kredit tidak semata-mata mencari keuntungan ,
melainkan disesuaikan dengan tuyjuan negara yaitu mencapai masyarakat adil dan
makmur berdasarkan Pancasila . %

Dengan demikian maka tyjuan kredit yang diberikan oleh suatu bank |
khususnya bank pemerintah yang akan mengembangkan tugas sebagai agent of

development adalah untuk ; 2

%2 Thomas Suyatno , et. Al , Kelembagaan Perbankan di Indonesia , Op. cit, hal . 15,
23 H
Loc.cit




Turut mensukseskan program pemerintah di bidang ckonomi dan pembangunan |
Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna
menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat .

Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin , dan dapat
memperluas usahanya .

Dari tujuan tersebut, tersimpul adanya kepentingan yang seimbang antara :

kepentingan pemerintah , kepentingan masyarakat (rakyat )", dan kepentingan pemilik

modal { pengusaha ) .

Selanjutnya berdasarkan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan serta

ketentuan-ketentuan yang berlaku , maka secara umum dapat dikemukakan bahwa

kebijakan kredit perbankan adalah :

a.

b.

Pemberian k}'edit harus sesuai dan seirama dengan kebijakan moneter dan ekonomi .
Pemberi‘gﬁI krzedit harus selektif dan diarahkan kepada sektor-sektor yang
diprtoritaskan

Blank dillaran.g memberikan kredit kepada usaha-usaha yang diragukan bank ability-
nya.

Setiap kredit harus diikat dengan suatu peganjian kredit ( akad kredit ) . Di sini
tersi‘rat pertimbangan yuridis dari Revenue { penghasilan pemerintah dengan adanya
bea meterai kredit ) .

Penarikan uang dari bank melcbihi saldo | giro atau melebihi plafon kredit vang
disetujui , dilarang .

Pemberian kredit untuk pembayaran kembali kepada pemerintah dilarang ( kredit

untuk membayar pajak dan bea cukai ).




g. Kredit tanpa jaminan dilarang ( pertimbangan keamanan dan safety ) *

Sementara ifu sejak tahapan awal pembangunan ekonomi Indonesia , Bank
Indonesia dan masyaraket Perbankan telah menunjukkan perhatian khusus terhadap
pertumbuhan perusahaan-perusahaan berskala kecil dan koperasi . Perhatian ini telah
ditunjukkan terutama melalui penyediaan berbagai program kredit likuiditas oleh Bank
Sentral yang ditawarkan dengan tingkat bunga yang rendah lewat subsidi . Berbagai
kebijakan perkreditan selektif seperti Kredit Investasi Kecil , Kredit Modal Kerja
Permanen , Kredit untuk koperasi , Kredit Pertanian , Kredit untuk Perumahan Berukuran
Kecil ( Kredit Pemilikan Rumah ) telah disediakan sejak tahun tujuh puluhan .
Pengelolaan yang baik melaksanakan kebijakan-kebijakan seperti tersebut di atas ,
bersama-sama dengan kebijakan di sektor lain , telah membawa perbaikan yang nyata
dalam pemerataan pendapatan , terutama bagi petani dan wiraswastawan kecil ,
memperbesar 'licel:sefmpatan berusaha serta merangsang kegiatan investasi . tersedianya
dana dan akses lebih besar memperoleh dana tersebut , akan mendorong perkembangan
perus.ahaamperugahaan kecil dan koperasi yang kuat dan efisien . Dengan alasan tersebut
sejak bulan Januari 1990 , pemerintah mengharuskan setiap bank mengalokasikan kepada
usaha-usaha kecil sekurang-kurangnya 20 persen dari pinjaman yang diberikan .

Pakjan 1990 yang merupakan cikal.-bakal Kredit Usaha Kecil { KUK ) yang
mengharuskan perbankan menyalurkan minimal 20 persen dari total kredit terus
diperbaiki . Paket 1993 misalnya , plafon KUK dinaikkan dari maksimal Rp. 200 juta

menjadi Rp. 250 juta . Terakhir melalui SK No. 30 / 4 / KEP / DIR / 97 ketentuan

 1bid , hal 16




mengenai KUK kembali disempurnakan , yaitu peningkatan plafon menjadi Rp. 350

juta.

Pasal 1 angka 4 SK . Direks: Bank Indonesia No. 30 / 4 / KEP / Dir tentang
Pemberian Kredit Usaha Kecil disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kredit Usaha
Kecil ( KUK ) adalah kredit investasi dan atau kredit modal kertja , yang diberikan dalam
rupiah dan atau valuta asing kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit
keseluruhan maksimum Rp. 350. 000.000,- untuk membiayai usaha yang produktif .
Sementard Pasal 1 angka 5 mengatur mengenai usaha kecil sebagai berikut :

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah )
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- { satu milyar
rupiah ) ; . .

c. Milik War'ga N;:gara Indonesia ;

d. Berdiri sendiri , bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang
dimiliki , dikuasai atau beratiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha
menengah atau usaha besar

e. Berbentuk usaha orang-perorangan , badan usaha yang tidak berbade‘m hukum , atau
bad;m usaha yang berbadan hukum , termasuk koperasi .

Selain kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 , kredit lain
yvang dapat diperhitungkan sebagai KUK adalah seperti, yang diatur dalam Pasal 2 ayaf
3 yang menyebutkan babwa : Kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan

plafon maksimum Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) , tanpa melihat jenis




penggunaannya untuk kegiatan produktif atau konsumtif , seluruhnya dapat diperlakukan
sebagai KUK.

Tujuan pemberian KUK adalah memberikan pelayanan perbankan kepada
usaha kecil sehingga pada akhimya usaha mereka dapat berkembang menjadi usaha
menengah dan besar. Scjalan dengan fungsi utama bank sebagai penghimpun dan
penyalur dana masyarakat , maka Bank Rakyat Indonesia tetap konsisten dengan misi
yang diembannya yaitu memberikan perhatian dan pembiayaan kepada pengusaha kecil.
Salah satu komitmen BRI adalah menjadi pelopor dalam membantu pengembangan
pengusaba kecil dan koperasi dan hal ini dapat dilihat dari besarnya baki debet Kredit
Usaha Kecil BRI . Hingga saat ini penyaluran KUK ( Kredit Usaha Kecil ) BRI telah
mencapai 54 persen dari total kedit yang disalurkan untuk 19,7 juta pengusaha kecil
di Indonesia . I?engan prosentase tersebut , BRI telah mencapai jauh di atas prosentase
minimal kUK ya;lg ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 20 persen . Keberhasilan
BRI dalam menyalurkan KUK didukung oleh banyaknya jumlah jaringan kantor yang
dimiiikl Bank Rakyat Indonesia yang tersebar di seluruh pelosok tanah air sebanyak
3600 buah .

Untuk menghadapi abad 21 , BRI melakukan transformasi usaha dengan
mempe;‘kuat empat unit strategi , yaitu micro banking , retail banking , commercial

banking dan investment banking .
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F. Sistematika

Dalamm penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat ) bab yang disusun
dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan yang merupakan pengantar dan pedoman untuk
pembahasan-pembahasan berikutnya yang terdiri dari latar belakang masalah |
perumusan masalah , tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka pemikiran serta
sistematika penulisan .

Bab Il : Tinjauan Pustaka yang menguraikan teori-teori yang digunakan
scbagai kerangka pembahasan serta konsep-konsep pokok tentang lembaga
perbankan .

Bab Iil: Hasil Penelitian dan Analisis
Pada bab im‘_ disajikan hasil penelitian serta analisa tentang perundang-undangan
perbankan 'yéﬁg memberikan landasan hukum kepada BRI dalam menjalankan
fungsinya , kendala-kendala yang dihadapi BRI dalam menjalankan fungsinya serta
sejauh mana " penyesuaian fungsionalisasi BRI dikaitkan dengan misinya dalam
menghadapr ekonemi global dewasa ini.

Bab IV : Merupakan Bab terakhir yang merupakan kesimpulan dari

semua permasalahan yang diajukan dalam penelitian




BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

I Lembaga Perbankan Di Indonesia
A.Sumber Hukum Perbankan
Pembicaraan menyangkut sumber hukum mengenai bidang Hukum

Perbankan Indonesia , maksudnya menyangkut sumber hukum dalam arti formal

maupun sumber hukum material . Sumber hukum dalam arti material , adalah

sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri .iyang terdiri dari jenis-
jenisnya sehingga tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya , apakah
dari sudut pandang eckonomi , sejarah , sosiologi , filsafat dan lain sebagainya .
Seorang ahli -perbankan akan cenderung menyatakan , bahwa kebutuhan-kebutuhan
terhadap ler'nf);aga.perbankan dalam suatu masyarakat itulah yang menimbulkan isi
hukum yang bersangkutan . Bagi kalangan hukum , hal yang terpenting dalam
pelaksanaan kehidupan hukum , adalah sumber hukum dalam arti formal . Sumber
hukum dalam arti material baru diperhatikan jika dianggap perlu untuk diketahui
akan asal usul hukum tersebut . ! |

- Sumber hukum formal dalam Hukum Perbankan Indonesia, tidak hanya

terbatas pada sumber hukum tertulis , dimungkinkan adanya sumber hukum yang -

tidak tertulis . Berbicara mengenai sumber hukum formal di Indonesia , maka kita

akan selalu menempatkan UUD 1945 sebagai sumber utama.

" Muhamad Djumhana , Hukum Perbankan Di indonesia . Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, -

1993, hal . 14

31




(Y]
e}

Adapun sumber hukum formal mengenai bidang Perbankan , adalah sebagai

berikut:

1.

2.

10,

11

12.
13.
14,

15.

17.

Undang-Undang Dasar 1945 ( terutama Pasal .33 )

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat , terutama mengenai Garis-Garis
Besar Haluan Negara

Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan
Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
Beserla Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Undang-Und:ang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7
Tahun ]952 'fentang Perbankan

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan UU Kepailitan

Peraturan Pemerintah
Surat Keputusan Presiden ( Keppres )
Instruksi Presiden

Surat Keputusan Menteri Keuangan

. Surat Edaran Bank Indonesia.

Peraturan lainnya yang berhubungan erat dengan kegiatan Perbankan .




1.

Pengertian Bank
t. Menurut Para Sarjana

Definisi mengenai bank pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain .
Kalaupun ada perbedaan hanya nampak pada tugas dan usaha bank . Ada yang
mendefinisikan bank sebagai suatu badan yang tugas utamanya menghimpun
uang dari pihak ketiga . sedangkan definisi lain mengatakan | bank adalah
suatu  badan yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan
penawaran dan permintaan kredit pada waktu vyang ditentukan . Penulis lain
mendefinisikan bank adalah suatu badan yang usaha utamanya menciptakan
kredit . Prof. G.M. Verryn Stuort dalam bukunya Bank Politik mengatakan ,”
bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit,
baik dcngaq alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang
dipero}eﬁﬁ)"a | éiari orang lain , maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat
penukar baru berupa uvang giral . Sementara itu , 4. Abdurrachman dalam
Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan menjelaskan bahwa , “bank
adalah suatu jenis lembaga kevangan yang melaksanakan berbagai macam
Jasa , seperti memberikan pinjaman |, mengedarkan mata uang-, pengawasan
terhédap mata uang , bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda
betharga , membiayai usaha-usaha perusahaan dan lain-lain « 2 Sedangkan
Fockema Andreae mengatakan yang dimaksud dengan bank adalah : suatu
lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima

dan memberikan uang dart dan kepads pihak ketiga . Berhubung dengan

? Thomas Suyatno , et. al , Kelembagaan_ Perbankan . Jakarta : P.T Gramedia Pustaka Utama

1997, hal. |




adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankir sebagai tertarik , maka
bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pckerjaannya
secara leratur menyediakan vang untuk pihak ketiga’

Sementara itu , dilihat dari fungsinya , berbagai macam definisi
tentang bank dapat dikelompokkan menjadi tiga :
Pertama , bank dilihat sebagai penerima kredit. Dalam pengertian pertama ini
bank menerima uang serta dana-dana dari masyarakat dalam bentuk : simpanan
atau tabungan biasa yang dapat diminta /diambil kembali setiap saat ; deposito
berjangka , yang merupakan tabungan atau simpanan yang penarikannya
kembali hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan habis ;
simpanan dalam rekening koran /giro atas nama si penyimpan giro , yang
penarikann‘y'c} hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek , bilyet giro,
atau pér_ii'l.tah. tertulis kepada bank . Pengertian peﬁama ini mencerminkan
bahwa melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun
vang dari pihak ketiga .
Kedua , bank dilihat sebagai pemberi kredit , ini berarti bahwa bank
melaksanakan operasi perkreditan secara aktif . Menurut Auc. Leod |, bank is a
shoﬁ for the sale of credit. Rumusan yang sama diberikan oleh R.G Hawtrey ,
yang mengatakan bahwa banking are merely dealers in credit . Jadi , fungsi
bank terutama dilihat sebagai pemberi kredit , tanpa mempermasalahkan
apakah kredit itu berasal dari deposito atau tabungan yang diterimanya atau

bersumber pada penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendin .

* Zinal Asikin , Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia . Jakarta : P.T Raja Grafindo

Persada, 1995, hal. 4.
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Ketiga , bank dilihat sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber
yang berasal dari modal sendiri , simpanan /tabungan masyarakat maupun
melalui penciptaan uang bank ! . Reed , Comrer , Gill | Smith dalam  buku
Commercial Banking , mengatakan bahwa perbankan khususnya bank-bank
komersial ( bank umum ) mempunyai beberapa fungsi |, diantaranya adalah
pemberian jasa-jasa yang semakin tuas, meliputi pelayanan dalam mekanisme
pembayaran ( transfer of funds ), menerima tabungan , memberikan kredit
pelayanan dalam fasilitas pembiayaan perdagangan luar negeri, penyimpanan
barang-barang berharga , dan trust services ( jasa-jasa yang diberikan dalam

bentuk pengamanan -pengawasan harta milik ) °

b. Menurut Undang-Undang .

'P-e':ngefrtian bank menurut undang-undang dapat diketahui dari
berfakunya  undang-undang yang berlaku pada saal itu . Undang-undang yang
lﬁetlgatl.lr tentang perbankan yang pernah berlaku di Indonesia yaitu : pertama,
Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan , kedua
:Undang-Uhdang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan ketiga yaitu
unda;mg—undang perbankan yang terbaru yang berlaku saat ini yaitu Undang-
Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang—Undang No. 7
Tahun 1992 Tentang Perbankan . Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 1967

Tentang Pokok-Pokok Perbankan , yang dimaksud dengan bank adalah

lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa- '

* Thomas Suyatno , et .al , op . cit, hal 2.
3 loc. cit
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jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang . Apabila kita melihat
definisi bank seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan di atas
. maka akan memberikan kesan bahwa bank tersebut dapat berbentuk usaha
perseorangan , jika tidak melihat persyaratan lebih lanjut tentang pendirian
bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1967° .
Sementara itu Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
memberikan  difinisi secara tegas tentang bank sebagai badan usaha vang
menghimpun  dana dari  masyarakat dalam bentuk simpanan , dan
menyaiurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup
rakyat banyak ( Pasal 1 ayat 1) . Dari pengertian di atas jelaslah bahwa
usaha perbankan haruslah didirikan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk
badan -hukgm atau tidak boleh berbentuk usaha perseorangan . Penegasan
seperti f;.ai.l. té;sebut dapat dilthat dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang
No. 7 Tahun 1992 yang menentukan bentuk hukum bank yaitu : Perusahaan
P%:rseroan ( Persero ) , Perusahaan Daerah , Koperasi dan Perseroan Terbatas
(PT) . Sedangkan Undang-Undang tentang perbankan yang terbaru yang
berlaku saat ini adalah Undang-Undang WNo. 10 Tahun 1998 Tentang
Penibahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pasal
1 angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 memberikan difinisi bank
sebagai Dberikut : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dani
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka

Zaina! Asikin . gp.cit hal 5.
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meningkatkan taraf hidup rakyat banyak . Sama halnya dengan Undang-
Undang No.7 Tahun 1992, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 secara tegas
mengatur bahwa usaha perbankan harus didirikan dalam bentuk badan usaha
yang berbentuk badan hukum atau tidak boleh berbentuk usaha perseorangan .
hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan pﬁsal 21 ayat { 1) Undang-Undang
No. 10 Tahun 1998 yang meﬁgatur bentuk hukum suaty bank umum dapat

berupa : Perseoan Terbatas , Koperasi , serta Perusahan Daerah .

2. Sejarah Perkembﬁngan Bank Di Indonesia-

Untuk memahami dan mendalami sejarah perkembangan perbankan di
Indonesia , akan lebih jelas bila kita menelusuri perkembangan keadaan sejak
sebelum lndoyquia merdeka , baik pada jaman-jaman kerajaan pribumi Hindu atau
Budha Sriwijaya l, Singasari , Majapahit ataupun Pajajaran ; kerajaan — kerajaan
ls]amr Demak dan Mataram serta jaman Penjajahan Belanda . Kehidupan dan
hubungan ekohohi keuangan kerajaan-kerajaan Hindu atau Budha di pedalaman
Jawa bersifat lebih teriutup, lokal dan agraris . Perlu diketahui bahwa Jawa sejak
dahulu ‘me_rupakan pulau termaju dan terpadat serta terbanyak penduduknya ,
hingga setiap perubahan atau pengaturan sosial polittk di Jawa akan
mencerminkan perubahan dan perkembangan politik di  pulau-pulau lain di
Nusantara . Kerajaan-kerajaan pantai di Jawa maupun di pulau-pulau besar lain,
baik Hindu atau Budha misalnya Sriwijaya maupun Islam Melayu di pantai-
pantai Sumatra , Kalimantan maupun Sulawesi yang timbul lebih kemudian |,

memang telah mengadakan hubungan perdagangan antar pulau dan bahkan




dengan bagian-bagian dunia lain misalnya India dan Cina . Kehidupan da;a
hubungan ekonomi serta perdagangan mereka cukup luas pada waktu itu .
Kerajinan serta pengolahan pengolahan barang-barang atau bahan-bahan pun telah
dilakukan . Hubungan lalu }iﬁtas perdagangan dimungkinkan karena hubungan lalu
lintas laut di sepanjang laut Jawa , selat Sumatra dan laut-laut di - bagian timur
Nusantara .’

Kehidupan perbankan dan lembaga-lembaga keuangan /pembiayaan
akan dimulai sejak VOC mulai beroperasi di bumi Nusantara , di mana mereka
membawa serta sebagian perangkat sistem keuangan dan pembayaran dalam
usaha berdagang dan mencari keuntungan di bumi Nusantara , yang selanjutnya
~menjurus ke penjajahan dengan berbagai variasi pelaksanaan kebijakan di bidang
politik untuk mendukung tujuan ekonomi perdagangan . Berbagai perangkat
kelembagaan "‘.ekofnomi perdagangan dan keuangan telah dibawa VOC ke
Nusantara . Oleh karena bentuknya masih sederhana , VOC di samping yang
pokok sebagat 'lembaga perdagangan , sedikit banyak juga melaksanakan fungsi
lembaga keuangan bagi dirinya sendiri . Banyak dari fungsi-fungsinya , yang
kemudian hari berkembang sebagai fungsi-fungsi yang dijalankan oleh bank-bank
umum ,)dagang atau bank yang khusus membiayai perkebunan . * Sejarah
perkembangan bank di Indonesia dapat dibagi dalam beberapa periode ( kurun

waktu ) yaitu : periode pendudukan Belanda , periode pendudukan Jepang, Periode

7 Faried Wijava , M, Perkreditan Bank_dan Lembaga -Lembaga Keuangan Kita |
Yogyakarta , BPFE |, 1996, hal . 2.

¥ Ibid , hal . 3.




awal kemerdekaan , periode 1950-1959 , periode 1959-1966 , periode 1966-1969 |
periode 1969-1983 , periode 1983-1888 , periode 1988-sekarang .
a. Periode Pendudukan Belanda
Bank pertama di Indonesia didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda
pada tzhun 1824 dengan nama Nederlandsche Handel Maatschappij ( NHM ),
dan pemerintah Belanda bertindak sebagai salah satu pemegang saham utama .
Bank tersebut didirikan untuk mengisi kekosongan akibat likuidasi Vereenigde
Oost Indische Compagnie ( VOC ) yang kendati telah menguasai hampir
seluruh kawasan Nusantara selama sckitar dua abad ( 1602-1799 ), mengalami
kebangkrutan .’
Ngderlandsche Handel Maatsschappij ( NHM ) merupakan bank resmi
yang membeﬁkan kredit uang muka kepada pemborong- pemborong
pemerinta.h‘. De;ngan berkembangnya perkebunan serta perdagangan luar negeri

berupa ekspor dan hasil-hasil  perkcbunan | timbullah  kebutuhan  untuk

pcmbiayaan kegiatan-kegiatan ini .

Di samping NHM , Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1827,
juga mendirikan De Javasche Bank . De Javasche Bank berkembang dengan
peszﬁ terutama sebagai bankir bagi pemerintah Hindia Belanda , hanya saja
pada waktu itu belum menjadi bank sentral . De Javasche Bank dengan
bagian-bagian serta cabang-cabangnya tidak hanya mengurus kredit saja tetapi

juga mengikuti keadaan-keadaan ekonomi di daerah , hingga pemerintah

Hindia Belanda mempergunakan De Javasche Bank sebagai alat untuk

Y Widjanarto , Hukum & Ketentuan Perbankan Di Indoneia , Jakarta : PT Pustaka Utama '
Grafiti, 1993 , hal 3.
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mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan tentang perubahan-perubahan
dan keadaan ekonomi di daerah-daerah . Tiap cabang De javasche bank tidak
. hanya melaporkan keadaan pembukuan saja tetapi juga harus melaporkan
tentang keadaan ekonomi perdagangan di tempat tersebut . Akhimya
pemerintah Hindia Belanda menetapkan De Javasche bank sebagai bank
sentral dan bank sirkulasi . Periu diperhatikan bahwa bank sirkufasi tidak
harus merupakan bank milik pemerintah . Bank sirkulasi mecrupakan satu-
satunya bank yang diberi lisensi mengeluarkan uang yang berlaku di dalam
wilayah itu . Kalau ditinjau sejarah lembaga bank , maka uang yang befedar
di dalam inasyarakat bukan merupakan uang pemerintah . Uang yang
dikeluarkan oleh suatu bank yang terkenal saja.sudah cukup . Dalam hal ini
uang yang dikeluarkan oleh de Javasche Bank adalah uang yang dipercaya
dan diteri;na folcah masyarakat . Jadi bank sirkulasi pada umumnya tidak
merupakan lembaga atau bagian pemerintah. Sebab yang menanggung bukan
pémerimah*,.tetapi bank itu sendiri. De Javasche bank merupakan bank umum
swasta yang besar dan efisien.

Dengan telah berdirinya De Javasche Bank oleh Pemerintah Hindia
Be]énda , bank tersbut diberi monopoli untuk mengeluarkan uang yang semula
pengedarannya ditangani oleh pemerintah sendiri . Sejak itu bank tersebut
terkenal sebagai bank sirkulasi atau bank of issue. Dari fungsinya seperti itu,
maka bank tersebut merupakan bankir bagi pemerintah Hindia Belanda ,

meskipun belum menjadi bank sentral penuh , karena hanya menjalankan

'Y Faried Wijaya, M, Perkreditan Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan Kita .

Yogyakarta : BPFE, 1996 , hal .7 ,

epeer s
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beberapa tugas yang biasa dilakukan oleh bank sentral , yaitu diantaranya :
mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas , mendiskonto wesel , surat utang
Jangka pendek , dan obligasi negara , menjadi kasir pemerintah , menyimpan
dan menguasai dana-dana devisa , bertindak sebagai pusat kliring sejak tahun
1909 ',

Meskipun menjalankan tugasnya sebagai bank sirkulasi tetapi tugas
sebagai bank umum tetap juga dijalaninya’, sehingga turut bersaing dengan
bank-bank lain . Sifat dualistis ini berulang kali menimbulkan berbagat kritik ,
dengan mengemukakan alasan-alasannya | yaitu antara lain sebagai berikut ;
I. Dengan bunga yang lebih rendah daripada bank-bank lain maka De

Javasche Bank dapat dengan mudah menarik nasabah yang terbaik .
2. Persain_gan oleh suatu badan ( De Javasche Bank ) yang karena tugasnya
dapat iﬁerﬁiliki data bank-bank lain, sehingga dianggap tidak wajar .

Dengan berkembangnya perkebunan serta perdagangan luar negeri
berupa- ekspor hasil-hasil perkebunan , timbul kebutuhan pembiayaan untuk
kegiatan tersebut . Kemudian sekitar tahun 1857 ,berdiﬁlah sebuah bank swasta
yang dikenal dengan N.V . Escompto bank , dan bergerak di bidang usaha bank
umﬁm , yang setelah dinasionalisasi oleh Pemerintab maka sekarang dikenal
sebagai Bank Dagang Negara ( BDN ).

Tumbuhnya dunia perbankan memberikan pengaruh berupa suatu

kondisi masyarakat yang lebih baik , yaitu sejak itu mulai dapat dikatakan

" Muhamad Djumhana , Hukum Perbankan Indonesia . Bandung : PT Citra Aditya Bakti,

1993 | hal . 47 .

1z Muchdarsyah Sinungan , Uang dan Bank , Jakarta : Rineka Cipta, 1991, hal . 122
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bahwa hampir seluruh orang di pedalaman pulau Jawa telah mengenal uang
sebagai alat pembayaran , baik untuk membayar pajak , maupun untuk transaksi
jual beli dan Iain-lainnyﬁ . Perkembangan selanjutnya maka mulai tumbuh
adanya  kebutuhan sebuah bentuk perkreditan yang terorganisasikan dalam
suatu lembaga . Melihat kebutuhan tersebut dibentuklah bank yang khusus dapat
melayani penduduk golongan pribumi vaitu Bank Priyayl . Bank Priyayi ini
didivikan oleh Patih Raden Bei Wiriaatmadja , sedangkan modalnya berasal dari
kas mesjid . Tahun 1896 bank Priyayi diubah namanya menjadi
Poerwokertosche Spaar Hulp en Credietbank , *

Krisis ekonomi dunia yang hebat pada periode 1929-1932
mengakibatkan beberapa volksbank menjadi macet . maka tahun 1934 g
Jakarta berdasarkan Ordonansi No. 82 ( Stb. 1934 ) didirikan suatu bank yang
yang dike'ﬁal dengan De Algeméne Volkscredietbank ( AVB ). Pendirian bank
i merupakan hasil peleburan Kas Sentral , dan  bank kabupaten yang
berjumlah 94 | pendiriannya dilakukan dengan Ordonansi bertanggal 19 Februari
1934 . Modal pertama AVB diperoleh dari modal Kas Sentral dan bank
Kabupatén berjumlah 21,4 gulden . Tugas utamanya menjalankan perkreditan
rak};aI , yaitu terutama memberikan kredit kepada perscorangan | perusahaan
kecil dan pedagang kecil yang tidak dapat memperoleh kredit dari bank-bank
lain . Tujuan didirikan AVB terutama untuk menyaingi atau meniadakan lintah
darat yang sangat merugikan rakyat kecil . Hal ini dimaksudkan agar rakyat

kecil yang membutuhkan likuiditas tidak jatuh ke tangan para pelepas uang

" ap. cit, hal. 48 .

)
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atan lintah darat. Selain itu AVB memberikan jasa penyimpanan uang ,
pemberian nasihat , bantuan serta pengawasan kapada bank-bank kredit desa ,
koperasi , dan juga melakukan tugas sebagal kasir untuk keperluan calon
jemash haji ke Mekkah . Bank ini pada jaman penjajahan Jepang diganti
dengan nama Syomin Ginko , berdasarkan Osamu Serei No. 8 tahun 2602
(tahun Jepang ), dan pada awal kemerdekaan melalui Peraturan Pemerintah No.
1 tahun 1946 dirubah lagi namanya menjadil Bank Rakyat Indonesia. '
Sementara itu  guna memberikan fasilitas terhadap lalu lintas
pembayaran serta pembiayaan ekspor ke Eropa dan Amerika , pemerintah
Hindia Belanda membuka pintu lebar-lebar bagi bank-bank devisa asing untuk
mendirikan kantor cabang di Indoneisa . Bank-bank asing tersebut adalah The
Hongkong & Shanghai Bank , The Chartered Bank , Bank of China , Overseas
Chinese ,'Banking Corporation  dari  Singapura , Great Eastern Banking
Corporation , Bank of Taiwan serta dua buah bank Jepang : Mitsui dan
Yokohama Specie Bank . Kondisi perbankan yang maju ini , terutama dengan
beroperasinya  bank-bank asing , dikarenakan Pemerintah Hindia Belanda
melakukan “Politik Pintu Terbuka “ (open deur politiek , open door policy )

yaitu sesudah hapusnya “ Cutuurstelsel” ( sistem tanam paksa ).

b. Periode Pendudukan Jepang

™ Marhainis Abdul Hay , Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta : Pradnya Paramita , 1977
, hal . 49
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Pada masa pendudukan lepang , dunia perbankan Indonesia mengalami
masa suram . Selama pendudukan Jepang dari tahun 1942-1945 semua bank
asing- termasuk De Javasche Bank dikuasai oleh tentara jepang . Tidak ada
putra Indonesia yang diikutsertakan , hanya satu bank yang beroperasi oleh
putra Indonesia yaitu Bank Rakyat Indonesia ( Algemene Volkscrediet Bank )
yang nama Jepangnya Syomin Ginko . Pemerintah tentara Jepang merasa perlu
memaksa bank supaya menyediakan biaya untuk keperluan perang tentara
Jepang . Pada 20 Oktcber 1942 , panglima teringgi Jepang di Jawa
memérintahkan penutupan bank . dengan demikian De Javasche bank dan
sejumiah bank Hindia Belanda lainnya , termasuk Post Spaartbank serta bank-
bank -asing lainnya ditutup . AVB tidak ditutup , melainkan dilanjutkan tetapi
bergaﬁt_i nama menjadi Syoinin Ginko . Sehubungan dengan penutupan bank-
bank tersebut;ditunjuk satu likuidator , yaitu Nanpo Kaihatsu Kinko , sebuah
bank yang berkantor pusat di Tokyo yang bertindak sebagai bank sirkulasi .

| 'Pad‘a awalnya perintah awal tersebut hanya ditujukan untuk bank-bank
yang berada di pulau Jawa saja . tetapi kemudian . atas perintah bala tentara
Jepang yang bermarkas di Singapura, dikelvarkan perintah untuk menutup pula
bank-l;ank yang berada di pulau Sumatra . Kementrian Perhubungan Laut yang
berkedudukan di Tolkyo pun mengeluarkan perintah’ untuk menutup bank-bank
yang berlokasi di Kalimantan dan Indonesia Timur .

Segera sesudah pendudukan Jepang , bank  of Taiwan , Yokohama
Specie Bank , dan Mitsui Bank yang kegiatannya telah ditutup oleh pemerintah

Hindia Belanda pada waktu perang pecah , membuka kantor kembali di
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Indonesia . Dalam waktu singkat kedua bank yang disebut terakhir telah
membuka kembali cabang-cabang di pulau Jawa dan Sumatra | dengan
mengadakan pembagian wilayah kerja . Mitsui Bank membuka kantor di
Surabaya .

Pada jaman pendudukan lepang , propaganda kegiatan menabung tidak
tanggung-tanggung  dengan prinsip “mula-mula  dipaksa . kemudian menjach
kebiasaan “. Tetapi usaha tersebut tidak . mendatangkan hasil , karena Jumlah
penduduk yang berjuta-juta itu terpaksa menabung sekedar memenuhi perintah .
Jumlzh tabungan yang terkumpul tidak seberapa , hanya jumlah penabung saja
yang banvak sekali , schingga tenaga kerja um‘uﬁ itu perlu ditambah . Pada
1942 jumlah pegawai ditaksir meningkat sepuluh kali lipat dari tahun 1941 .
ternyata '.L;slaha pengerahan tabungan itu hanya merupakan pos rugi bagi
pemerintz_tﬁ Je;;ang. P

¢. Periocde Awal Kemerdekaan Indonesia

Set;lah Proklamasi  Kemerdekaan 17 Agustus 1945 | pecah
pertempuran di surabaya pada 10 November 1945 . tidak lama setelah itu,
tentara Belanda berturut-turet menyerbu guna mempersempit daerah Republik
Indonesia pada 1947 dan 1949 | yang Lterkenal dengan sebutan Agresi Militer
Pertama dan Kedua . Di daerah yang diduduki Belanda dibentuk pemerintahan
NICA ( Nederland Indies Civil Administration ), yang kemudian mendirikan

beberapa negara bagian yang tergabung dalam BFO ( Bijeenkomst voor

" Widjanarto , op .cit , hal . 5-6.
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Federal overleg ). Di negara —negara bagian ini , bank-bank Hindia Belanda
segera mengadakan rehabilitasi dan bekerja kembali .

Di daerah Republik Indonesia , perkembangan yang terjadi lain sama
sekali . Dalam sidang Dewan Menteri pada 19 September 1945 , Pemerintah RI
memutuskan untuk mendirikan sebuah bank sirkulasi berbentuk bank milik
negara . untuk itu pemerintah mempercayakan pembentukannya pada RM.

Margono Djojohadikusumo . Realisasinya dilakukan secara dinamis revolusioner

~, karena untuk pendirian bank -sirkulasi seharusnya diperiukan undang-undang

melalui prosedur yang lama . Segera dilakukanlah tindakan-tindakan positif
dengan mendirikan yayasan “Pusat Bank Indonesia “ dengan aktﬁ Notaris R.M .
Soerojo di Jakarta pada 14 Oktober 1945 . Modal awalnya berjumlah Rp. 340
ribu uang Jepang yang diperoleh dari Dana Revolusi , yaitu dana vyang
dikumpul‘;(;n lc;leh rakyat untuk perjuangan kemerdekaan .'®

Setahun setelah kemerdekaan , berdasarkan Peraturan Pemerintah
Péngganti Undang-Undang ( Perpu } No. 2 Tahun 1946 pemerintah mendirikan
Bank Negara Indonesia 1946 pada tanggal 5 Juli 1946 , yang kemudian lebih
dikenal dengan BNI 1946 . BNI banyak membantu kegiatan perjuangan
nasiﬁonal dalam bidang perekonomian pada umumnya dan bidang moneter pada
khususnya . Hal ini sesuai dengan tujuan didirikannya bank tersebut , yang
tercantum pada Pasal 2 Perpu No. 2 tahun 1946 , yaitu : dengan nama Bank

Negara Indonesia didirikan sebuah bank kepunyaan Republik Indonesia untuk :

Y 1bid , hal . 6
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1. Mengatur pengeluaran , dan peredaran uang kertas bank dengan harga vang
tetap menurut keperluan masyarakat terhadap alat penukaran .

2. Memperbaiki peredaran alat pembayaran lain

3. Memenuhi kredit masyarakat , dan umumnya supaya dapat bekerja untuk
kepentingan umum .

Dalam awal kegiatan usahanya kemudian BNI 1946 mengadakan
kerjasama dengan beberapa bank lainnya , yaitu diantaranya bank Soerakarta
Bank Dagang Nasional Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia . Khusus untuk
kredit perniagaan , BNI pada bulan Pebruari 1947 membantu terbentuknya
“Banking & Trading Corporation” ( BTC ) di Jawa , juga mendirikan beberapa
perusahoan dagang di beberapa kota di pulau Sumatra seperti Bukittinggi
(Central ffradjng Company } dan di Jambi ( Jambi Trading Company ),
kemudjéq pula memberikan sebagai modal kerja kepada Badan Tekstil Negara
, Badan Tndustri Negara , Pusat Perkebunan Negara .

- Selain BNI 1946 , bank milik negara pada saat awal kemerdekaan
adalah Bank Rakyat Indonesia . Bank ini adalah hasil perubahan dari De
Algemene Volkscrediet , dengan dasar hukumnya berupa Peraturan Pemerintah
padé ténggal 22 Pebruari 1946 . Usaha BRI tercantum dalam Pasal 3 akta
pendiriannya , yaitu Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 , yaitu : memberikan
pinjaman kepada rakyat ; menerima uang simpanan ; menjalankan tugas-tugas
bank umum , dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh pemerintah . Karena
tugasnya tersebut , BRI inilah yang oleh pemerintah ditujukan sebagai bank

vang langsung berhubungan dengan rakyat .
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Perkembangan perbankan diawal kemerdekaan ini selain didorong oleh
bank-bank negara , juga mulai didirikan beberapa bank nasional milik swasta
antara lain : Bank Surakarta MAI di Solo yang didirikan pada tahun 1945 ;
Bank Indonesia di Palembang yang didirikan pada tahun 1946 ; Bank Dagang
Nasional di Medan yang didirikan tahun 1946 serta Indonesia Banking

Corporation ( IBC ) yang kemudian berama Bank Amerta di Yogyakarta , yang

dididrikan pada tahun 1947 ; NV Bank Sulawesi di Menado yang didirikan

pada 8 Pebruan 1946 ; NV Bank Perniagaan Indonesia di Jakarta yang
didirikan paad tanggal 11 Maret 1948 ; bank Timur NV di Semarang yang
didirikan pada tangga! 20 September 1949 ; Bank Dagang Iﬁdonésia NV di
Banjarmasin yang didirikan pada tanggal 12 Oktober 1949 | serta Kalimantan
Banking a;n'd Trading Corporation NV di Samarinda yang didirikan pada
tanggal - 18 Pé:bruari 1950 . Bentuk hukum dari sejumlah bank-bank nasional
milik swasta yang didirikan pada awal kemerdekaan Indonesia tersebut adalah
berbentuk NV . maka sudah barang tentu yang menjadi sumber hukum bagi
bank-bank milik swasta tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
serta Kitab Undang-Undang Hukum Dagang .

| Periode awal kemerdekaan ini diwarnai pula oleh beberapa peristiwa
politik yang secara ofomatis juga mempengaruhi kebijaksanaan moneter
pemerintah . Pada perkembangan perbankan periode ini belum secara jelas
terbentuknya sebuah Bank Sentral . Ketentuan mengenai hal tersebut belum
terbentuk , maka kemudian dimuatlah ketentuan mengenai Bank Sentral pada

Pasal 110 Undang-Undang Dasar RIS (UUDS 1949 ). Ketentuan Pasal 110,
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menyebutkan : “Ada satu bank sentral untuk Indonesia . Penunjukan bank
sentral dan mengenai susunan serta wewenangnya diatur dengan undang-
e 17

undang “.

d. Periode 195(0-1959

Keadaan perbankan dan perkreditan kita pada tahun 1950-an
merupakan warisan dan masih ditandai oleh sitwasi perbankan dan perkreditan
sebelum Perang Dunia kedua . Namun demikian terdapat sedikit perbedaan .
Sebelum kemerdekaan kehidupan perbankan di Hindia Belanda didominasi oleh
bank-bank swasta milik Belanda . Pada menjelang akhir tahun 50-an , bank-
bank Belanda ini dan beberapa bank swasta milik Inggris telah dinasionalisasi
/ diambil alih dan dijadikan bank-bank negara . Keadaan tersebut berlangsung
terus sam}')f;i sekarang di mana kehidupan perbankan di Indonesia sebagian
besar di-lal;s;aﬁarlkan oleh bank-bank milik pemerintah .'®

Periode 1950-1959 ini dimulai dengan berlangsungnya Konferensi
Meja Bundgr ( KMB) sampai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli
1959 yaitu saat berlakunya kembali UUD 1945 . KMB berlangsung pada 1949
di Den Haag Belanda . Indonesia dipimpin oleh Mohammad Hatta , BFO oleh
Sultén ‘Hamid , sedangkan pihak Belanda dipimpin oleh JH wvan Dress .
Konferensi ini memutuskan untuk menyerahkan kedaulatan Indonesia kepada

pemerintah Republik Indonesia Serikat . Rupanya , pihak Indonesia sulit

'" Bambang Sunggono , Pengantar Hukum Perbankan | Bandung : CV Mandar Maju ,
1995 . hal . 29.

¥ Raried Wijaya,M,qu_kreditan & Bank Dan Lembga-T.embaga Keuvangan Kita ,
Yogyakarta : BPFE, 1996, hal . 17,




50

mengusahakan agar BNI berlaku sebagai bank sentral . Maka pemerintah RIS
terpaksa menerima De Javasche Bank sebagai bank sentral yang berhak
mengedarkan uang kertas , artinya bertindak sebagai bank sirkulasi di
Indonesia.

Fungsi lain De Javasche Bank masih sama dengan masa sebelum
perang , yaitu membiayai perusahaan Belanda di Indonesia . Hal ini
menyebabkan  posisi bank tersebut menjadi sangat lemah meskipun
kedudukannya sebagai bank sirkulasi negara Indonesia . Dalam keadaan
demikian pihak RI bertindak cepat, RIS membubarkan diri dan kemudian
membentuk Negara Kesatuan Rl pada tahun 1950 . Tanggal 30 April 1951,
Mentert Keuangan Jusuf Wibisono menyatakan bahwa pemerintah RI hendak
menasiona_lis__asi. De Javasche Bank .

'Péda f6 Desember 1951 De Javasche Bank dinasionalisasikan dengan
Undang-Undang No. 14 tahun 1951 . Komisi nasionalisasi di bawah pimpinan
Moh . Soediono , sekretaris jendral Depan'emen Perekonomian , telah dapat
melaksanakan tugasnya dengan lancar , yaitu membeli hampir seluruh saham
De Javasche Bank di bursa Belanda dengan harga 120 % dari harga nominal .

Meskipun telah dinasionalisasikan , bentuk hukum De Javasche Bank
tetap sebagai “perseroan terbatas” atau Naamloze Venootschap ( NV ), dan
sifat kegiatannya masih meneruskan kebiasaan lama . Juga meskipun diberi hak
monopoli dalam pengedaran uang kartal , pada hakikatnya De Javasche Bank
belum dapat digolongkan sebagai bank sentral , karena tidak pernah berwenang

mengawasi perkreditan di Indonesia .
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Pada tahun 1953 dikeluarkan Undang-Undang No. 11 tahun 1953
tentang penetapan UU Pokok Bank Indonsia , sebagai pengganti UU De
Javasche Bank tahun 1922 . Di samping itu, terdapat pula aturan tambahan,
yaitu PP No. 1 tahun 1955 , Keputusan-keputusan Dewan Moneter No. 25 , 26,
dan 27 Tahun 1957 . Dengan demikian , BI telah dilengkapi dengan kekuasaan
dan hak-hak prerogratif sebagai suatu bank sentral modern .

Bank Belanda yang pertama dinasionalisasi adalah NHB , sebuah NV
yang didirikan tahun 1863 dan bergerak di bidang pembiayaan perusahaan
perkebunan . Bank ini dinasionalisir dengan PP No. 39 tahun 1959 . Untuk
menampung semua kegiatannya , pemerintah mendirtkan Bank Umum Negara
(Buneg ) dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1959 , yang kelak berubah
menjadi Bank Bumi Daya ( BBD).

-B;mk’ kedua yang dinasionalisasi adalah NHM ( Nederlandsche
Handels Maatschapipij ), bank terbesar dan tertua berbentuk NV yang didirikan
téhun 1824 - NHM dinasionalisat dengan Undang—Undang No. 41 / Prp / 1960
tanggal 26- Oktober 1960 . Dengan UU No. 41 / Prp / 1960 Pemerintah
membentuk sebuah bank baru dengan nama Bank Koperasi Tani dan Nelayan
(BKTN) di bawah pengawasan Departemen Pertanian . Bank ini bertujuan
mendorong pembangunan pertamian , perikanan , dan pertambangan ; membiayai
pembelian peralatan-peralatan serta mesin-mesin pertan.ian ; dan sebagai sumber
kredit murah bagi petani .

Setelah NFM dinasionalisast , kemudian dilebur ke dalam BKTN .

Karena Eks NHM dan eks BRI ( dan BKTN ) sangat berbeda organisasi dan
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tradisi kerja karyawannya ,maka diputuskan ada semacam peralihan . BKTN eks
NHM ditugaskan khusus untuk menjalankan usaha di luar koperasi , tani dan
nelayan , sedangkan BKTN eks BR! dikhususkan untuk menjalankan usaha
perkreditan rakyat . Bank lain milik pemerintah Hindia Belanda yang
dinasionalisasi pada waktu itu adalah PT Escomtobank yang semula bernama
Nederlansche Indische Handelshank , yang didirikan tahun 1863 . Sebagat
pengganti bank tersebut , oleh pemerintah didirikan Bank dagang Negara ( BDN

) dengan Undang-Undang No. 13/ Prp/ 1960 . 7

e. Periode 1959-1966

Perkembangan perbankan pada periode 1959-1966 begitu kalut, sesuai
dengan kekalutan perekonomian saat itu . Ekspansi kredit perbankan yang
didukung ';I)en(;etakan uang kertas baru oleh bank Indonesia, telah menciptakan
inflasi  yang sangat tinggi denagn segala akibal buruknya terhadap
perekondmian nasional . Di lembaga moneter sendiri terjadi banyak manipulasi
séperti kredit-kredit dengan katabelece . Semua kekalutan perbankan ini terjadi
juga kafena sifat dualisme Bank Sentral pada waktu itu, yaitu sebagai bank
sent.ral juga merangkap scbagai bank komersial atau bank umum . Bank
Indonesia giat pula memberikan perkreditan komersial berupa pemberian kredit

langsung .

" Wijanarto , Hukum & Ketentuan Perabnkan di Indonesia, Jakarta : Pustaka Utama

Grafiti, 1993, hal 11.
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Pada periode ini juga terlihat adanya kebiasaan melalaikan undang-
undang . contohnya kasus pada Undang-Undang Pokok Bank Indonesia tahun
1953 . Dalam UU Pokok bank Indonesia No.2 Tahun 1953, sebagai pengganti
De Javasche Bankwet 1922, dalam Pasal 36 ayat (2) dikatakan : Segala
ketentuan dalam Pasal 13 yang mengenai pekerjaan bank di lapangan lain dari
pada fungsi sebagai bank sentral , dan bank sirkulasi , dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya diserabkan pada bank-bank lain yang akan ditunjuk dengan
undang-undang selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 1953 .

Ternyata ketentuan tersebut hampir 15 tahun  tidak pernah
dilaksanakan ', padahal ketentuan itu menyangkut soal prinsip yang penting
yaitu menghapuskan sifat dualisﬁe pada bank sentral . Sifat dualisme .bank
Sentral pada ‘periode ini adalah warisan dari NV De Javasche Bank yang
didirikaﬁ.'];ada. tahun 1828 sebagai pelengkap kulturstelsel Van den Bosch . De
Ja_lvashce bank adalah satu-satunya bank asing pada waktu itu yang direksinya
berkedudukan di Indonesia . Kemudian pada pertengahan abad vang lalu, De
Javasche bank diberi octrooi ( monopoli ) untuk mengluarkan uang bank , dan
sejak itu bank tersebut terkenal sebagai “bank sirkulasi atau bank of issue .
Pada jaman penjajahan Jepang bank terscbut dikuasai oleh tentara Jepang |,
setelah merdeka Dbank tersebut kemudian beroperasi lagi bahkan selama

beberapa tahun berfungsi scbagai bank sentral ( 1950-1953 ) %

20

Muhamad Djumhana , Hukum Perbankan di Indonesia , Bandung : Citra Adiyta Bakti ,

1993 , hal 54 .
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Selain bentuk penyimpangan berupa bank sentral yang merangkap
seperti bank ummm , UU bank Sentral 1953 masih memiliki kejanggalan dalam
materinya yang menyangkut pembentukan kantor di luar negeri oleh bank
sentral kita . Pasal 3 ayat (2) UU bank sentral 1953 , menentukan bahwa “
bank sentral mempunyai perwakilan , dan koresponden-koresponden di luar
negeri “ . Ketentuan ini merupakan suatu yang tidak lazim dalam operasional
sebuah bank sentral . Menurut Margono Djojohadikusumo , tidak ada bank
sentral yang mempunyai perwakilan di luar negaranya sendiri , mereka
hanyalah mempunyai koresponden saja .'Kolresponden adalah hanya perantara
saja , sedangkan perwakilan mempunyai wewenang yang lebih luas , bahkan
dalam beberapa hal dapat melakukan aktivitas yang mirip kantor cabang dari
bank yang diwakilinya B

'Péda .tahun 1958 ketika dilancarkan aksi merebut Irian Barat dari
Belanda atau dikenal dengan Tri Komando Rakyat ( “Irikora™ ), maka dalam
bidang perbankan pun dilakukan tindakan-tindakan untuk memperlancar aksi
tersebut , yaitu dengan menasionalisasi bank-bank Belanda . Adapun bank-bank
yang dinasicnalisasi , yaitu : Escomto Bank yang dijadikan Bank Dagang
Negéra ( BDN ) ; Nederlandse Handelsbank ( NHB ) yang dijadikan Bank
Umum Negara ( Buneg ) , dan Nederlansche Handelmaatschappij ( NHM atau
Factory )} yang dijadikan Bank Kopersi Tani dan Nelayan ( BKTN ). Dengan
pengambilaliban itu , maka bank-bank negara banyak yang mengerjakan tugas

yang sama, yaitu sebagai bank umum.Hal ini tentu tidaklah menjadikan bank

* Margono Djojohadikusumo , Memurnikan Perbankan Nasional Kita . “Mencari Bentuk

Ekonomi Indonesia ** , Jakarta : Gramedia , 1981 , hal 45,
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sebagai alat perkreditan yang efisien bahkan seringkali di antara bank-bank
negara itu timbul persaingan yang tidak sehat .

Dalam perkembangan yang secara singkat terjadi sekitar tahun 1965
terjadi perubahan kebijakan .perbankan yang drastis dan menyeluruh |, sesuai
dengan kebijakan pemerintah pusat tentang penyusunan dan pengembangan
ekonomi terpimpin pada wéktu itu. Di Indonesia dilaksanakan kebijakan “Bank
Berjuang” di mana selurnh bank terutama bank-bank pemeri,ﬁtah harus menjadi
alat pemerintah untuk mencapai tujuannya , dan terhadap mereka dilakukan
pengawasan serta manajemen secara langsung . Untuk ini seluruh bank-bank
negara termasuk bank sentral yaitu Bank Indonesia, dilebur menjadi satu Bank
Tunggal bernama Bank Negara Indonesia ( BNI ) dengan beberapa unit yang
merupakan _:spesialisasi kegiatan mereka masing-masing . Ini merupakan sistem
“Bank Tuﬁgg:;tl”. Dengan pengintregasian ini maka Bank Indonesia dirubah
menjadi BNT Unit T. BKTN menjadi BNT Unit 11 ; BNI 1946 menjadi BNI
Um’t Hl';B_ank Umum Negara ( Buneg ) menjadi menjadi BNI Unit 1V dan
Bank Tabungan Negara ( BTN ) yang sebelumnya bernama Bank Tabungan
Pos ( BTP')menjadi BNI Unit V. Di samping itu masih ada Bank Dagang
Negﬁra ( BDN ) dan bank Pembangunan Industri yang semula pada waktu
didirikan bernama Bank Industri Negara ( BIN ). Seluruh pengintregasian ini
diatur dengan Penpres No.8,9,10,11,13,dan 17 tahun 1965 %,

Periode 1959-1966 ini merupakan puncak pemerintahan orde lama

yang penuh dengan perjuangan politik , seperti konfrontasi pengembalian

2 Faried Wijaya,M ., Perkreditan Bank Dan_Lembaga-lLembaga Kenansan Kita ,

Yogyakarta : BPFE |, 1996, hal. 18,
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wilayah Irian Barat , konfrontasi dengan Malaysia , pembentukan sistem
Ekonomi Terpimpin dengan Rencana Pembangunan Semesta , sejumlah proyek
mandataris dan lain-lain yang semuanya dibiayai dengan defisit spending
(defisit anggaran ) dari APBN ( Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara } .
Pada periode ini kegiatan industri perbankan mengalami kemerosotan
yang cukup drastis . Hal seperti ini tidak lepas dari kebijaksanaan pemerintah
sendin yang sebelum 1966 lebih memberi prioritas pada masalah-masalah
politik daripada pembangunan ekonomi , sehingga mengakibatkan timbulnya
banyak kesulitan di bidang ckonomi . Laju pertumbuhan yang terjadi selama
periode ini kurang dari dua persen .. Artinya , lebih rendah daripada
pertambahan jumlah penduduk , sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan
pendapatan .'perkapita . Tingkat inflasi mencapai puncaknya pada tahun 1966 ,
yaitu seﬁésar‘ 635 persen . dalam situasi yang tidak normal ini , dapat
dimengerti  mengapa masyarakat [ndonesia  sedikit  sekali menyalurkan
tzibungannyal melalul  sistem  perbankan . Setiap kenaikan harga berati
berkurangnya nilai ‘riel uang . Artinya , di tengah masyarakat juga selalu timbul
gejala kekurangan uang .
| Dalam periode ini pula lahir bentuk bank pembangunan daerah . Bank
Pembangunan Daerah ( BPD ) pada hakikatnya adalah’ suatu lembaga keuangan
milik pemerintah daerah ( Pemda ) yang melakukan usaha perbankan , yang
didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 1962 . Bank swasta pada
periode ini, jumlahnya cukup banyak , mereka umumnya merupakan bank-bank

kecil . Peranan mereka sangat kecil , dan mereka mengalami kesulitan bidang
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permodalan , ketrampilan , manajemen dan organisasinya . Kecilnya skala usaha
bank swasta pada periode ini ikut menyebabkan operasi mereka tidak efisien .
Di samping itu ada beberapa bank swasta yang cukup mapan , vaitu di
antaranya Bank Central Asia ( BCA ). Dengan demikian pada periode 1959-
1966 kehidupan perbankan kita masih didominasi oleh bank-bank milik negara
yang hampir seluruhnya berasal dari nasionalisasi bank milik swasta Belanda

23

. Periode 1966-1969

Pada periode 1966-1969 yang disebut juga dengan jaman orde baru,
maka pemerintah segera mengambil langkah-langkah penyusunan pembaharuan
kebijaksanaan dasar ekonomi , keuangan dan pembangunan . Kebijaksanaan baru
itu dengan  tegas membedakan program stabilisasi dan rehabilitasi , dengan
programr ilhj.emi;angunan ckonomi . Maka periode ini dapat juga disebut sebagai
periode stabi]isasi dan rehabilitasi . |

| . Pada periode ini perkembangan yang berati adalah lahirnya landasan
pokok yang penting bagi perbankan yaitu dengan lahirnya Undang-Undang
Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967 , dan Undang-Undang No. 13 Tahun
i968 Tentang Bank Sentral yang menggantikan UU Bank Sentral 1953 . Salah
satu materi yang penting dari Undang-Undang Perbankan No. 14 Tahun 1967,
adalah memberikan arahan kepada dunia perbankan Indonesia yaitu sebagai

berikut :

* Muhamad Djumhana, op_cit, hal . 55 .
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1. Tata perbankan harus merupakan suatu kesatuan sistem yang menjamin
adanya kesatuan pimpinan dalam mengatur seluruh perbankan di Indonesia
serta mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan moneter pemerintah di bidang
perbankan .

2. Memobilisasi , dan mengembangkan seluruh potensi nasional yang bergerak
di bidang perbankan .

3. Membimbing dan mengembangkan potensi tersebut bagi kepentingan
ckonomi rakyat .

Sehubungan dengan hal tersebut diatas lebih. lanjut dijelaskan bahwa
tugas pokok dari dunia perbankan nasional , adalah menghimpun dana di
masyarakat_ guna diarahkan ke bidang-bidang yang dapat mempertinggi taraf
hidup rakya:t. Hal ini sesuai yang diterapkan dalam Tap . MPRS No, XXIII /
MPRS / ‘1‘9667 mengenai  “Pembaharuan kebijaksanaan landasan ekonomi
keuangan dan pembangunan “, maka bagi bank-bank periu digariskan prioritas-
prioritas'yan.g harus diutamakan di dalam arah pembangunan kreditnya , dengan
tujuan agar usaha-usaha kearah peningkatan produksi dapafr terlaksana ,
tenn'asuk penyediéan kredit untuk melayani kebutuhan masyarakat tani, nelayan
,daﬁ industri kecil .

Serangkaian keputusan , dan undang-undang yang dikeluarkan dalam
periode ini, mampu melahitkan suatu landasan kebijaksanaan nasional tentang
pengaturan perbankan di Indonesia . Seiring dengan usaha-usaha pembangunan
secara umum yang sistematis tersebut , juga dilakukan rehabilitasi sistem

perbankan , yang tujuan utamanya adalah untuk menghentikan laju inflasi
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dengan pengendalian fiskal , dan moneter yang ketat | tetapi  dapat
menumbuhkan sistem perbankan yang dapat berperan aktif dalam pembangunan
sebagai lembaga perantara keuangan . Dalam waktu singkat , kebijaksanaan
stabilisasi dan rehabilitasi telah berhasil menekan tingkat inflasi . Seperti
diketahui bahwa pada tahun 1966 tingkat inflasi sebesar 635 persen . kemudian
menurun drastis menjadi 112 persen pada tahun 1967, 85 persen pada tahun
1968 | dan 10 persen pada tabun 1970 . Rehabilitasi sistem perbankan
berlangsung dalam suasana moneter yang relatif bebas dari teckanan eksternal
keras . Anggaran seimbang sementara cadangan devisa terjaga konstan dengan
bantuan luar negeri . Bank-bank pemerintah pada umumnya mengalami kesulitan
pada masa hiper inflasi . Sesudah sistem perbankan diatur kembali pada tahun
1968 , baﬁ_k-‘bank pemetintah mengalami perkembangan pesat .

: H;d .'1.;,11’11 yang perlu segera dilakukan pada periode 1966-1969 adalah
mobilisasi tabungan guna membiayai dan menunjang pertumbuhan ekonomi
sérta masalz:mh neraca pembayaran internasional . Hal ini jelas membutuhkan
mobilisasi {abungan . Inflasi yang menghebat di masa sebelumnya menyebabkan
mebilisasi tabungan secara formal dan produktif sukar dilakukan . Insentif
cukup ﬁaenarik perlu diberikan . Deposito berjangka dengan bunga cukup tinggi
dan menarik daapt memobilisasi jumlah tabungan yang cukup banyak . Balas
jasa bunga deposito yang cukup tinggi perlu disubsidi oleh pexﬁerintah pusat

dari anggaran belanjanya karena tingkat suku bunga pinjaman - ada beberapa

* Widjajanto , Hukum & Ketentuan Perbankan Di Indonesia , Jakarta : Pustaka Utama

Grafiti , 1993 , hal. 14.
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tingkat suku bunga tergantung penggunaan — umumnya lebih rendah dari pada
tingkat suku bunga deposito bank . Kedua golongan tingkat suku bunga ini,
yaitu tingkat suku bunga simpanan deposito dan tingkat suku bunga kredit
teish  disesuatkan  dengan perkembangan eckonomi dan moneter sera
menghilangkan subsidi bunga dari pemerintah .

Peranan bank swata nasional dalam perekonomian Indonesia pada
peviode ini sangat terbatas . Banyak dari bank itu didirikan pada waktu inflasi ,
kemudian setelah kestabilan moneter tercapai mereka kemudian tidak dapat
menyesuaikan diri lagi . Berbagai macam kebijaksanaan diambil untuk
memperkuat bank swasta nasional sclama periode ini , terutama mendorong
proses penggabungan ( merger ), maupun peleburan usaha ( konsolidasi ) . Ada
beberapa bank swasta yang kemudian menjalankan nasihat pemerintah tersebut
, dengari“l;nen.gadakan merger , yaitu diantaranya Bank Central Asia , Panin
B_ank dan Bank Niaga .

Dengan adanya UU Perbankan 1967 serta UU Penanaman Modal
Asing ( PMA ) maka membuka kembali peranan , dan pembukaan bank asing ,
meskipun masih dibatasi , dengan maksud untuk kepentingan' perlindungan
usaha - perbankan dalam negeri . Dalam tahun 1968 bank-bank asing mulai

diperkenankan beroperasi , dan banyak bergerak di bidang ekspor impor

sedangkan kegiatan usaha bank asing dibatasi di -Jakarta saja , dan hanva

berupa kantor perwakilan , atau kantor cabang *

* Thomas Suyatno , Kelembagaan Perbankan , Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1997

,hal 17 .
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g. Periode 1969-1983

Sctelah  gejolak  perkembangan ekonomi secara umum  dapat
dikendalikan dengan mantap , kebijaksanaan moneter dengan pasti diarahkan
untuk mencapai stabilitas moneter menuju pencapaian target Pelita II dan III .
Ekspansi ekspor dan penciptaan stabilitas ekonomi merupakan hal yang penting
dalam kebijaksanaan moneter . Hal ini terbukti pada tindakan-tindakan moneter
yang dilakukan yang dilakukan pemerintah sepanjang periode 1970-1980 |
deagan tujuan untuk menjaga peningkatan ekspor di pasaran luar negeri .

Sasaran pembangunan secara jelas telah dikemukakan dalam Repelita
I sampai dengan III sebagai arah kebijaksanaan pembangunan, dan perbankan
milik pemerintah merupakan sarana yang penting untuk menyalurkan dana-
dana pcmgrifntah .Pada 12 Juli 1971 dikeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia
{ SEBI )A‘ﬁ;:nta.ng Tabanas ( Tabungan Pembangunan Nasional ) dan Taska
(Tabungan Asuransi Berjangka ) . Memasuki Repelita Il , bank-bank umum
pemerintah’ dan Bapinde diberikan kesempatan untuk menyalurkan kredit-kredit
kecil , seperti KIK ( Kredit Investasi Kecil ), KMKP ( Kredit Modal Kera
Permane'n),dan kredit kelayakan. Melalui BRI dikeluarkan sistem kredit yang
lebiﬁ kecil lagi, yaitu kredit candak kulak , kredit midi , kredit mini , dan
scbagainya . Di lain , pihak untuk menjaga tekanan inflasi , mulai 1973 Bank
Indonesia memberlakukan pagu kredit ( pembatasan pertumbuhan kuantitatif
kredit bank ).

Pada 1974 , Bank Indonesia mengeluarkan peraturan tentang

berlakunya pasar uang di Jakarta . Peraturan ini menyebabkan bank yang
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kelebihan atau kekurangan dana secara bebas dapat mentransfer atau meminta
dari bank lain dengan menjanjikan bunga yang menguntungkan kedua belah
pihak , yang lebih dikenal dengan nama interbank call money market . Ini
merupakan transaksi dana pinjaman jangka pendek paling lama 7 (tujuh ) hari
dengan tingkat suku bunga tertentu antara bank-bank anggota kliring yang
mengalami saldo rekening negatif ( kalah kliring ) , atau kekurangan dana

dalam lemnbaga Kkliring . Kegiatan pasar uang yang telah berkembang secara

lvas meliputi pihak atau mereka yang membutuhkan dana , mereka yang

meminjamkan dana dan mereka yang menciptakan dan mengelola - pasar .
Adapun jenis-jenis piranti yang dipakai dalam kegiatan pasar uang yang telah
ada , dan_ telah umum dipakai di negara kita . adalah warkat niaga
(commerci_al; paper ), surat promes ( promissory notes ), wesel ( bill of exchange
), trade’ afécep;ance , call money dan sertifikat deposito . Pasar uang antar bank
tersebut dapat dijadikan arena bagi bank Indonesia untuk mempengaruhi
perkembangan dana , dan kredit perbankan .Melalui intervensinya pada pasar
uang antar bank ini, Bank Indonesia dapat mengendalikan perkembangan uang
primer dan jumlah uang yang beredar.Selanjutnya perkembangan transaksi dan
sukﬁ bunga dalam pasar ini dapat dijadikan ukuran bagi perlu ticiaknya diambil
tindakan untuk mempengaruhinya . Berbagai kebijaksanaan moneter yang

diambil dalam periode pembangunan ini diharapkan dapat menjadi kerangka

landasan bagi perkembangan perbankan yang lebih mantap dalam periode

berikutnya .
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Penjualan Sertifikat Bank Indonesia ( SBI ) oleh Bank Indonesia
dimaksudkan untuk menampung kelebihan dana pada bank-bank , menyerap
kelebihan dana tersebut dan mengurangi dana yang tersedia untuk
diperdagangkan dalam pasar uang itu.Dengan sterilisasi dana ini , suku bunga
di ‘pasar uang antar bank akan meningkat , atau sekurang—kurangnyﬁ suku
bunga yang berlaku akan dipertahankan . Suku bunga SBL tadi dapat pula
menjadi batas terendah bagi suku bunga dalam pasar vang antar bank . Bagi
bank-bank tersebut , akan lebih menguﬁtungkan menanamkan  Kkelebihan
likuiditasnya pada SBI, jika suku bunga bagi pinjaman antar bank lebih
rendah dari suku bunga SBI. Untuk lebih menyemarakkan sektor keuangan
pada awal dekade 1970-an, pemerintah bersama Bank Indonesia memprakarsai
pendirian .ll,rembaga Keuangan Bukan Bank ( LKBB ). LKBB yang sudah
berdiri 's_zirhpai saat itu sudah ada 12 buah, di lvar PT Danareksa ( suatu
investment trust milik negara ) dan PT Papan Sejahtera ( yang bergerak di
sektor -ﬁerumahan ). LKBB itu terdiri dari jenis investasi 9 seperti PT Inter
Pasific Financial Corp,atau PT Ficorinvest ). Di samping itu untuk menambah
alternatif sumber atau cara pembiayaan , pada tahun 1974 pemerintah
merﬁben‘kan jjin dibukanya perusahaan leasing . Jika pada 1975 jumlah
perusahaan leasing ada tiga buah dengan volume usaha sebesar Rp. 0,7 .miliar,
maka pada akhir 1986 tercatat 80 buah perusahan dengan volume usaha Rp.
612, 4 miliar.

Menjelang tutup tahun 1978 dilakukan devaluasi nilai tukar rupiah

terhadap dolar Amerika sebesar 50 persen yaitu dari Rp. 425,- menjadi Rp.




64

625.-per 1 dolar. Ini merupakan devaluasi kedua selama pemerintah orde baru
setelah devaluasi yang pertama pada 1971 . Berbagai kebijaksanaan moneter
selama periode pembangunan ini diharapkan dapat menjadi kerangka landasan
bagi pembangunan ekonomi bangsa pada periode berikutnya . Selain itu, juga
_diharapkan agar mampu memberikan rangsangan bagi pertumbuhan ekonomi

nasional pada masa mendatang %

k. Periode 1983-1988

Periode 1983-1988 disebut juga periode deregulasi , karena pada
periode ini turun banyak sekali kebijaksanaan baru yang merupakan kemajuan
besar yang perlu dicatat dalam sejarah pembangunan bangsa ini, khususnya di
bidang m‘(')peter dan perbankan . Keberanian pemerintah mengadakan suatu
perombak'z;tl n;endasar terhadap struktur kebijaksanaan moneter selama periode
ini benar-benar mampu memberikan wawasan baru bagi para usahawan |
kﬁususnya d1 bidang perbankan , untuk mengembangkan profesi ini agar benar-
benar mandiri dan profesional .

‘Pada awal dasawarsa 1980-an Indonesia menghadapt  berbagai
persbalén akibat resesi ekonomi dunia, dan penurunan harga minyak bumi di
pasaran internasional . Menjelang 1981 , neraca pembayaran dan kegiatan
gkonomi pada umumnya mengalami perkembangan ke arah yang kurang

menggembirakan . Laju pertumbuhan yang cukup tinggi pada tahun 1980, yaitu

% Widjanarto , op .cit , hal . 20 .
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9.9 persen , merosot pada tahun berikutnya , yaitu 7,6 persen . bahkan pada
tahun 1982 laju pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 2,3 persen.

Perkembangan neraca pembayaran yang kurang menggembirakan
tersebut disebabkan oleh penurunan hasil ekspor minyak dan’ non-minyak .
Untuk mendorong ckspor non migas , pada Januari 1982 telah diambil langkah
yang dikenal dengan Kebijaksanaan Ekspor Januari 1982 . Kebtjaksanaan baru
ini meliputi  pemberian keringanan bunga dan persyaratan  kredit ekspor |
penyediaan jeminan kredit ekspor dan asuransi ekspor , perluasan tata cara
pembayaran ekspor , pengaturan lalu lintas devisa , serta pengurangan unsur-
unsur yang meningkatkan biaya ekspor . Namun ternyata neraca pembayaran
Indonesia menghadapi tekanan yang semakin berat . Hal tersebut bersumber
dari masilh: berlanjutnya resesi ekonomi , seperti tampak pada semakin
menururin'y.a ﬁertumbuhan ckonomi negara-negara industri , lesunya pasaran
minyak serta lemahnya daya saing ekonomi Indonesia .”’

- Kényataan tersebut mendorong perlunya suatu perubahan yang cukup
mendasar dalam’ kebijaksanaan moneter dan perbankan . Sektor perbankan
mengalafni perubahan yang cukup drastis dengan dilakukannya deregulasi di
sekt.or tersebut pada bulan Juni 1983 . Telah seckian lama dirasakan |, sejak
masa kebijakan ekonomi orde baru di akhir tahun 1960-an , perlunya
melakukan deregulasi untuk meningkatkan efisiensi di sektor keuangan dan
perbankan . Segmentasi pasar terutama antara bank-bank milik pemerintah di

satu pihak dengan bank-bank bukan milik pemerintah , baik nasional maupun

271

c

id , hal . 23 .

|
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asing , diskriminasi bidang kegiatan serta perangkat mekanismenya cenderung
menyebabkan ketidakefisienan di sektor ini .

Adapun ciri pokok kebijaksanaan 1 Juni 1983 adalah deregulasi di
bidang perbankan , khususnya di bidang perkreditan . Melalui deregulasi Juni
1883 ,maka pagu kredit yang telah berlaku sejak 1974 dihapuskan , bank-
bank negara dibebaskan untuk menetapkan suku bunganya , kredit likuiditas
Juga dikurangi volumenya . Tujuan kebijaksanaan ini adalah mengurangi
ketergantungan bank-bank pada Bank Indonesia , dan ketentuan ini telah

membebaskan Bank Indonesia sebagai lender of the first resort, dan kembali

ke fungsi pokoknya sebagai lender of the last resort . Bank Indonesia hanya -

akan menyediakan dana sebagian dalam bentuk kredit likuiditas hingga Mei
1983 . Kebijgksanaan 1 Jum 1983 juga bertujuan meningkatkan mobilisasi dana
dari masYérak;lt dengan cara memberikan kebebasan pada bank-bank dalam
mener.l‘tukan suku bunga , baik dalam rangka pemupukan dana dari masyarakat
maupun | pényaluran kredit . Kenyataan menunjukkan bahwa kebijaksanaan ini
telah membawa hasil yang cukup berarti . Sejak 1 Juni 1983 sampai dengan
Maret 1984 , deposito  pada bank-bank pemerintah meningkat 151 persen
dibaﬁdingkan dengan peningkatan sebesar 18 persen dari agustus 1982 sampai
dengan Mei 1983 .

Untuk melengkapi kebijaksanaan 1 Juni 1983 tersebut , berupa
introduksi Sertifikat Bank Indonesia ( SBI ) pada awal tahun 1984 adalah
untuk mempengaruhi  jumdah likuiditas perbankan dan mengembangkan

kegiatari pasar uang.SB] merupakan sertifikat deposito yang diterbitkan oleh
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bank Indonesia dan dapat dijual kepada bank-bank atau lembaga-lembaga
keuangan bukan bank ( LKBB) serta dapat diperjual belikan di antara mereka
atau didiskontokan kepada lembaga sckuritas . Lembaga tersebut selanjutnya
dapat mendiskonto ulang ke Bank Indonesia.Di samping itu bank-bank juga
mengeluarkan instrumen sama dengan SBI yang dikeluarkan Bank Indonesia
dan disebut Surat Berharga Pasar Uang ( SBPU ). SBI merupakan instrumen
operasi pasar terbuka oleh Bank Indonesia untuk menyedot likuiditas rupiah
perbankan dan mengurangi jumlah uang yang beredar serta memaksa dunia
perbankan menukarkan aktiva luar negeri ( valuta asing) ke dalam rupiah’.
Pasar Uang Antar Bank ( Call Money ). merupakan pesaing dari SBI dan
SBPU yang mempunyai daya saing berupa jangka waktu relatif lebih singkat
, administrasi sederhana dan denominasi kecil . Ternyata SBl masih belum
cukup 'm'eﬁarik bagi perbankan sebagai alat untuk memegang kelebihan
cadangan . Bank-bank menempatkan kelebihan cadangan berupa valuta asing
dalam jumilah persentase cukup besar . Ini menunjukkan SBI masih belum
dapat digunakan oleh Bank Indonesia scbagai instrumen operasi pasar terbuka
guna mempengaruhi jumlah uang beredar . Namun demikian pengembangan
peny.rediaan alat ikuiditas ini akan menyumbang pada peningkatan
pertumbuhan ekonomi secara optimal sementara stabilitas ekonomi masih tetap

terjaga 2

® Faried Wijaya M, op. cit , hal. 66 .
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Kebijakan deregulasi di bidang monetef perbankan  kemudian
dilanjutkan dengan Paket 27 Oktober 1988 yang dikenal dengan Pakto |
merupakan  serangkaian kebijakan penting di  bidang moneter , lembaga
keuangan dan perbankan . Paket ini bertujuan meningkatkan pengerahan dana
masyarakat , efisiensi lembaga keuangan dan perbankan , kemampuan pemerintah
dalam mengendalikan pelaksanaan kebijakan moneter , dan pengembangan pasar
modal. Paket‘ im mencakup pengenaan pajak atas pendapatan tingkat suku
bunga debosito berjangka , kemudahan pembukaan kantor cabang | pembukaan
kautor cabang lembaga keuangan bukan bank ( LKBB ), pendirian bank swasta

baru dan bank perkreditan rakyat , penerbitan sertifikat deposito ; penurunan

cadangan minimum wajib bank , perluasan bank devisa , pendirian bank

campuran , dan pembukaan kantor cabang pembantu bank asing . Melalui Pakto
1988 terjadi I;erubahan struktural di dalam kelembagaan perbankan , di mana
perluasan jaringan perbankan semakin pesat , schingga membawa implikasi
te;rhadap pengerahan dana masyarakat serta ekspansi pemberian kredit yang
cepat . %

‘Untuk melengkap: Pakto 88 , maka dikeluarkan Paket 20 Desember

1988 .yang dikenal dengan Pakdes , khusus merupakan kebijakan di bidang

pengembangan lembaga-lembaga keuangan bukan bank vyaitu pasar modal ,
asuransi dan lembaga-lembaga pembiayaan . Dunia swasta diijinkan mendirikan
pasar modal atav bursa efek , peluang pendirian perusahaan asuransi baru ,

lembaga-lembaga pembiavaan , serta pendirian perusahaan leasing baru .

# Muhammad Djumhana , op cit, hal . 62 .
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Tujuannya untuk mengembangkan pasar modal , memperluas alternatif
pembiayaan kegiatan produksi , serta menunjang pengerahan dana masyarakat .
Dengan dua paket kebijaksanaan tersebut maka akan lebih banyak dana
masyarakat dapat dikerahkan tidak hanya di daerah perkotaan saja tetapi
sampai ke daerah-daerah untuk membiayai kegiatan usaha di atas .

1.Periode 1998-sekarang

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa pada tanggal 27 Oktober
1988 , pemerintah mengumumkan serangkaian kebijaksanan baru yang
merupaakn paket deregulasi di bidang keuangan dmoneter dan perbankan
(KMP) . Paket kebijaksanan ini dikeﬁal dengan sebutan Pakto 1988 . Paket
kebijaksangan baru tersebut tampaknya m.elihat jauh pada perspektif ekonomi
nasional dap internasional di masa depan . Secara umum paket itu sangat
penting ',_'.kar;:na diharapkan semakin meningkatkan pengembangan sektor
produksi dan investasi . Juga diharapkan semakin meningkatkan pengrahan
dana mésy’a;‘akat , efisiensi lembaag keuangan dan perbankan , pengendalian
kebijaksanaan moneter , serta menunjang iklim pengembangan pasar modal
yang s:iliﬂg berkait dan saling mendukung untuk peningkatan ekspor non
mig;a.s.

Dengan diluncurkannya Paket Oktober 1988 , industri perbankan
Indonesia telah tumbuh dergan sangat pesat . Bila pada akhir September 1988
jumlah Bank Umum sebanyak 111 dengan jumlah kantor 1728 , ternyata pada
akhir tahun 1995 jumlah tersebut telah meningkat menjadi sebanyak 240

dengan jumlah kantor sebanyak 35288 buah .
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Jumiah Bank Perkreditan Rakyat yang pada akhir 1988 baru berjumlah 7.706 ,
pada akhir 1995 telah meningkat menjadi 8.998 . Dengan kata lain jumlah bank
umum dan Bank Perkreditan Rakyat pada akhir 1995 telah mencapai 9.238
bank dengan jumlah kantor sebanyak 14.286.%)

intisari paket Oktober 1988 adalah bahwa paket kebijaksanaan baru
1n1 memberi sejurﬁlah kemudahan dan keterbukaan luar biasa , bahkan memiliki
peluang kearah perdagangan bebas . Deregulasi perbankan tidak berhenti sampai
Pakto 1988 , kemudian disusul lagi beberapa deregulasi sampai tahun 1991 .
Paket 1990 merupakan paket besar ketiga yang berisi pengurangan secara
bertahap kredit likuiditas Bank Indonesia yang selama ini menjadi salah satu
sumber utama kalangan perbankan, selain itu juga mengatur kewajiban bank-
bank untuk nenyalurkan kreditnya sebesar 20 persen kepada pengusaha lemaﬁ
yaitu peﬁéﬁsa};a yang asetnya di bawah 600 juta rupiah.

Paket deregulasi yang terakhir sebelum terbentuk UU Perbankan 1992,
a&alah ‘tahun 1991 | yaitu mengenai prudential regulation . Paket ini dilandasi
keadaan dan kondisi perbankan khususnya dan umumnya perekonomian setelah
Pakto 1988 . Seperti telah dikemukakan di atas sejak Pakio 1988 industri
perﬁankan Indonesia telah tumbuh dengan sangat pesat, bagai jamur tumbuh di
musim hujan . Sampai akhir tahun 1995 jumlah bank umum telah meningkat
menjadi sebanyak 240 buah dengan jumlah kantor sebanyak 5.288 . Sedangkan

Bank Perkreditan Rakyat pada akhir tahun 1995 meningkat mencapai 8.998

* Sutan Remy Syahdeini, Bebcrapa Pokok Pikiran Mengenai Reformasi Hukm Perbankan Indonesia,
Makalah , Bahan Kuliah Umum , UNDIP, 1997  hal . 1.

A
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bank . Dengan kata lain jumlah bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat telah
mencapai 9.238 bank dengan jumlah kantor sebanyak 14. 286 . Pertumbuhan
sertor perbankan yang cepat setelah Pakto 1988 ternyata membawa dampak
yang kurang menggembirakan bagi dunia , yaitu naiknya tingkat inflasi .
Keadaan ini disebabkan pertambahan uang vyang beredar telah disalurkan
perbankan menjadi kredit yang tidak selufuhnya digunakan untuk sektor
produktif . Kredit ini dengan cepat berubah menjadi permintaan efektif yang
tidak disertai kenaikan tingkat produksi barang dan jasa schingga menjadi
pendorong naiknya tingkat inflasi . |

Paket 91 ini antara lain berisikan asas kehati-hatian bagi perbankan ,
pihak Bank Indonesia meminta agar kalangan perbankan nasional memenuhi
CAR (Ca_pi,l.tal Adequasi Ratio yaitu perbandingan antara modal sendiri dengan
aset terti;ﬁ;t)ané menurut tisiko ) sebesar 5 persen pada tanggal 31 Maret 1992,
7 persen pada tanggal 31 April 1993, dan menjadi 8 persen pada tanggal 31
.besember 1993 . Secara keseluruhan péket itu isinya sebagian besar merupakan
penyempurnaan pengawasan dan pembinaan bank . Tujuannya édalah untuk
membuat sektor perbankan llndonesia lebih bisa bersaing di pasar internasional .
Sebé.gai penyesuaian terhadap kebijakan tersebut , sektor perbankan melakukan
konsolidasi agar mampu memenuhi persyaratan terutama mengenai tingkat
kesehatan bank dan capital adequacy ratio . Dengan paket ini tidak
meraungkinkan lagi adanya ruang gerak bagi para pengeloia bank untuk

bertindak ceroboh .
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Pada periode ini pula mulai diteraﬁkan pajak penghasilan { PPh ) atas
bunga simpanan di bank sesuai Pasal 4 UU Pajak Penghasilan 1984 , terhadap
bunga deposito , tabungan , sertifikat deposito , dan rekening giro . Adapun bunga
yang dibayarkan oleh si penyimpan sesuai dengan pasal 23 ay;cit (1) uu.
Pajak Penghasilan adalah sebesar 15 persen dari jumlah bunga bruto .

Pada tahun 1992 lahirlah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang
Perbankan sebagai pengganti Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 Tentang
Pokok-Pokok Perbankan . Tujuan penggantian dan penyempurnaan peraturan
perbankan dengan yang lebih sesuai dengan keadaan jaman , adalah dalam
upaya mendukung kesinambungan , dan peningkatan pelaksanaan pembangunan
juga agar mampu menampung tuntutan jasa perbankan . Dengan penggantian
peraturan ini , maka perbankan nasional diharapkan dapat menjadi lebih siap,
dan mamp.u b;:rperan secara lebih baik dalam mendukung proses pembangunan
yang semakin dihadapkan pada tantangan perkembangan perekonomian
in.tcmasionail. Tetapi di lain pihak perbankan nasional tetap memiliki sikap
tanggap terhadap lingkungan sckitarnya , sehingga dapat berperan dalam
meningkatkan tarat hidup fakyat banyak , pemerataan pembangu'nan dan hasil-
hasiinyé , serta peningkatan pertumbuhan ckonomi dan stabilitas nasional dapat
terwujud secara iebih nyata , dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan
makmur berdasarkan Pancasila daﬁ Undang-Undang Dasar 1945 .

Peﬁengahan tahun 1997 ( semester 1l tahun 1997 ) Indonesia dilanda
krisis moneter yang berlanjut menjadi 'krisis ekonomi yang berkepanjangan,

yang secara langsung membawa dampak yang negatif bagi industri perbankan




nasional . Masalah utama dan paling mendasar yang dihadapi perbankan
nasional dewasa ini adalah nonperforming loans ( NPL / kredit bermasalah ) yang
gari hari ke hari terus membengkak . Sedangkan masalah kedua yaitu negative
spread ialah kondisi yang menunjukkan beban pembayaran suku bunga
simpanan dari nasabah , lebih besar ketimbang penerimaan dari bunga atas
kredit-kredit yang disalurkan perbankan . Sejak krisis moneter dan krisis
ekonomi melanda Indonesia pertengahan tahun 1997 ,'pemerintah sudah banyak
membuat kebijakan di bidang perbankan nasional . Tujuannya adalah untuk
memulihkan  kondisi perbankan dan akhirnya pemulihan ekonomi secara
keseluruhan . Sehubungan dengan hal tersebut maka pada tanggal | November
1997 pemerintah melikuidasi 16 bank umum swasta nasional . Akibat kebijakan
itu , masyarakat menjadi panik karena khawatir uang mereka di bank hilang .
Akibatnya‘hl, !"ush terjadi juga pada bank-bank yang tidak terkena likuidasi .
Kemudian untuk menenangkan masyarakat , pemerintah melalui Gubermnur Bank
Iﬁdonesia menyatakan tidak akan ada likuidasi lagi . Selanjutnya pada tanggal
27 Januari 1998 pemerintah menjamin semua simpanan nasabah bank baik
bank swasta maupun bank pemerintah kecuali cabang-cabang bank asing .
Kebijakan in untuk meredakan kepanikan masyarakat . Selain itu , pemerintah
membentuk  Badan Penyehatan Perbankan Nasional ( BPPN ) yang akan
bertanggung jawab memperbaiki bank-bank yang saat ini dalam kondisi tidak
schat , dan tidak memiliki prospek kuat untuk pulih . Selanjutnya pada tanggal
4 Aprlt 1998 pemernintah membekukan tujuh bank swasta nasional yaitu Bank

Surya , bank Subentra , bank istismanat, bank Pelita, bank Hokindo , bank
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Deka , dan bank Centris . Ketujuh bank ini dibekukan karena kinerjanya buruk ,
terutama karena telah menggunakan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia

melebihi 500 persen dari modal disetor | atau telah melebihi 75 persen dari

- aset bank . Kemudian Bank Central Asia ( BCA ) yang merupakan bank swasta

nasional terbesar , pada 28 Mei 1998 diambil alih oleh pemerintah melalui
BPPN setelah sebelumnya dilanda rush . Menurut Roger Le Roy Miller and
Robert W. Pulsinelli : No bank can survive a situation in which all or most
depositors attempt (o withdraw their money at the same time™’. Keputusan
pengambilalihan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bl No. 31/31/Kep/DIR
tanggal 28 Mei 1998 . Sampai sekarang BCA berst-atus sebagai Bank Take
Over ( BTO).21 Agustus 1998 pemerintah membekukan lagi tiga bank swasta
yaitu Barll.k._ Umum Nasional ( BUN ), Bank Modern , dan Bank Dagang
Nasional_'ind(;nesia ( BDNI ) . Pada saat yang sama pemerintah mengusai
kepemilikan Bank Danamon , bank Central Asia ( BCA ), Bank PDFCI , dan
Bﬁnk Tiara Asia.

Selanjutnya pada 30  September 1998 pemerintah  menetapkan
ketentuan tentang program rekapitalisasi dalam rangka penyehatan pefbankan
yaitﬁ proses penyuntikan modal baru ke dalam suatu unit usaha sebagaimana
unit usaha perbankan Indonesia saat ini. Adanya kredit-kredit bank bermasalah
yang tidak mungkin ditagih kembali , ditambah dengan kondisi negative spread

yaitu pengeluaran untuk bunga simpanan lebih besar dibandingkan pemasukan

2 Roger Le Roy Miller and Robert W, DPusnelli , Modern Money and Banking . New York - Mc .
Graw Hill , 1989, hal 171,




dari bunga pinjaman , membuat bank-bank harus disuntik dana segar agar bisa
kembali menjalankan usahanya . Program ini diberlakukan bagi semua bank
termasuk bank-bank yang ditangani BPPN. Untuk menghitung kebutuhan dana
untuk rekaﬁitalisasi , pemerintah melakukan due diligence terhadap seluruh bank.
Hasil due diligence bank dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu kategori
A, B, dan kategori C.Kategori A, bank dengan CAR empat persen ke atas
tidak: diikutsertakan dalam program rekapitalisasi . Kategori B, bank dengan
CAR icbih kecil dari empat persen hingga minus 25 persen diikutkan dalam
program rekapitalisasi . Kategori C , bank dengan CAR di bawah minus 25
persén diberi kesempatan 30 hari untuk melakukan setoran modal atau
memperbaiki kualitas aktiva produktifnya agar dapat dimasukkan dalam kategori
B . Apabila tidak dapat dip;:nuhi setelah batas wgktu tersebut , maka bank-bank
dalam k'el,'(")r‘ﬁpbk ini akan “diselesaikan” bersama-sama oleh Bl dan BPPN **
.Selanjutnya Pemerintah menetapkan batas waktu pengembalian dana
Banman Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI ). Pemilik lama Bank Beku Operasi
( BBO ) (ian Bank Take Over ( BTO ), diminta untuk ménye]esaikan
pelanggaran batas maksimum pemberian kredit ( BMPK ) serta mengembalikan
dana BLBI. Batas wakiu pengembalian BLBI1 ditetapkan satu tahun , kemudian
pola pengembalian BLBI akhirnya ditetapkan dalam tenggang waktu empat
tahun . Pada tahun pertama pemilik lama.BBO dan BTO harus mengembalikan
27 ;:)ersen dari jumlah kewajiban . Sisa kewajiban diselesaikan berturut-turut

tiga tahun benkutnya dalam jumlah yang sama . Jumlah seluruh kewajiban

** Harian Kompas , tanggal 27 Pebruari 1999 .
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permlik lama BBO dan BTO sebesar Rp. 111,226 trilyun . Sementara itu B]
mengeluarkan juklak baru untuk penyehatan perbankan nasional . Hal itu
dilakukan untuk  mempercepat langkah penyehatan dan restrukturisasi
perbankan. Juklak ini menindaklanjuti ketentuan berupa penyempurnaan atas
beberapa keken‘a;an di  bidang perbankan . Ketentuan tersebut mencakuﬁ
Kewajiben Pemenuhan Modal Minimum ( KPMM ), Kualitas Aktiva Produktif
(KAP), dan pembentukan Penyisihan Pengahpusan Aktiva Produktif ( PPAP ).

Di sisi lain , dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian
nasional yang senantiasa bergerak cepat , kompetitif dan terintegrasi dengan
tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju ,
diperfukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi , termasuk Perbankan .
Selain itu , bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah
djratiﬁkasi;ya :beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang
dan jasa , diperiukan penyesuian terhadap peraturan perundang-undangan di
bidang. 'per_ekonomjan , khususnya sektor perbankan . Maka atas dasar
pertimbangan tersebut di atas , Pemerintah telah berhasil melahirkan undang-
undang perbankan yang baru yaitu Undang-Undang No. {0 Tahun | 1998
Tenltang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Iini diundangkan pada tanggal 10
November 1998 .

Kebijakan selanjutnya yang ditempuh pemerintah dalam rangka
penyehatan perbankan nasional yaitu pada 11 Pebruari 1999 , bahwa pemerintah

kan mengumumkan langkah likuidasi atas sejumlah bank swasta nasional yang




77

tidak bisa ikut program rekapitalisasi perbankan oleh pemerintah . Langkah
likuidasi 1ni terutama untuk bank-bank yang masuk kategori B dan C yang
tidak bisa memenuhi ketentuan seperti penyerahan tambahan modal oleh
pemilik sebesar 20 persen . Akhimya pada 13 Maret 1999 Pemernintah menutup
38 bank swasta- nasional dalam rangka restrukturisasi perbankan , guna
memulihkan perekonomian nasional . Ke-38 bank yang ditutup itu, sebanyak 17
bank yang tergolong kategori C ( CAR nya di bawah minus 25 persen ) yang
berarti sudah tidak bisa ditolong lagi . Pemerintah mensyaratkan harus
menambah modal agar dapat naik peringkat ke kategori B ( CAR nya di bawah
empat persen sampai minus 25 persen ) untuk ikut 'rekapitalisas.i , yang berarti
pemiliknya masih harus menambah modal lagi sebesar 20 persen dan total
dana yang ._dibutuhkan'. Sementara 21 bank lainnya yang ditutup berasal dari
kategort’ B.Plartimbangan penutupan karena bank itu tidak memenuhi syarat
rekapitalisasi , meskipun bank Kkategori ini lebth batk CAR nya dibanding bank
kétegori C . Bank-bank ini dinilai pemerintah tidak solvent . Sebanyak tujuh
bank diambi! alih pemerintah ( Bank Take Over — BTO ) vyaitu Bank Duta,
Bank Nusa Nasional { BNN ), Bank Risjad Salim Internasional { RSI}, Bank
Talﬁar,a , Bank Pos Nusantara , Bank Jaya Internasional , dan Bank Rama .
Sembilan bank harus mengikuti program rekapitalisasi, yaitu : Bank Lippo, Bank
Internasional Indonesia ( BIl ) , Bank Bali , Bank Umum Koperasi Indonesia
(Bukopin ) , Bank Niaga , Bank Universal , Bank Prima Express , Bank Arta

Media , dan Bank Patriot .

s p——
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Sedangkan 73 bank dinyatakan tetap beroperasi seperti biasa tanpa ikut
program rekapitalisasi ** .

Program restrukturisasi serta rekapitalisasi perbankan juga diberlakukan
terhadap  bank-bank BUMN . Tanggal 12  Agustus 1998 ., Pemerintah
mengumumkan merger empat bank pemerintah menjadi satu dalam Bank
Mandin , vaitu Bank Ekspor Impor ( Bank Exim ), Bank Bumi Daya (BBD),
Bank Pagang Negara ( BDN ), dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo ).
Bank Mandiri sebagai hasil merger empat bank BUMN tersebut secara resmi
mulai beroperast penuh mulai 1 Agustus 1999 dan akan menjadi bank nasional
terbesar dengan 529 kantor . Dengan PP No. 76 / 1998 | Bank Mandiri dibentuk
dengan qual dasar Rp. 16 triliun , modal disetor Rp. 4 trliun diperoleh dan
pengalihan. . saham Pemerintah di empat bank BUMN . Untuk program
rekapitalis'a-si ,fBank Mandiri membutuhkan Rp. 137, 6 triyun , aset produktifnya
Rp. 61 frilyun ,sedang kredit yang sedang direstrukiurisasikan scjumiah Rp. 40
trilyun . Bank Mandiri beroperasi dengan capital adequasi ratio ({ CAR } sebesar
8,3 persen . Semua kredit macet dari empat bank BUMN yang dimerger dalam‘
Bank Mandiri sudah diserahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (
BI’I;'N } . Sedangkan kredit yang termasuk ke dalam kategori lancar, dalam
perhatian khusus , kurang lancar , dan kredit yang diragukan akan dikelola
Bank Mandiri *°. Sedangkan Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Rakyat
Indonesia tetap dipertahankan berdiri sehdiri , Ssementara Bank Tabungan

Negara ( BTN ) akan menjadi anak perusahaan Bank BNI] . Bank BNI tetap

3 Harian Kompas | tanggal 14 Maret 1999
* Harian Kompas , tanggal 15 Juli 1999 .
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dipertabankan untuk berdiri sendiri dengan pertimbangan bahwa Bank BNI

merupakan bank umum milik pemerintah yang terbesar serta telah go public.

Sedangkan Bank Rakyét Indonesia dipertahankan tetap berdiri sendiri dengan
pertimbangan bahwa BRI adalah bank milik rakyat értinya bank yal.lg sejak
penditiannya sesuai dengan misinya adalah bank yang memberikan pelayanan ‘
kepada seluruh lapisan masyarakat , khususnya rakyat kecil , yaitu memberikan
kredit kususnya untuk golongan masyarakat ekonomi lemah serta koperasi .
Selanjutnya di era reformasi yang menyangkut segala aspek kehidupan
ini , khususnya reformasi di bidang ekonomi serta perbankan pada tanggal 17
Me1 1999 telah berhasil diundangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999
Tentang Bank Indonesia , sebagai pengganti Undang-Undang No. 13 Tahun
1968 Tentang Bank Sentral . Adapun dasar pertimbangan lahimya UU No. 23
Tahun 1999 rTentang Bank Indonesia adalah dalam rangka pelaksanaan
pembangunan ekonomi yang diarahkan kepada terwujudnya perckonomian’

nasional yang berpihak pada ekonomi kerakyatan , merata , mandiri , andal ,

berkeadilan , dan mampu bersaing di kancah perekonomian nasional . Untuk
mendukung terwujudnya perekonomian nasional sebagaimana tersebut di atas
dan sejalan dengan tantangan perkembangan dan pembangunan ekonomi yang

semakin kompieks , sistem keuangan yang semakin maju serta perekonomian

internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi , kebijakan moneter
harus dititik beratkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah .
Maka untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif

dan efisien diperlukan sistem keuangan yang sehat, transparan , terpercaya , dan

e o e e
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dapat dipertanggungjawabkan yang didukung oleh sistem pembayaran yang
lancar | cepat , tepat dan aman | serta pengaturan dan pengawasan bank yang
memenuhi  prinsip kehati-hatian . Untyk menjamin  keberhasijan tujuan
memelihara stabilftas nilai rupiah diperlukan Bank Sentral yang memilikj
kedudukan yang independen . Kareng selama ini perencanaan dan penetapan
kebijakan moneter dilakukan oleh Dewan Moneter | sementara status dan
peranan Bank Indonesia adalah membanty pemeﬁntah dalam melaksanakan
kebijakan moneter yang disusun dan ditetapkan oleh Dewan  Moneter
berdasarkan Undang~Undang No. 13 tahun 1968 . Status dan peranan Bank
Indonesia berdasarkan undang-undang tersebyt di atas dipandang sudah tidak
sesuai Iagi untuk menghadapi  tuntutan perkembangan  dan dinamika
perekonomiz__m nasional dan internasional dewasa ini dan dj masa yang akan
datang .'O'feh éebab itu diperlukan penggantian undang-undang tersebyt dengan
yang baru yang memberikan statys » tijuan dan tugas yang lebih tepat kepada
Bank Indonesia selaky otoritas moneter . |

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 menyebutkan
Bank I.n'donesia adalah Bank Sentral Repubiik Indonesia . Dalam penjelasan
pasa.l 4 ayat (1) dikatakan yang dimaksud dengan Bank Sentral adalah
lembaga negara  yang mempunyai wewenang  untuk mengeluarkan  alat
pembayaran Yang sah dari suaty hegaia |, merumuskan dan melaksanakan
kebijakan moneter - Mengatur dan mengawasj perbankan , serta menjalankan

fungsi sebagai lender of the last resort . Bank Sentral dimaksud mempunyai

tWjuan mencapai dan memelihara kestabilan njlaj rupiah dan tidak melakukan
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kegiatan intermediasi seperti  yang dilakukan olep bank pada umumnya
Walaupun demikian dalam rangka mendukung tugas-tugasnya Bank Sentral
dapat melakukan aktivitas perbankan yang dianggap perlu. Di indonesia hanya
ada satu Bank Sentral dan sesuai dengan penjelasan Pasal 23 ayat (3 )UUD
1945 disebyt Bank Indonesia | Pasal 4 ayat (2) disebutkan Bank Indonesig
adalah lembaga Negara yang independen , bebas dar; cémpur tangan pemerintah

dan atay prhak-pihak lainnya | kecuali tntuk hal-hal Yang secara tegas diatyr

dalam undang—undang i . Di dalam penjelasan Pasa] 4 ayat (2} disebutkan

undang—undang ini . Dalam pelaksanaan tugasnya  Bank Indonesia

Perwakilan Rakyat .

B. Kegiatan.Usaha Perbankan menurut UU No. 10 Tahun 1998

B. Kegiatan Usaha Perbankan menury Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 .
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1. Asas ., Fungsi dan Tujuan Bank

UU No. 14 Takun 1967 | UG No . 7 Tahan 1997 UU No. 10 Tahun 1998

Asas : Tidak diatur Asas : Demokrasi ekonomi | Asas : Sama sepertt yang
dengan menggunakan | diatur dalam UU No. 7
prinsip kehati-hatian | Tahun 1992
(Pasal 2)

Fungsi : Tidak diatur Fungsi :  Fungsi utama Fungsi : Sama  seperti
perbankan Indonesia | yang diatur dalam Pasal
adalah sebagai |3 UU No . 7 Tahun

penghimpun dan penyalur | 1992 '
dana masyarakat (Pasal 3)

Tujuan : Tidak diatur Tujuan : Perbankan | Tujuan : Sama seperti
Indonesia bertujuan | yang datur dalam Pasal
menunjang  pelaksanaan |4 UU No .7 Tahun 1992
Pembangunan  Nasional
dalam rangka
meningkatkan pemerataan,
pertumbuhan ekonomi dan
stabilitas nasional kearah
peningkatan kesejahteraan

rakyat banyak ( Pasal 4 ) |

Dari matrik tersebut di atas , dapat d.ikt_atabui bahwa di dalam
Undang-Undang No . 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan | tidak
mengatur mengenai asas |, fungsi serta tujuan perbankan . Sedangkan Undang-
Undang No .7 Tahun 1992 mengatur secara tepas tentang asas, fungsi serta
tujuan perbankan . Hal ini menunjukkan adanya perkembangan dari  Undang-
Undang No.7 Tahun 1992 . Sementara di dalam UU Perbankan yang baru yaitu
UU No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No .7 Tahun 1992 Tentang
Perbankan , baik mengenai asas | fungsi Mmaupun tujuan perbankan adalah sama

seperti yang diatur dalam UU No .7 Tahun 1992 . Hal ini disebabkan UU No .



83

10 Tahun 1998 merupakan perubahan serta penyempurnaan dari UU No .7 Tahun
1992

Pasal 2 UU No .7 Tahun 1992 joUU No . 10 Tahun 1998
mengatakan bahwa Perbankan Indonesia harusiah berdasarkan demokrasi ekonomi.
dengan menggunakan prinsip kehati-hatian . Demokrasi di sini demokrasi yang
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 . Berangkat dari konsepsi di atas maka
demokrasi ekonomi di I[ndonesia itu dirumuskan oleh Mubyarto  sebagai
“Demokrasi Ekonomi Pancasila” yang memiliki ciri khas sebagai berikut - Pertama,
dalam sistem ekonomi Pancasila koperasi adalah sokoguru perekonomian. Kedua ,
perekonomiar Pancasila digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi , sosial
dan yang paling penting adalah moral Ketiga , perekonomian Pancasila ada
hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa , sehingga dalam perekonomian
Pancasila te..rd;"ipat‘ solidaritas sosial . Keempat , perekonomian Pancasila berkaitan
dengan Persatuan Indonesia | yang berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijakan
ekoném:’ . Kelima | sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya
keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada
desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi .

Selanjutnya  fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai
penghimpun dan penyalur dana masyarakat ( Pasal 3 UU No.7 Tahun 1992 jo
UU No. 10 Tahun 1998 ) . Hal ini berarti perbankan dituntut peranan yang lebih
aktif dalam menggali dana masy;‘-.trakat dalam rangka pembangunan nasional .
Selanjutnya tujuan perbankan Indonesia adalah bertujuan menunjang pelaksanaan

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan , pertumbuhan

[T R ——
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ekonomi dan stabilitas nasional .ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat ( Pasal 4
UU No .7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 ).

Dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian itu , maka diharapkan
perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya akan- melindungi kepentingan
masyarakat penyimpanan dana khususnya serta menunjang kegiatan ekonomi pada
umumnya , bahkan lembaga perbankan diharapkan dituntut mampu menciptakan
stabilitas nasional dalam arti yang seluas-luasnya .

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip
perbankan yang dianut dalam UU No. 10 tahun 1998 adalah sebagai berikut :

a. Prinsip demokrasi ekbnomi

b. Prinsip kehati-hatian

c Prinsip perbankan yang menunjang pembangunan

d. i’rinsip perbankan yang menunjang stabilitas

. Prinsip likuiditas

f. Prinsfp professional . %

2.Perijinan, Bentuk Hukum dan Kepemilikan Bank

a. Perijinan .
| Sebagaimana diketahui bahwa bank adalah sebuah badan usaha yang
aktivitasnya meliputi  kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam
berbagai bentuknya ( giro , deposito |, tabungan dan lain-lainnya ) yang sudah

barang tentu memerlukan persyaratan  khusus untuk mendirikannya atau

36 Zainal Asikin, Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia , Jakarta : PT Raja Grafindo
Persada, 1995, hal 6-7.
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beroperasinya . Oleh sebab itu dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2)UU No. 10
Tahun 1998 ditetapkan bahwa untuk melakukan kegtatan perbankan haruslah
mendapat ijin dari Pimpinan Bank Indonesia .

Pasal 16 ayat ( 1) UU No. 10 Tahun 1998 menyebutkan : Setiap pihak yang
melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakatl dalam bentuk simpanan
wajib terlebih dahulu memperoleh ijin usaha sebagai Bank Umum atau Bank
* Perkreditan Rakyat dari pimpinan bank Indonesia , kecuali apabila  kegiatan
menghimpun dana  dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang
tersendiri . Di dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa kegiatan
menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan
kegiatan yang perlu diawasi , mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan
masyarakat .yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana
tersebut. Sé‘nuﬁungan dengan itu dalam ayat ini ditegaskan bahwa kegiatan
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat
dilakukan oleh pihak yang telah mempéroleh ijin usaha sebagai Bank Umum
atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat . Namun , di masyarakat terdapat pula
jenis Igfnbaga lainnya yang juga melakukan kegiatan menghimpun dana dari
mas.yarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan , misalnya yang
dilakukan oleh kantor pos,oleh dana pensiun, atau oleh perusahaan asuransi :
Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha
Perbankan berdasarkan ketentuan dalam ayat ini . kegiatan menghimpun dana
dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut , diatur dengan

undang-undang tersendiri .

S mpL D e w e o
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Pasal 16 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa : Untuk
memperoleh jjin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana
dimaksud dalam ayat ( 1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya
tentang : |

a. susunan organisasi dan kepengurusan

b. permodalan ;

c. kepemilikan ;

d. keahlian di bidang perbankan :

e. kelayakan rencana kerja .

Penjelasan Pasal 16 ayat (2) UU No. [0 tahun 1998 menyebutkan : Dalam hal
memberikap 1jin usaha sebagai Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat
Bank Indm_lesia selain  memperhatikan pemenuban persyaratan sebagaimana
dimaksu’d;.da]z;m ayat ini, juga wajib memperhatikan tingkat persamngan yang
sehat antar bank , tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu ,

serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional .

b. Bentuk Hukum

Bentuk hukum bank di Indonesia mengacu pada jenis bank itu sendiri,
maksudnya bentuk hukum jenis bank umum bentuknya bisa berbeda pada
bentuk hukum pada bank perkreditan rakyat , tetapi juga mungkin bisa sama .
Ketentuan mengenai bentuk hukum suatu bank diatur pada Pasal 21 UU No. 10
Tahun 1998, yaitu sebagai berikut :

1. Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa :
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a. Perseroan Terbatas ;
b. Koperasi ; atau
c. Perusahaan Daerah .

2. Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa :
a. Perusahaan Daerah ;
b. Koperasi ;
c. Perseroan Terbatas ;
d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan PP ( Peratutan Pemerintah )
3. Bentuk hukum dari kantor perwakilan , dan kantor cabang bank yang
berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya .
Bentuk hukum Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum .
Adapun y_aﬁg ahnaksud dengan terbatas , adalah bahwa tanggung jawab pesero
atau pemegang saham °, terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya .
Be'ntuk hukum perseroan terbatas ini dapat menjalankan kegiatan bank | baik
bank umium maupun bank perkreditan rakyat .

Pasal 1 angka i UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Persecoan Terbatas
mcnfebutkan bahwa yaﬁg dimaksud denpan Perseroan Terbatas adalah badan
hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian , melakukan kegiatan usaha dengan
modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham , dan memenuhi persyaratan
yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya .

Pendirian Perseroan Terbatas diatur dalam pasal 7 ayat 1 yo. Pasal

5 UU Perseroan 1995, yaitu bahwa pefseroan harus didirikan paling sedikit
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oleh 2 (dua) orang dengan akte notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia .

. Perseroan mana wajib mempunyai tempat kedudukan di dalam wilayah Negara

Indonesia yang wajib dicantumkan di dalam anggaran dasar Perseroan
tersebut. Selanjutnya pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UUNo.1 Tahun 1995
menegaskan bahwa : Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham
pada saat Perseroan didirikan | jika nantinya terjadi setelah perseroan disahkan
pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang , maka dalam waktu
paling lama 6 ( enam ) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham
wajib  mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain , agar  peserta
Perseroan Terbatas tersebut harus terdiri paling sedikit dari dua orang pesero .
UU No. 1 Tahun-1995 tersebut, memberikan. sanksi kepada pemegang
Sero tunggal dalam Perseroan Terbatas | Jika pemegang sero tersebut tidak mau
mengalihkan seronya agar perseroan terbatas tetap dimiliki paling sedikit dua
orang pesero . Hal i diatur dalam pasal 7 ayat 4 UU No. 1 Tahun 1995 ,
yang menyebutkan jika pemegang saham tetap kurang dari 2 ( dua ) orang
maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan
dan kc_fugian perseroan . Bahkan juga diberikan kesempatan kepada setiap
Sub);ek hukum yang berkepentingan untuk mengajukan lewat Pengadilan Negeri
untuk membubarkan perseroan tersebut . Ketentuan-ketentuan di atas hanya
berlaku terhadap Perseroan Terbatas » yang bukan Badan Usaha Milik Negara .
Jadi untuk BUMN ketentuan tentang syarat minimal dua orang pesero atau

pemilik saham tidak berfaku padanya .
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Bentuk hukum koperasi dapat menjalankan kegiatan perbankan baik

untuk bentuk bank umum, maupun bentuk bank perkreditan rakyat . Koperasi

merupakan bentuk badan usaha yang memiliki status sebagai badan hukum ,

sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 UU No.

1992 Tentang Perkoperasian .

Koperasi sebagai badan usaha mempunyai  kekhususan

k)

25 Tahun

vaitu dalam

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai

gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargg

an . Dengan

demikian anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna  jasa

koperasi. Usaha yang dilakukan koperasi dikaitkan langsung dengan

anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraannya . Tetapi ko

kepentingan

perasi dapat

‘pula merjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang

kchidupan ekonomi |, terutama dalam kegiatan perbankan . Dalam hal ini

kegiatan perbankan yang berbentuk hukum koperasi inipun ma

tersebut , adalah untuk mensejahterakan masyarakat .

ka kegiatan

Pengelolaan atas kegiatan usaha perbankan tersebut menjadi tanggung

jawab pengurus , yang dipertanggungjawabkan kepada Rapat Anggota| atau Rapat

Anggota Luar Biasa ( Pasal 31 UU Perkoperasian 1992 ) . Pengurus baik

bersama-sama maupun sendiri-sendiri , menanggung  kerugian yapg diderita

koperasi , karena tindakan yang dilakukan dengan kesengaj

kelalaiannya . %’

1993, hai. 120,

aan , atau

" Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, Bandung : PT Citra Adtya Bakiti,
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Bentuk hukum Perusahaan Duerah

Perusahaan Daerah dapat mendirikan bank baik yang berbentuk bank
umum , maupun yang berbentuk bank perkreditan rakyat .
Perusahaan Daerah (PD ) adalah semua pefusahaan vang didirikan berdasarkan
UU No. 5 Tahun 1962 ( Lembaran Negara 1962 } yang modalnya untuk
seluruhnya atau sebagian merupakar kekayaan daerah yang dipisahkan | kecuali
jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang . Sifat dan tujuan
serla lapangan usaha dari Perusahaan Daerah menurut Pasal 5 ayat (1) UU
No. 5 tehun 1962 adalah merupakan satu kesatuan produksi yang mempunyai
sifat = (a ) pemberian jasa , (b ) penyelenggaraan kemanfaatan umum /
pelayanan masyarakat ( public service ), (¢) memupuk pendapatan / mencari

3
keuntungan . **

c. Kepemilikan
| - Menurut ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 ., kepemilikan
suatu bank , ditentukan pula dari jenis bank tersebut . Kepemilikan Bank Umum
sedikitnya akan berbeda dengan kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat .
Kepetﬁilil:an Bank Umum
Menurut Pasal 22 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 , Bank Umum
dapat dimiliki oleh: |

a. Warganegara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia ; atau

¥ R.T. Sutanya R. Hadhikusuma » Pengertian Pokok Hukum Perusahaan , Jakarta : Rajawali
Pers, 1065 hal . 115, :
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b. Warganegara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warganegara
asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan .

Di dalam penjelasan Pasal 22 ayat (1) huruf a UU No. 10 Tahun 1998
disebutkan : yang termasuk dalam pengertian badan hukum Indonesia antara lain
adalah Negara Republik Indonesia , Badan Usaha Milik Negara , Badan Usaha
milik Koperasi, dan badan usaha milik swasta . Sedangkan penjelasan Pasal 22
ayat ( 1) huruf b mengatakan : Dalam salah satu pihak yang akan mendirikan
Bank Umum adalah badan hukum asing , yang bersangkutan terlebih dahulu harus
memperoleh rekomendasi  dari  otoritas moneter negara asal . Rekomendasi
dimaksud sekurang-kurangnya memuat keterangan baﬁwa badan hukum asing
yang bersanjgkutan mempunyai reputasi yang baik dan tidak pernah melakukan
perbuatan tercela di bidang perbankan .

'Pa.lsal.22 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 menyebutkan : Ketentuan
mengenai  persyaratan pendirian  yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia
~Penjelasan Pasal 22 ayat {(2) UU No. 10 Tahun 1998 menjelaskan : Pokok-
pokok keténtuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain :

a. Képemilikan saham

b. Persyaratan dokumen yang harus dipenuhi ;

¢. Kondisi keuangan calon pendiri bank .

Mengenai kepemilikan saham diatur dalam PP No 70 Tahun 1992 Tentang Bank

Umum yaitu dalam pasal 13 dan pasal 14 .
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Pasal 13 PP No. 70 Tahun 1992 menyebutkan : Suaty badan hukum dapat
memiliki saham Bank Umum sebanyak-banyaknya sebesar modal sendiri bersih
badan hukum yang bersangkutan Yang dimaksud dengan modal sendiri bersih
adalah modal disetor ditambah cadangan dan ditambah laba atay dikurangi
kerugian . Dengan ketentuan inj » upaya pemilikan saham Bank Umum oleh badan
hukum tidak boleh dengan menggunakan dana pinjaman .

Pasal 14 PP No. 70 tahun 1992 berbunyi :

Ayat (1) Warga negara asing dan/ atau badan hukum asing dapat membeli
saham bank umum yang dijual melalui bursa efek di Indonesia
sebanyak-banyaknya 49 persen dari saham yang dicatatkan pada bursa
efek di Indonesia .

Ayat (2) Khusus bagi Bank Umum milik negara , maksimum saham yang

"'t-:iap.a"[ dicatatkan pada bursa efek di Indonesia adalah scbesar 49
persen dari modal disetor .

De.ﬁgan keieqtuan dalam pasal 14 tersebuyt > maka jumlah saham RBank Umum

milik riegara yang dapat dibeli melalui bursa efek oleh pihak asing sebanyak-

banyaknya adalah 49 persen saham yang dicatatkan pada bursa efek .

| Adapun kepemiiikan Bank Umum yang.berbentuk hukum Koperasi |
kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan Undang-undang Perkoperasian ( Uu

No. 25 Tahun 1992 ). Dalam ketentuan perkoperasian sesuai dengan Pasa] 17

ayat (1) UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian , maka yang menjadi

pemilik bank yang berbentk hukum koperasi . adalah seluruh anggota koperasi



93

tersebut . Mengenai keanggotaan koperasi ini maka pada dasarnya tidak dapat
dipindah tangankan . |
Kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat
Menurut Pasal 11 PP No. 71 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan
Rakyat serta Pasal 24 UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 1998 disebutkan |,
bahwa Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dimiliki oleh -
1. Warga negara Indonesia
2. Badan hukum Indonesia yang pemiliknya warga ngara Indomesia atau
pemerintah daerah , atau dapat juga berupa badan hukum hasil kerja sama di
antara ketiganya .
Adapun kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat yang bebadan hukum
koperasi | kgpemi]ikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam undang-undang
perkoperas@é;l . balam. ketentuan perkoperasian sesuai denagn Pasal 17 ayat (1)

UU No. 25 Tahun 1992 tentang  Perkoperasian , maka yang menjadt pemilik

bank yang berbentuk hukum koperasi , adalah seluruh anggota koperasi tersebut .

Pengalihan Kepemilikan

'Képemilikan suatu bank dapat dialihtangankan dengan cara tertentu
sesuaiA dengan tatacara pengalihan hak milik , yaitu melalui :
1. Pewarisan ;
2. Hibah;

3. Wasiat ;

e e

e e
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4. Perjanjian yang dilakukan dengan akta , yang dapat berupa merger ,

konsolidasi antar bank , akuisisi dan bentuk perjanjian lainnya . *

Pengalihan hak milik atas sebuah bank harus melalui prosedur dan

perijinan tertentu . Ketentuan Pasal 27 UU No. 10 Tahun 1998 , menyebutkan

bahwa perubahan kepemilikan bank wajib :

L.

Memenuhi ketentuan :

a. Persyaratan seperti yang dimaksud Pasal 16 ayat (3 ) , yaitu menyangkut
perijinan usaha dalam hal susunan organisasi , permodalan | kepemilikan |
keablian di bidang perbankan , kelayakan rencana kerja kesemuanya
ditetapkan oleh Bank Indonesia . Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan
oleh Bank Indonesia memuat antara lain: (a) Persyaratan untuk menjadi
pengurus bank antara lain menyangkut keahlian di bidang perbankan dan
kohdﬁitefyang baik, (b) larangan adanya hubl;ngan keluarga di antara
pengurus bank ; (c) modal disctor minimum untuk pendirian Bank Umum
dan Bank Perkreditan Rakyat ; (d) batas maksimum kepemilikan dan
kepengurusan ; (¢) kelayakan rencana kerja : {f) batas waktu pemberian
" ijin bank .

b. Persyaratan seperti yang dimaksud dalam pasal 22, berupa pihak yang
dapat mendirikan bank umum , seperti kewarganegaraan Indonesia , atau
badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki warga negara Indonesia.

c. Persyaratan seperti yang dimaksud dalam pasal 23, yaitu menyangkut

pihak pendirian bank perkreditan rakyat .

¥ Muhamad Djumbana , op . cit_, hal . 141 ,
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d. Persyaratan yang dimaksud dalam pasal 24 yaitu me'nyangkut
kepemilikan bank yang berbentuk hukum koperasi .
¢. Persyaratan seperti yang dimaksud dalam pasal 25, yaitu saham perseroan
terbatas harus dalam bentuk penerbitan saham atas nama .
. Persyaratan seperti yang dimaksud daalm pasal 26, yaitu tata cara emisi
saham bank umum melalui bursa efek .
2. Setelah melali prosedur pengalihan tersebut harus dilaporkan kepada RBank

Indonesia .

3. Jenis Dan Usaha Bank

Dalam praktek Perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis
bank yang diatur dalam undang-undang perbankan . Jika kita melihat jenis bank
sebelum kéh;a.r ﬁndang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992 , kemudian disusul
denggn Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 dengan sebelumnya vyaitu
Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 . maka ‘terdapat beberapa perbedaan . Namun
kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun
dana dari ﬁasyamkat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lainnya .

Perbedaan jenis bank ini dapat dilihat dari segl fungsi bank |, serta
kepemilikan bank . Dari segi fungsi perbankan yang terjadi terletak pada luasnya .
kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkavan wilayah
operasinya . Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi pemilikan saham
yang ada serta akte pendiriannya . Perbedaan lainnya adalah dilihat dari segi siapa

nasabah yang mereka layani apakih masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi
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tertentu ( kecamatan ) . Jenis perbankan juga dibagi ke dalam caranya menentukan
harga jual dan harga beli. *
a. Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya
Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967 , jenis
perbankan menurut fungsinya terdiri dari :
a. Bank Umum
b. Bank Pembangunan
¢. Bank Tabungan
d. Bank Pasar
e. Bank Desa
f Lumbung Desa
g. Bank Pega}wai.
Namun sétéiah ‘keluarnya UU No. 7 Tahun 1992 jo QU No. 10 Tahun 1998 ,
Jenis bank berdasarkan fungsinya adalah :
I. Bank Sentral ,yaitu Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UU No. 13
Tahun 1968 . { UU No. 13 tahun 1968 saat ini telah diganti dengan UU No.
23 Taﬁun 1999 Tentang Bank Indonesia )
2. Bénk Umum , yaitu Bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran .

40

Kasmir, Bank Dan_Lembaga Keuangan Lainnya , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,
1998 , hal . 19.
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. Bank Perkrediatan Rakyat , yaitu bank yang dapat menerima simpanan hanya

dalam bentuk deposito berjangka , tabungan dan atau bentuk lainnya yang

disamakan dengan itu.

. Bank Umum yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu

atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu . Hai
tersebut dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 5 ayat (2 ) UU No. 7 Tahun
1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 . Yang dimaksud dengan mengkhususkan diri
unfuk melaksanakan kegiatan tertentu adalah | antara lain , melaksanakan
kegiatan pembiayaan jangka panjang , pembiayaan untuk mengembangkan
koperasi , pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah / pengusaha kecil
, pengembangan ekspor non migas dan pengembangan pembangunan

perumahan .

b. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikun

: 'Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah ;

1. Bank Umum Milik Negara/Bank milik pemerintah , vaitu bank yang hanya
‘dapat didirikan dengan undang-undang . Di mana akte pendiriannya maupun
lmoﬁalnya dimiliki oleh pemerintah , sehingga seluruh keuntungan bank ini
dimiiiki oleh pemerintah pula.

Contoh bank milik pemerintah adalah :
- Bank Negara Indonesia 1946 ( BNI ) didirikan deﬁgan UU No. 17
/1968

- Bank Dagang Negara ( BDN ) didirikan dengan UU No. 18/ 1968
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- Bank Bumi Daya ( BBD ) didirikan dengan UU No. 19/ 1968

- Bank Tabungan Negara ( BTN ) didirikan dengan UU No. 20/ 1968

- Bank Rakyat Indonesta { BR1) didirikan dengan UU No. 21/ 1968

- Bank Ekspor Impor Indonesia ( Bank EXIM )didirikan dengan UU No.
22 /1968

- Bank Pembangunan Indonesia ( Bapindo ) didirikan dengan UU No. 21
/1960

Dalam era reformasi yang kini sedang dijalankan pemerintah , khususnya

reformasi di bidang perbankan nasional , maka pemerintah telah melakukan

merger terhadap 4 ( empat) bank umum milik negara yaitu Bank Dagang

Negara, Bank Bumi Dayﬁ, Bank Ekspor Impor serta Bank Pembangunan

Indonesta menjadi PT Bank Mandiri yang mulai beroperasi mulai 1

Ag-us;us i999'.

Sedangkan bank milik pemerintah daecrah terdapat di daerah tingkat [ dan

1. masing-masing propinsi , misalnya : BPD DK .iakarta , BPD Jawa Barat,

BPD Jawa Tengah , dan sebagainya .

. Bank Uinum Swasta / Bank milik swasta nasional , bank jenis ini seluruh

atau sebagian besar dimiliki oleh swasta nasional | begitu pula mengenai

pembagian keuntungannya bagi keuntungan swasta pula. Contoh bank milik
swasta nasional antara lain:

Bank Bali, Bank Universal , Bank Central Asia, dan lain-iain .

3. Bank milik Koperasi




99

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan

hukum koperasi . Sebagai contoh adalah Bank Umum Koperasi .

4. Bank milik asing
Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri , baik
milik swasta asing atau pemerintah asing . Dengan demikian kepemilikannya
pun dimiliki oleh pihak luar negeri. Contoh bank milik asing adalah : ANB
AMRO Bank , Deutsche Bank , American Express Bank , Bank of America ,
Bank of Tokyo, dan sebagainya .

5. Bank Milik Campuran

Kepemilikan sahara bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak
swasta nasional . Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh
warga negara Indonesia . Contoh bank campuran antara lain : Sumitomo Niaga

bank , Bank PDFCI, Bank Merincorp, dan sebagainya .

c. Jenis bank dilihat dari segi status
Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani  masyarakat maka
bank umum dapat dibagi ke dalam 2 macam . Pembagian jenis ini disebut juga

pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut .

| Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank

dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk , modal maupun

kualitas pelayanannya . Oleh karena itu untuk memperoleh status tersebut
diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu .

Status yang dimaksud adalah :
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a. Bank devisa , merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar
negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan,
misalnya transfer ke luar neseri, inkaso ke luar negeri , travellers cheque ,
pembukaan dan pembayaran Letter of credit dan transaksi lainnya .
Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia .

b. Bark non devisa, merupakan bank yéng ‘belum  mempunyai ijin  untuk
melaksanakan  transaksi  sebagai bank devisa | sechingga tidak dapat
melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa . Jadi bank non devisa
merupakan kebalikan dari bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan

masih dalam batas-batas negara . *'

d. Usaha Bank

'l K'égi.aftan usaha | perbankan secara umum adalah pengumpulan dana ,
pemberian ‘kredit, bank garansi , menyewakan tempat penyimpanan barang-
bérang ‘berh.arga ( safe deposit box ), melakukan kegiatan dalam valas ,
melakukan kegiatan penyertaan modal , dan bertindak sebagai pendiri dana
pensiun lembaga keuangan , dan trust atau kegiatan penitipan untuk kepentingan
pihﬁk lain berdasarkan kontrak .

Ketentuan perbankan Indonesia menentukan usaha bank harus sesual
dengan jenis banknya , yaitu bahwa jenis bank menentukan kegiatan usaha

yang dapat dilakukannya . Maka kegiatan usaha vang dapat dilakukan oleh

=N

id , hal . 24

|

7 ey e e S e
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bank umum akan banyak berbeda dengan usaha yang dapat dilakukan oleh

Bank Perkreditan Rakyat . Pasal 6 UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun

1998 menentukan bahwa usaha bank umum meliputi :

a.

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro ,.

Deposito  Berjangka , Sertifikat Deposito , Tabungan , dan atau bentuk

lainnya yang dipersamakan dengan itu :

memberikan kredit ;

menerbitkan surat pengakuan hutang ;

membeli , menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun  untuk

kepentingan dan atas perintah nasabahnya :

1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa
ber}algunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan

surat-surat dimaksud ;

2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa

berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-
surat dimaksud ;

3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan Pemerintah ;

4. Sertifikat Bank Indonesia ( SBI)

5. Obligasi; -

~ Sy

6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1.(satu) tahun;

7. Instrumen surat berharga lain yang berjaﬁéi{a' waktu sampai }}ggngan 1

(satu) tahun: -

[




2.

memindahkan  uang  batk  untuk  kepsntingan  sendiri maupun  untuk
kepentingan nasabah ;

menempatkan dana pada , meminjam dana dari , atau meminjamkan dana
kepada bank lain , baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi
maupun dengan wewel unjuk , cek atau sarana lainpya.

menerima  pembayaran  dari  tagihan atas surat berharga dan melakukan
perhitungan dengan atau antar pihak ketiga ;

menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga ;
ﬁxeiakukan Vkegiatan - penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan
suatu kontrak ;

melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam
bentuk;sfurat berharga yang tidak tercatat di bursa efek ;

(Caiafa;n:pasal 6 huruf k telah dihapus dengan UU No. IO‘Tahun 1998 )
melakukan kegitan anjak piutang , usaha kartu kredit dan kegiatan wali
amanat .

menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan
Pﬁnéip Syariah , sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia .

melakukan kegiatan lain yang. lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak
bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku .
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4. Penghimpunan Dana oleh Bank

Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana
untuk membiayai operasinya . penghimpunan dana ini dapat dilakukan baik oleh
bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Hal ini sesuai dengan fungsinya
bahwa bank adalah lembaga keuangan di mana kegiatan sehari-harinya adalah
dalam bidang jual beli uang . Tentu saja sebelum menjual uang ( memberikan
pinjaman ) bank harus terlebih dahulu membeli uang ( menghimpun dana )
sehingga dari selisih-selisih bunga tersebutlah bank mencari keuntungan .

Dana untuk membiayai operasinya dapat diperoleh dari berbagai
sumber . Perolehan dana ini tergantung bank.itu sendiri apakah secara pinjaman
( titipan ) dari masyarakat atau dari lembaga lainnya . Di samping itu untuk
membiayai ,pperasinya dana dapat pula diperoleh dengan modal sendiri , yaitu
dengan méngelfuarkan atau menjual saham .

Adapun jenis dana yang dapat dihimpun oleh bank adalah sebagai
bérikut:

a. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri
Sumber danla ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal
sendir'i naksudnya adalah modal setoran dari para pemegang saham . Apabila
saham yang terdapat dalam portepel belum habis terjual , sedangkan kebutuhan
dana masih perlu , maka pencariannya dapat dilakukan dengan menjual saham
kepada pemegang saham lama . Akan tetapi jika tujuan perusahaan untuk
melakukan ekspansi , maka perusahaan dapat’ mengeluarkan saham baru dan

menjual saham baru tersebut di pasar modal .




104

Di samping itu pihak perbankan dapat pula menggunakan cadangan-
cadangan laba yang belum digunakan . Secara paris begar dapat disimpuikan

pencarian dana sendiri terdiri dari -

a. Setoran modal dari pemegang saham

b. Cadangan-cadangan bank , maksudnya ada cadangan laba pada tahun laly yang
tidak dibagi kepada para  pemegang sahamnya . Cadangan ini sengaja
disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang .

c. Laba yang belum dibagi , merupakan laba yang belum dibagikan pada tahun

yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk

sementara waktuy

b. Dana yeng. berasal dari masyarakat luas

| Sufnber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan
operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai
operasinyai dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling
mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya dan pencarian dana dari sumber
dana ini_'palling_ dominan , asal dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik
lainny.a . Penghimpunan dana dari masyarakat bisa dalam bentuk : (a) giro , (b)
deposito betjangka | (c) sertifikat deposito , (d) tabungan . Dana dari masyarakat ini

merupakan suatu tulang punggung  ( basic ) dari dana yang dikelola oleh bank

untuk memperoleh keuntungan .
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¢. Dana yang bersum‘ber dari lembaga lainnya

|
Sumber d§na yang ketiga ini merupakan tambahan jika  bank

mengalami kesuliten dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua di atas .

Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara

waktu saja . Kemudiajn dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk
|

membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu . Penghimpunan dana yang
|
|

bersumber dari lembaga lain ini antara lain dapat diperoleh dari

- Kradit likuiditas daﬁi Bank Indonesia , merupakan kredit yang diberikan Bank
|

Indonesia  kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya . Kredit
|

likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor tertentu .

- Pinjaman antar -bahk ( call money ), biasanya pinjaman ini diberikan kepada
bank-bank yang fnengalami kalah Kkliring . Pinjaman ini bersifat jangka

pendek dengan buﬂga yang relatit’ tingg .
\
- Pinjaman dari bank-bank luar negert , merupakan pinjaman  yang dipcrolch

oleh .pérba_nkan dari pihak luar negeri .

- Surat Berharga Pajtsar Uang ( SBPU ) . Dalam hal ini pihak perbankan

menerbitkan SBPUikemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat

2

- baik. perusahaan keuangan maupun non keuangan . *
|
i

2. Penarikan Dana Da]ajm Bentuk Lain

Apabila dal%lm perkembangannya bank menganggap perlu  untuk

|
menarik dana dalam bentuk lain, misalnya menerbitkan obligasi atau saham

\

* Kasmir , op .cit , hal . 50 .
|
|
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maka bank harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bidang
dana-dana lain tersebut . Adapun yang dimaksud dengan saham adalah tanda
penyertaan modal pada perseroan terbatas . Jadi saham merupakan surat berharga
yang bersifat kepemilikan |, artinya  si  pemilik saham merupakan pemilik
perusahaan . Semakin besar saham yang dimilikinya , maka semakin besar pula
kekuasaannya di perusahaan‘ tersebut . Keuntungan yang diperoleh dari saham
disebut deviden . Sedangkan obligasi adalah surat pengakuan hutang atas pin;]'aman
uﬁng oleh emiten dari masyarakat untuk jangka waktu sekurang-kurangnya tiga
tahun dengan imbalan bunga yang jumlah serta pembayarannya telah ditentukan
Persyaratan emisi efek suatu badan usaha -

- Bertempat kedudukan di Indonesia

- Modal disptor penuh sekurang-kurangnya Rp. 200 juta

- Dalam dua £ahun buku terakhir berturut-turut memperoleh laba

- Laporan keuangan telah diperiksa oleh Akuntan Publik untuk dua tahun buku

terakhir secara berturut-turut dengan pernyataan pendapat wajar tanpa syarat .

Sedangkan syarat khusus untuk bank :

- Untuk emisi saham , selama tiga tahun terakhir harus memenuhi ketentuan
baﬁwa selama dua tahun pertama sekurang-kurangnya tergolong cukup sehat ,
serta memenuhi persyaratan permodalan yang ditetapkan oleh BI .

- Untuk emisi obligasi , melampirkan rekomendasi dari BI mengenal  jumlah
obligasi yang dapat diterbitkan . Emisi saham dilakukan dalam pecahan
dengan nominal Rp. 1000,- . Emisi obligasi dilakukan dalam pecahan dengan

nominal sekurang-kurangnya Rp. 10.000 -
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Ketentuan pasal 26 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa bank
umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek . Hal ini dimaksudkan
untuk  memperkuat  struktur permodalan , penyebaran  kepemilikan , dan
meningkatkan kinerja bank térsebut.

Ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa
warganegara Indonesia , warganegara asing , badan hukum Indonesia atau badan
hukum asing daapt membeli saham bank umum baik secara langsung atau
melalui bursa efek . Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk membuka
kesempatan yang lebih luas kepada berbagai pihak , baik Indonesia maupun asing

untuk turut serta memiliki bank umum .

3.Larangan Dan Batasan Dalam Penarikan Dana
" Khusus terhadap bank-bank swasta berlaku ketentuan tentang larangan

penerimaan dana dalam bentuk apa pun yang diketahuinya atau patut diketahuinya

-merupakan bagian dari uang negara . Ketentuan-ketentuan tentang hal ini adalah

~ sebagai berikut : **

1. Uang ﬁegara , yaitu bagian dari kekayaan negara yang berupa uang dan yang
'me-rupakan bagian dari APBN , hanya dapat disimpan pada BI dan dibukukan
atas nama rekening jabatan . Apabila di daerah yang bersangkutan tidak ada BI
, maka setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan , penyimpanannya

dapat dilakukan pada bank-bank lain dengan urutan prioritas sebagai berikut -

a Widjonarto , Hukum & Ketentuan Perbankan Di Indonesia . Jakaria Pustaka Utama

Grafiti , 1993 , hal . 61.
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a.Bank pemerintah lain, atay jika ini tidak ada

b.Bank Pembangunan Daerah .

. Dalam hal vang negara disimpan pada bank umum pemerintah dan terhadap
simparan tersebut diberikan jasa giro , maka berlaky ketentuan bahwa
pelaksanaan pemindahbukuan Jasa giro atas nama rekening  bendaharawan
negara tidak boleh dibayarkan secara langsung kepada bendahara yang
bersangkutan . Pemindahbukuan hanya bisa dilakukan kepada kas negara
setempat unwk dibukukan sebagai penerimaan departemen yang bersangkutan
, karena jasa giro yang dibayarkan tersebut merupakan penerimaan negara .

. Bank-bank swasta nasional dilarang menerima simpanan yang berasal dari
bendaha;awan instansi / lembaga / badan pemerintah di mana uang tersebut
merupakar,? bagian dari APBN.

. Perusdhaé,n ;egara dan perusahaan daerah hanya boleh menyimpan uangnya
pada bank-bauk negara atau Bank Pemerintah Daerah

- Sejak  dikeluarkanya ketentuan deregulasi di bidang perbankan 27

~ Oktober 1988 maka larangan penempatan dana BUMN/BUMD pada bank-bank
swasta nasmnal tersebut dicabut . Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan RI
No. !070/KMK 00/1988 dan SEBI No. 21 /9/BPPP tertanggal 27 Oktober 1988 ,
maka BUMN dan BUMD diperkenankan menempatkan dananya pada BUSN dan

LKBB, dengan batasan

a. Penempatan oleh BUMN dan BUMD pada BUSN. tidak boleh melebihi 50

persen dari seluruh penempatan dananya
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b. Penempatan dana tersebut pada masing-masing bank tidak boleh melebihi 20

persen dari seluruh penempaatn BUMN /BUMD yang bersangkutan .

5. Pemberian Jasa Bank
Menurut UU No. 10 Tzhun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7
Tahun 1992 Tentang Perbankan . Jasa yang ditawarkan oleh lembaga perbankan
harus sesuai dengan ketentuan yang ada berdasarkan jenis bank ity sendiri
Adapun tujuan pemberian jasa-jasa bank itu adalah untuk mendukung dan
memperfancar kegiatan menghimpun  dana  dan menyalurkan  dana . Semakin
lengkap jasa bank yang diberikan ,maka semakin baik | dalam arti jika nasabah
bank hendak melakukan suatu transaks: perbankan , cukup di satu bank saja .
L,epgkap atau tidaknya jasa bank yang diberikan sangat tergantung dari
kemampuan‘lbanfk tersebut , baik dari segi modal , perlengkapan fasilitas sampai
kepada personel yang mcngOpérasikanlzya. Di samping itu kelengkapan Jasa bank
jugﬁ tergantung dari jenis bank apakah bank umum atau bank perkreditan rakyat

atau dapat puta dilihat dari segi status bank tersebut apakah bank devisa atau

_ non devisa . Jika berstatus bank devisa maka jenis jasa bank yang ditawarkan

akan lebih  lengkap dibandingkan dengan bank non devisa . Kemudian
kelengkapan jasa bank dapat pula dilihat dari status cabangnya , apakah cabang
penub , cabang pembantu atau kantor kas

Adapun pemberian jasa dapat berupa : transfer , bank garansi

Jasa-jasa Di Bidang Devisa

S pr——————
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I. semua bank umum dapat melakukan usaha dalam jasa-jasa di bidang devisa

berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh BI .

[

Bank bukan bank devisa baru dapat melakukan usaha tersebut setelah bank

yang bersangkutan menjadi bank devisa berdasarkan penunjukan oleh RBI .
Dasar hukumnya adalah PP No. 8 tahun 1969 tentang penunjukan BUSN
sebagai bank devisa .

Ketentuan tentang Syarat-syarat penunjukan sebagai bank devisa

telah beberapa kali diubah dan disempurnakan . Ketentuan yang terakhir

adalah SK Direksi BI No. 21 / 46 /KEP /DIR dan SEBI No. 21/ 8/ BPPP

tentémg penunjukan BPD, BUSN dan Bank Umum 'Koperasi menjadi bank f

dcvisa_. Berdasarkan ketentuan tersebut | Syarat-syarat yang harus dipenuhi

untuk dapat ditunjuk sebagai bank devisa adalah sebagai berikut : ;

a. B'arik yﬁng bersangkutan selama 24 . bulan terakhir minimal 20 bulan
tergolong sehat, demikian pula kebutuhan modalnya (capital adequasi
ratio)

~ b. Selama 6 bulan terakhir secara berturut-turut :

- Yolume usaha sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100 miliar .
| - Dana fihak ketiga sekurang-kurangnya sebesar Rp. 80 miliar
- Pinjaman yang diberikan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 75 muliar.
Akan tetapi bank bukan devisa dapat ditunjuk scbagai pedagang valuta asing
sebagaimana ditentukan dalam SK Direksi BI No. 21/47/KEP/DIR dan SEBI
No. 21/15/UD tanggal 27 Oktober 1988 , asalkan memenuhi  syarat-syarat

sebagai berkut :
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- Bank yang bersangkutan selama 12 bulan terakhir minimal dalam 10 bulan
tergolong sehat .
- Modal bank yang bersangkutan menurut perhitungan kebutuhan modal adalah

cukup dan selama 12 bulan terakhir minimal dalam 10 bulan tergolong sehat.

. Jasa-jasa Lain

Jasa-jasa lain yang dapat dilakukan oleh bank umum antara lain
adalah :

- 1. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang
keuangan lain seperti sewa guna usaha , modal ventura , perusahaan efek |
asuransi serta lembaga kliring dengan memenuhi ketentuan vang ditetapkan BI

2. Melakukan_: kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat
kegaga‘laﬁ k;edit , dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya
dengar memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bl

3. Menjadi bank persepsi dalam rangka penerimaan pajak atau setoran-setoran
penerimaan negara / daerah lainnya .

4. Memberikan bantuan administrasi kepada usaha nasabah , khususnya. nasabah
goldngan ekonomi lemah atau koperasi , misalnya dalam pembinaan nasabah
dan perwujudan tujuan perbankan guna menunjang pelaksanaan pembangunan

nasional dalaim rangka meningkatkan pemerataan , pertumbuhan ekonomi , dan

stabilitas nasional menuju peningkatan kesejahteraan rakyat banyak .*

44Wijonarto » Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia , Jakarta : Pustaka Utama Grafiti |

1993 | hal . 83.
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6.Penanaman Dana Bank
Scperti  diketahui bahwa bank di dalam operasionainya dengan cara
menghimpun dana dengan menggali berbagai sumber baik dari masyarakat umum
maupun  dan lembaga-lembaga keuangan . Dana yang terhimpun tersebut
selanjutnya diputar kembali untuk ditanam atau dipergunakan oleh masyarakat
yang membutuhkan atau oleh bank sendiri sebagai suatu penanaman dana baik
yang menghasilkan ( earning asset ) atau yang tidak menghasilkan ( non earning
asset ) . Dalam memilih alternatif pénanaman dana tersebut , tentunya bank dj
sampmg  memperhitungkan segi  hasilnya ¢ keuntungan )  juga  harus
memperhitur_lgkan besarnya risiko .
quanaman dana dalam bentuk pemberian pinjaman / kredit , tentunya
akan mengh.asi]kan bunga yang relatif tinggi dibandingkan apabila hanya ditanam
daalm surat-surat berharga yang hanya menghasilkan deviden . Namun pinjaman /

kredit memiliki risiko kemacetan yang sulit diduga sebelumnya , yang apabila

~ benar terjadi penyelesaian/pelunasannya pun cukup memakan waktu . Lain halnya

dengan pénanaman dalam Surat—surat berharga yang sewaktu-waktuy dapat dijual
kembéli- ketika kita membutuhkan dana yang likuid . Di samping itu bank Juga
terikat untuk menyediakan sejumlah dana yang mutlak tersedia dalam bentuk
tidak dipergunakan ( idle ), yang sekaligus berfungsi sebagai cadangén primer
(primary reserve ) . Dana ini dikenal sebagai likuiditas minimum , yang harus

dipelihara oleh bank umum dan bank pembangunan .+

* Thomas Suyatno, ct. al ., Kelembagaan Perbankan | Jakarta :© PT Gramedia Pustaka Ulama
1997, hal . 44 .

N
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a. Pemberan kredit

Pengertian pinjaman / kredit menurut Undang-Undang Perbankan No.
10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang dan tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu , berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi
hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga . ( Pasal 1
angka 11 UU No. 10 Tahun 1998.)

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa kredit dapat berupa
uang dan tagihan yang nilainya diukur dengan uang . Kemudian adanya
kesepakatan antara bank ( kreditur’) dengan nasabah penerima kredit (debirur)
bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya . Dalam
perajnjian l.;.redit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak , termasuk
jangka waktu fserta bunga yang ditetapkan bersama .

Kata kredit berasal dari bahasa Latin “crediius” yang mefupakan
béntuk past participle dari kata “credere yang berartti  “kepercayaan” .
Dengan demikian, sungguhpun kata “kredit” sudah berkembang kemana-mana ,
tetapi dalam tahap apapun dan kemanapun arah perkembangannya |, dalam
setiép‘ kata “kredit” tetap mengandung unsur “kepercayaan” . Artinya bagi si
pemberi kredit adaiah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit vang
disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuaj perjanjian .. Sedangkan bagi si
penerima  kredit merupakan penerimaan kepercayaah sehingga  mempunyai

kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu  *

“ Munir Fuady , Hukum Perkreditan Kontemporer, Bandung : PT Citra Aditya Bakti , 1996 | hal,

5.
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Dalam dunia lb.ism's kredit juga mempunyat banyak arti , salah
satunya adalah kredit dalam artian seperti kredit yang diberikan oleh suaty
bank kepada nasabahnya . Dalam dunia bisnis pada umumnya , kata “kredit
diartikan sebagai :.._..”kesanggupan akan meminjam uang , atau kesanggupan
akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau
jasa , dengan perjanjian akan membayarnya kelak”, ¥

Dengan demikian , kredit dalam arti bisnis mengandung unsur
“meminjam” , yang dalam bahasa Inggris disebut “Joan” . Kata “loan” ity
sendiri berarti sesuatu yang dipinjamkan , khususnya sejumlah uang .
Implementasinya dalam dunia bisnis . kata “loan” mempunyai arti : Asal
mulanya gda]ah sesuatu yang diberikan atau dipinjamkan . atau yang diberikan
kepada seseorang untuk dipakainya selama suatu Jangka waktu tertentu | tanpa
konpens'as’i. ataﬁ biaya atau ongkos . Akan tetapi sekarang |, loan itu biasanya
diartikan sebagai sesuatu yang berharga , scperti uang | yang dipinjamkan
dengan buriga selama suatu jangka waktu tertentu . *®
Unsur-unsur kredi

Intisari dari kredit adalah unsur kepercayaan |, unsur yang lainnya
adafah- mempunyai sifat atau pertimbangan saling tolong menolong . Selain itu
dilihat oleh pihak kreditur unsur yang penting dalam kegiatan kredit sekarang

ini , adalah untuk mengambil keuntungan dari modalnya dengan mengharapkan

kentra prestasi , sedangkan bagi debitur , adalah adanya bantuan dari kreditur

e

& Abdurraiman . A, Ensiklopedia Ekonomj . Keuangan | Perdagangan , Jakarta : Pradnya Paramita ,
1993 | hal . 279 .

ey e o
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untuk menutupi kebutuhannya berupa prestasi yang diberikan oleh kreditur

Hanya saja antara prestasi dengan kontra prestasi tersebut ada suatu masa yang

memisahkannya  sehingga ada tenggang  waktu  tertentu . Kondisi ipj

mengakibatkan adanya risiko berupa ketidaktentuan _ dan karenanya diperlukan
suatu  jaminan dalam pemberian kredit tersebul . Dengan  demikian dapat
disimpulkan bahwa unsur yang terdapat dalam kredit adalah -*°

a. Kepercayaan , yzitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang
diberikannya baik dalam bentuk uang , barang atau jasa , akan benar-benar
diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan
datang .

b. Waktu , yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan
kontra _pg'estasi yang akan diterima pada masa yang akan datang . dalam
unsur ‘};\lfaktlil ini terkandung pengertian nflai agio dari uang yaitu uang yang
ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa

| yang akan datang .

¢. Degree of risk , yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi scbagai akibat dari
adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan
kéntra prestasi yang akan diterima kemudian hari Semakin lama kredit
diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya , karena sejauh  kemampuan
manusia untuk menerobos hari depan ity , maka makin selaly terdapat unsur

ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan . Inilah yang menyebabkan

*Ibid , hal . 624
¥ Thomas Suyatno , Dasar-Dasar_Perkreditan . Jakarta© PT Gramedia Pustaka Utama | 1997 , hal . t4.
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timbulnya unsur risiko . Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbullah

Jaminan dalam pemberian kredit |

d. Prestasi , atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang |

tetapi juga dapat dalam bentuk barang atau jasa . Namun karena kehidupan
modern sekarang ini didasarkan kepada uang , maka transaksi-transaksi

kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek

perkreditan .

Larangan dalam pemberian kredis

Dalam kebijakan pemberian kredit » bank tidak diperkenankan -

i.

Memberikan  kredit tanpa surat perjanjian tertulis . Artinya , setiap
pemberian kredit dalam bentuk apapun scnantiasa harus disertai dengan
surat pé_ljanjian tertulis yang jelas dan lengkap .

Membérfka:n kredit kepada usaha yang sejak semula diperhitungkan kurang

sehat dan akan membawa kerugian .

Memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit ( BMPK )

' yang ditetapkan sebagai berikut :

a. Scbanyak 20 persen dari modal sendiri bank atau LKBB untuk f{asilitas
yang diberikan kepada satu debitor .

b. Sebanyak 50 persen dari modal sendiri atau LKBB untuk fasilitas yang
disediakan bagi suatu debitor group ( SK direksi BI No. 21/50/KEP/
DIR dan SEBI No. 21/10/BPPP tanggal 27 Oktober 1988 . )

c. Bagi anggota Dewan Komisaris yang bukan pemegang saham : 5 persen

dari modal sendiri bank bagi individu atau perusahaan yang dimilikinya ,
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15 persen dari modal sendii bank bagi komisaris beserta group yang
dimilikinya . Sedangkan bagi pemegﬁng saham : 10 persen dari
penyertaannya pada bank bagi pemegang saham atau perusahaan yang
dimilikinya . 25 persen dari penyertaannya pada bank dalam kredit pada
pemegang saham yang bersangkutan beserta group yang dimilikinya >
Hal-hal lain yang perlu dzpér/zalikan dalam  pemberian kredit
Dalam pemberian kredit perlu diperhatikan hal-ha! sebagai berikut :
1. Pasal 8 UU No. i0 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa dalam pemberian
kredit bcrdasarkan prinsip Syariah , Bank Umum wajib  mempunyai
keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan
serta kesanggupan nasabah debitur untuk  melunasi hutangnya atay
mengemb;alikan pembiayaan dimaksud sesuaj dengan yang diperjanjikan
Dalar’ﬂ ' .penjelasan atas pasal 8 tersebut dikemukakan bahwa kredit atau
pembiayaan berdasarkan  prinsip Syariah  yang  diberikan  oleh  bank
mengandung  risiko sehingga  dalam pelaksanaannya  bank  harus
‘memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip
S'yariéh -yang sehat . Untuk mengurangi risiko tersebut jaminan pemberian
k;‘edit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan
tas  kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi
kewajibann_ya sesual dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting

yang harus diperhatikan oleh bank .

50 Widjonarto, op . cit, hal 64 .
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Untuk memperoleh keyakinan tersebut  sebelum memberikan kredit , bank

hatus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak kemampuan modal ,

agunan , dan prospek usaha dari nasabah debitur

Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit
maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan
atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya , agunan dapat
hanya berupa barang | proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit
yang bersangkutan . Tanaﬁ yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat,
yaitu tanah yang buk;fi kepemilikannya berupa girik , petuk , dan lain-lain
yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan . Bank tidak wajib meminta
agunan berupa barang yang berkaitan langsung dengan obyek vang dibiayai |
yang lazjm dikenal dengan agunan tambahan  Di samping itu, bank dalam
membérf]l(an Akredit atau pembivaan berdasarkan prinsip Syariah harus pula
memperhatikan hasil Analis;is Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL ) bagi
perusahaan yang berskala besar dan atau berisiko tinggi agpar proyek vang

dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan .

2.Pasal 29 ayat (3) UU No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa dalam

- memberikan  kredit  atau pembivaan berdasarkan Prinsip Syariah dan

melakukan kegiatan usaha lainnya , bank wajib menempuh cara-cara yang

tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya

dalam bank .
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3. Pasal 49 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang ketentuan pidana dan
sanksi administratif menyatakan bahwa anggota dewan komisaris , direksi dan
pegawai bank yang dengan sengaja

a. meminta atat menerima | mengijinkan atau menyetujui untuk menerima
suatu imbalan | komisi , uang tambahan . pelayanan , uang atay barang
berharga , untuk keuntungan pribadinya atau keuntungan keluarganya , dalam
rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain  dalam
memperoleh vang muka , bank garansi , atau fasilitas kredit dari bank , atau
dalam rangka pemberian atay pendiskontoan oleh bank atas surat-surat  wesel,
surat promes , cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya , ataupun
dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan
penan’kap .dana yang melebihirbatas kreditnya pada bank .

a. tidak,"mel;;,ksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan
ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank .

diancam dengan pidana penjara paling lama 6 ( enam ) tahun dan denda paling

banyak Rp. 6.000.000.000,- ( enam milyar rupiah ).

. Penéamanan risiko kredit

Dalam rangka pengamanan risiko kredit , perlu diperhatikan hal-hal
sebagai berikut :

a. Penyebaran kredit yang baik dari jumlah kredit yang diberikan hingga tidak
terjadi konsentrasi pemberian kredit kepada sejumlah kecil debitor . Untuk

itu BI telah menetapkan BMPK .




b. Penutupan asuransi atag barang-barang Jaminan dengan banker’s clause .
¢. Memanfaatkan lembaga asurans; kredlt yang diberikan dengan menutup
perjanjian pertanggungan ( polis) dengan PT Askrindo .

b. Penanaman Danga Dalam Surat Berharga

Yang dimaksud dengan penanaman dalam surat berharga adalah
penanaman dana yang dilakukan oleh suatu bank daiam obligasi | saham dan
Surat-surat berharga lainnya pada perusahaan atau bank [ain dengan maksud
untuk dlpeljualbchkan » dan bukan sebagai penyertaan |

Menurut Pasal 29 ayat (5) UU no. 10 Tahun 1998 | ada kewajiban
yang harus dilakukan oleh bank | vyaitu berupa kewajiban untuk memberikan
informasi mengenai - kemungkinan timbulnya risiko kerugian bagi transaks; yang
dilakukan me]alm bank . Informasi yang disediakan untuk nasabah tersebut ,
adalah mformas1 mengenai tingkat risiko dari kegiatan yang menjadi sasaran
Penggunaan atau penempatan dana | Apabila informasi telah disediakan | maka
bénk dianggap telah melaksanakan ketentuan ini . Informasi tersebyt perlu
diberikan oleh bank , dalam hal pank bertindak sebagai perantara dalam
melakukan penempatan dana dari nasabah atau membeli / menjual syrat berharga
untuk kepentingan dan atas _perintah nasabahnya .

Penanaman dana dalam surat berharga yang lazim oleh perbankan
saat ini adalah dalam SB| ( Sertifikat Bank Indonesia ) dan SBPU (  Surat

Berharga Pasar Uang ) .

II. Fungsi Bank D Indonesia

1. Fungsi Umum Bank
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “fungsi “ berarti
Jabatan ( pekerjaan ) yang dilakukan ' Dengan demikian perkataan fungsi bank
mempunyai arti tugas atap pekerjaan atay kegiatan yang dilaksanakan oleh
bank .

Bank dan ysaha bidang keuangan yang lain |, seperti Finance
Company | remang m;erupakan suatu  Financial Intermediary yang seolah
merupakan komoditi unggul yang dicari oleh setiap insan bisnis . Fungsi bank
bertambah dengan semakin meningkatnya permintaan akan jasa keuangan dan
konsultasi keuangan untuk efektivitas Penggunaan sumber daya masyarakat .

Meskipun fungsi hank tetap merupakan intermediary ( perantara )
antara pihgk yang memerlukan dana (debitur ) dan pihak yang kelebihan dana
(kreditur.),., tetapi dalam kenyataannya bank dapat juga berfungsi sebagai
suppon:i'n_g. ﬁfllancial yang mengarah kepada fee based income dan Jjasa

konsultasi Supporting Financial yang mengarah kepada Fee Based Income dan

Jasa konsultasi keuangan .

% Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengemabngan Bahasa Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka . 1990 | hal. 245
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Bank tidak hanya sekedar berfungsi sebagai sarana placing dan taking dana
namun juga berfungsi sei)agai penjaga likuiditas kelompok usaha vang lain .2
Ditinjau secara umum , bank dalam melaksanakan  kegiatannya
mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :
a. Sebagai pencipta uang ( money maker) atau Fungsi Uang ( money Function )
Dalam kaitannya dengan penciptaan uang, bank dapat dibedakan atas
(1)bank primer, apabila ia dapat menciptakan uang. Yang termasuk dalam bank
primer adalah bank sentral ( dapat menciptakan uang giral dan uang kartal ) dan
bank umum ( dapat menciptakan vang giral , karena menerima simpanan dalam
bentuk giro }. (2 ) bank sekunder , adalah bank yang tidak dapat menciptakan uang
dan dalam kegiatannya ta berfungsi sebagai perantara dalam perkreditan .
b. Sebagai penampung uang masyarakat atau Fungsi Tabungan ( saving
Junction ) " |
Sebagai penampung uang masyarakat , bank melaksanakan operasi
perkreditan pasip , artinya bank menerima dana dari pihak luar terutama dari
masyarakat . Dalam melaksanakan operasi perkreditan pasip ini dapat dilakukan
peninjaian ‘tefhadap dua pihak vyaitu :
(1 )piﬁak masyarakat yang menyimpan uang di bank . Masyarakat mau menyimpan
uangnya di bank kerena mempunyai beberapa kepentingan antara lain yaity
~ unfuk keamanan dari uangnya , baik dari tindakan pencurian , perampokan |,

kebakaran dan sebagainya .

- untuk memperoleh pendapatan berupa bunga simpanan uang .

% Ruddy Tri Santoso, Kredit_Usaha Perbankan, Yogyakarta : Penerbit ANDI , 1996, hal. |
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- untuk memperlancar transaksi pembayaran yang dilakukan

- untuk disimpan sementara sebagai cadangan adanya penundaan penggunaan

uang
(2) Pihak Bank.

Kepentingan bank dalam operasi perkreditan pasip adalah dapat memanfaatkan
uang simpanan masyarakat sebagai modal kerja guna memperoleh keuntungan
dalam pemberianr kredit . Keuntungan vyang dimaksud adalah selisih antara
bunga yang diterima dari penerima kredit dengan bunga yang dibayarkan pada
.para penyimpan uang .

c. Sebagai Penyalur Uang ke Masyarakat/ Fungsi Pinjaman ( Lending Function )

Da]am kaitan ini bank melaksanakan operasi perkreditan aktif. Modal
yang berasal .dari simpanan masyarakat dan atau dari pihak lainnya disalurkan oleh
bank kepada ";.)iha‘.k-pihak yang membutuhkan berupa pemberian kredit .

Pada perekonomian yang sudah maju, dalam melaksanakan kegiatan
pemberian - kredit dan dalam lalu lintas pembayaran , bank mempunyai fungsi
sebagai :

1. Penyaluf , yaitu bank menyalurkan dana yang diterima dan disalurkan kepada
pihék-pihak yang membutuhkan . Fungsi ini sangat penting artinya bagi para

pengusaha yang membutuhkan modal ;

2. Penertib , yaitu bank menertibkan lalu lintas pembayaran dan peredaran barang.

Apabila terjadi kemacetan pembayaran dalam suatu sektor perekonomian

E

maka bank dapat membantu untuk mengatasi kemacetan itu dengan

memanfaatkan dana yang dimilikinya ;
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3. Pengawas , yaitu bank mengawasi pemberian kredit baik ditinjau dari jumlah

kredit maupun sektor-sektor penerima kredit . Jumiah kredit yang dikeluarkaﬁ
bank dapat mempengaruhi likvidiras bank , demikian pula penyalahgunaan
kredit juga dapat merugikan bank .

Pembimbing , vaitu bank membimbing  penerima  kredit agar  dapat
mempergunakan kredit sesuai  dengan tujuannya . Dengan berhasilnya usaha
penerima kredit berarti kredit yang diperoleh dari bank dapat dikembalikan ;

Pusat Kegiatan | yaitu bank menjadi pusat kegiatan dalam transaksi

pembayaran dan peredaran uang .

d. Sebagai Lembaga yang memberikan Jasilitas dan jasa

Dalam prakteknya , bank memiliki usaha tambahan dalam rangka

memberikan fasilitas atau jasa kepada masyarakat , antara lain berupa :

1.

2.

sebagai ‘pérant:elra dalamn transaksi jual beli efek ;
melakukan pengiriman uang ;

ﬁenginkaso ‘wesel dan tagihan ;

menyediakan tempat penyimpanan barang — barang berharga |
nmelakukan emisi saham dan obligasi ;

sebel1gai perantara dalam penutupan asuransi ;

memberikan garansi ;

memberikan informasi dan referensi .

Dengan demikian masing-masing fungsi tersebut mempunyai  keunikan

tersendiri yang memberikan fungsi usaha bank sebagai penunjang jasa keuangan

baik bagi perusahaan maupun perorangan . Dari waktu ke waktu perkembangan
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dunia perbankan mengalami perubahan keacah kemajuan , baik dalam bidang
teknologi maupun pengembangan jasanya. Bank tidak saja berfungsi sebagai tempat
menyimpan uang dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit, tetapi juga berfungsi
sebagai tempat transaksi di pasar uang sebuah negara . Bank sebagai organisasi
bisnis telah menjadi alat dan sarana penunjang likuiditas usaha , dan sebagai
konsekuensinya bank dituntut untuk menjadi organisasi bisnis yang proper dan
prudent di dalam penyaluran dananya dalam bentuk kredit
2, Fungsi Bank Sebagai Penghimpun Dan Penyalur Dana Masyarakat .
a. Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 Tentang  Pokok-Pokok
Perbankan
‘Fungsi bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat di
dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan
tidak’ di.atur- secara tegas di dalam pasal-pasalnya . Namun apabila kita baca
Pasal 1 huruf a yang berbunyi “bank” adalah lembaga keuangan yang usaha
lpokoknya_ adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas
‘pembayaran dan peredaran uang . Selanjutnya Pasal 1 huruf b Undang-
Undahg No. 14 Tahun 1967 yang mengatakan bahwa “lembaga keuangan”
aéalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan
menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat . Dari kedua
pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas atau fungsi bank
adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat .

b. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan .
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Apabila kita kaji bunyi konsiderans Undang-Undang No. 7 Tahun
1992 Tentang Perbankan yang antara lain menyatakan bahwa :
-perbankan dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana

masyarakat mempunyai peran yang strategis untuk menunjang pelaksanaan

pembangunan nasional ;

perkembangan  perekonomian nasional maupun internasional  senantiasa

bergerak cepat disertai dengan tantangan yang semakin luas di mana harus

selalu diikuti secara tanggap oleh perbankan dalam menjalankan fungsi dan
tanggung jawabnya kepada masyarakat .

Berpijak pada pemikiran demikian itu, .maka petbankan mempunyai
peranan penting dan selalu harus siaga dalam mengantisipasi atau menghadapi
keadaanfkgadaan atau perkembangan-perkembangan yang terjadi di bidang
ekonofnl;.'di‘sefzrtai dengan rasa tanggung jawab kepada masyarakat .

Fungsi bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat di
.da]am'Undang.-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan secara tegas
diatur dalam Pasal 3 yang menyatakan Fﬁngsi utama perbankan Indonesia
adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat . Hal ini berarti
béhwa dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat ( baik dalam bentuk
giro , tabungan , dan deposito ) kemudian disalurkan kembali kepada
masyarakat dalam bentuk kredit .

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan . Karena merupakan
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perubahan serta penyempurnaan terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1992
oleh karena itu tidak semua pasal dirubah atau diganti . Dengan demikian
fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2
Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yaitu sebagai penghimpun dan penyalur
dana masyarakat . Hal ini dipertegas dengan bunyi Penjelasan atas Undang-
Undang No. 10 Tahun 1998 yang mengatakan : Peranan Perbankan Nasional
perlu  ditingkatkan sesuai  dengan fungsinya dalam menghimpun dan
menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan
kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi |
pengusaha kecil dan menengah , serta berbagai lapisan masyarakat tanpa
diskn'minasi -sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional
Demfkfﬁn ﬁula bank perlu memberikan perhatian vang lebih besar dalam
meningkatkan kinerja perekonomian di ‘wilayah operasl tiap-tiap kantor .
3. Fungsi Bénk Sebagai Agent of Development
Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memertukan pola pengaturan
pengolahan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu
serta‘ dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat . Lembaga-lembaga
pereknomian  bahu-membahu mengelola dan menggerakkan semua potensi
ekonomi agar berdaya dan berhasil puna secara optimat . Lembaga keuangan |
khususnya lembaga perbankan mempunyai peranan yang amat strategis dalam
menggerakkan roda perekonomian suatu negara . Bahkan dengan keputusan-

keputusannya yang  gemilang telah menjangkau di luar batas negara melalui



kegiatan perusahaan-perusahaan multi nasional . Seusai Perang Dunia 1 |
perusahaan-perusahaan raksasa Amerika mulai mulai menanamkan investasinya
di Eropa dan para pedagang Amerika menguasai pasar-pasar Eropa dengan
taktik monopoli halus dan menciptakan ketergantungan yang berantai para
pedagang dan pengusaha Eropa terhadap mereka . Sementara itu kecermelangan
para bankir Amerika seusai PD 1II, meﬁopang perusahaan-perusahaan raksasa
untuk memperiuas jaringan investasi , produksi dan perdagangan di Fropa dan
Jepang yang berarti menguasai  ckonomi dunia . Para ahli keuangan dan
perbankan mereka telah menempati posisi-posisi kunci pada badan-badan dunia
seperti World Bank , IMF, OECD, GATT dan sebagainya . Demikian pula
kemajuan ekonomi Jepang sclepas tahun 1950-an yang walaupun ditopang oleh
Amerika ,‘te.!ah secara cepat bisa bangkit dan maju melalui sektor moneter dan
perbankan '..yané kemudian mendorong pula industrialis dan pedagang memacu
produksi dan mempeiluas jaringan distribusi di berbagai penjuru dunia >

| Di Indonesia lembaga keuangan bank mempunyai misi , dan fungsi
yang khusus , jadi perbankan Indonesia selain mempunyai fungsi yang lazim
dan ‘utama yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat , juga
memlpunyai fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan (Agent of
Development ) . Yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan

%3 Muchdarsysh Sinungan,.Manaiemen Dana Bank , Edisi Kedua , Jakarta: Bumi Aksara , hal. 1-2
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pembangunan dan hasil-hasilnya , pertumbuhan ckonomi dan stabilitas nasional
kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak .**

Dengan demikian praktek banl'c di Indonesia oleh Pemerintah bisa
ditugaskan untuk melaksanakan program pemerintah guna mengembangkan
sektor-sektor perekonmian tertentu » atauw memberikan perhatian yang lebih besar
pada koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah / pengusaha kecil dalam
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak . Fasilitas yang diberikan bank
telah menjangkau secara luas kepada seluruh lapisan masyarakat petani maupun
para pedagang kecil melalvi Kredit Usaha Keci] » Kredit Perumahan Rakyat |
kredit perdagangan dengan berbagai kemudahan dan persyaratan-persyaratan yang
lunak . Bagi usaha-usaha menengah dan besar , bank menyediakan kredit
produksi dgn ekspor impor serta kredit distribusi berskala besar dengan
jangkauan 'l;e éeluruh dunia . DM semua pasar yang ada , baik pasar-pasar
tradisioral , pasar lokal berskala kecil dan besar ,» semua barang kebutuhan
konsumsi masyarakat tersedia dalam jumlah yang tidak terbatas . Mulai dari
berbagai jenis sandang | pangan , kebutuhan perumahan dan perabot rumah
tangga . 'barang-barang hiburan , samgai barang-baarng mewah yang berteknologi
tinggi dapat diperoleh dengan mudah . Keberadaan barang-barang itu karena
proses produksi dan distribusinya ditunjang sepenuhnya oleh pembiayaan bank
sebagai imitra usaha penyedia dana dan pelayanan kelancaran arus pembayaran
uang . Dalam kaitan inilah bank disebut sebagai agent of development atau alat

pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa melalui pembiayaan semua

> Muhammad Djumhana , op. cit, hal 77 .
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jenis usaha pembangunan Dengan demikian menunjukkan , bahwa perbankan
di Indonesia selain memiliki tugas-tugas tradisional , yaitu menghimpun dana

dan memberikan kredit | Juga dapat berfungsi untuk turyt menjaga kestabilan

moneter .

II. Fungsionalisasi Bank Rakyat Indonesia

1. Fungsi Bank Rakvat Indonesia_secara umum

Bank Rakyat Indonesia merupakan sailah satu bank umum milik
pemeriniah . Adapun yang dimaksud dengan bank umum adalah bank vang dapat
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran . Sifat jasa yang diberikan adalah
umum dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada begitu

pula dengan.\_a.filayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia

Bank umuin'- seﬁng disebut bank komersial ( commercial bank ) . Sebagaimana
fungsi perbankan pada umumnya , maka Bank Rakyat Indonesia mempunyai
fungs.i utama $ebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat ( Pasal 3 UU No.
7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10
Tahun 1998 ) . Dana yang dihimpun dari masyarakat luas berasal dari simpanan
giro , .simpanan tabungan serta simpanan deposito  yang selanjutnya akan
disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit . Berbicara tentang
fungsi utama perbankan pada umumnya maka tidak terlepas dengan lapangan usaha

bank umum . Sesuai Pasal 6 UU No 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah

dengan UU No. 10 Tahun 1998, usaha bank umum adalah sebagai berikut -

% Mucdarsyah Sinungan, op. cit, hal 3 .
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a. menghimpun dana dari masyarakal dalam bentuk simpanan  berupa giro;

deposito berjangka , sertifikat deposito , tabungan dan atau bentuk lainnya yang

dipersamakan dengan itu
b . memberikan kredit ;
¢ menerbitkan surat pengkuan hutang ;
d. Membeli , menjual atau menjamin atas risiko  sendiri maupun untuk

kepentingan dan atas perintah nasabahnya .

. surat-surat wesel termasuk yang diakseptasi oleh bank yang masa
berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-
surat dimaksud ;

2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya
tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ;

3. keﬁés p;:rbéndaharaan negara dan surat jaminan pemerintah .

4. Sernifikat Bank indonesia -

5. Cbligasi ;

6. Surat dagang berjangké waktu sampai dengan satu tahun ;

7. Instrumen sirat berharga lain yang bérjangka waktu sampai dengan satu

tahun .

¢. memindahkan uang baik untuk kepentingan  sendiri maupun  untuk
kepentingan nasabah ;

f. menempatkan dana pada , meminjam dana dari , atau meminjamkan dana
pada bank lain , baik dengan menggunakan surat ., sarana telekomunikasi

maupun dengan wosel unjuk , cek atau sarana lainnya ;
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g menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan
perhitungan dengan atau antar pihak ketiga ;

h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga :

i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu
kontrak ;

j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam
bentuk surat berharga yang fidak tercatat di bursa efek ;

k. (ketentuan dalam huruf k . dihapus dengan UU No. 10 Tahun 1998) ;

. melakukan kegiatan ‘anjak piutang | usaha kartu kredit dan kegiatan wali
amanat ;

m. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain  berdasarkan
prinsip ..'Syariah » Ssesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
IndoneSQ. f

n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak

berten'tangan dengan undang-undang ini dan peraturan  perundang-undangan

'yang berlaku

2 Fungsi Bank Rakyat Indonesia secara khusus

Bank Rakyat Indonesia merupakan bank pemerintah pertama sesudah
kemerdekaan Republik Indonesia mula-mula didirikan dengan Peraturan Pemerintah
No. 1 Tahun 1946 . Sebelumnya bank tersebut berturut-turut bernama Algemene
Volkscredietbank ( didirikan pada tahun 1934 ) dan Syomin Ginko . Dalam
perkembangan sampaj sekarang dapat dibagi menjadi tiga periode , yaitu jaman

penjajahan Belanda , jaman pendudukan lepang dan jaman Indonesia merdeka .
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a. Fungsi Bank Rakyat Indonesia pada masa penjajahan Belanda

Dari sejak didirikannya , Bank Rakyat Indonesia selalu mengarahkan
aktivitasnya ke sektor pertanian . hal ini dapat dilihat dari sejarah perkembangan
BRI sendiri , baik pada jaman penjajahan Belanda | Jepang maupun pada jaman
kemerdekaan . Tokoh pendiri BRI, yang pada waktu didirikannya bernama Bank
Priyayi adalah R. Bei Patih Ario Wiryaatmojo yang pada waktu itu menjadi
patih di Purwokerto dan dikenal sebagai pencipta bank-bank kredit pertanian dan
perkoperasian . Pada tahun 1912 pemerintah Hindia Belanda mendirikan Centrale
Kas dengan tugas memberikan bantuan pengawasan dan bimbingan keuangan
kepada Volksbank . Krisis ekonomi yang hebat pada tahun 1929-1932
mengakibatkan  beberapa  volksbank macet , maka dibentuk Algemene
Volkscrediet i Bank ( AVB) pada tahun 1934 dan Centrale Kas dibubarkan .
Tugasnya _ciiser;;.hkan kepada AVB karena AVB bertindak juga pengawas Badan
Kredit Desa . Tugas AVB memberikan jasa penyimpanan uang , pemberian

nasthat , bantuan serta pengawasan kepada bank-bank kredit desa, koperasi dan

lain-lain . dalam menjalankan pekerjaannya  AVB  tidak bertindak  sebagai

perusahaan yang menitikberatkan kegiatannya mencari laba tetapi  lebih
meméntingkan segi sosial ekonomi dalam arti seluas-luasnya . AVB terutama
memberikan kredit kepada perscorangan , perusahaan kecil dan pedagang kecil
yang tidak dapat memperoleh kredit dari bank-bank lain . Mereka umumnya ada

di daerah pedesaan .

b. Fungsi Bank Rakyat Indonesia pada jaman pendudukan Jepang




{tahun Jepang ) . Meskipun demikian ketentuan-ketentyan mendalam mengenai
yuridis formal tidak Pernah ada dan sukar sekali menemukan kembali bahan-

bahan mengenaj uszha Syomin Ginko selama pendudukan Jepang .

Fungsi Bank Rakyat Indonesiy masa Indonesia merdeiq

Pada masa Indonesia merdeka‘ ini fungsi Bank Rakyat Indonesia
dibagi menjadi dua ( 2) periode yaitu pertama » periode 17-8-1945 sampai
dengan 1960 dan kedua , periode 1960 sampai sekarang .
Periode 17-8-1945 sampai dengan 1960 -

.Pada waktu kcmerdekaan keluar Peraturan Pemerintah No. Tahun

.

1946 yanp ménegaskan bahwa Algemene Volkscredietbank dan Syomin Ginko
diganti namanya menjadi Bénk Rakyat Indonesia Usaha Bank Rékyal
Iﬁdonesia menurut PP No. | Tahun 1946 yaitu :
1. Memberikan jaminan pinjaman kepada rakyat
2. Menerima tabungan .
3. Menja!ankan pekerjaan perbankan pada umumnya dan usaha-usaha lain yang
diserahkan oleh pemerintah kepadanya

| Selanjutnya pada 'tahun 1951 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.
25 Tahun 195} ( Lembaran Negara No. 37 Tahun 1957 ) - Adapun maksud
dikeluarkannya pp No. 25 Tahun 195] yang menyangkut tugas BR] ialah

untuk membanty golongan lemah ( middenstand } dan memajukan  kemakmuran



rakyat Indonesia dengan membantu menyelenggarakan rencana perekonomian
pemerintah RI dan juga memberikan nasihat dan pertolongan |, pengawasan dan
pemilikan kepada badan-badan perkreditan untuk rakyat | perkumpulan koperasi;
badan kredit desa disamping menjalankan tugas sebagai bank umum ¢

Dengan demikian fungsi khusus BRI yang diatur daalm PP No. 25
Tahun 1951 adalah memberikan kredit kepada kelas menengah |, yaitu para
pemgusaha dan pedagang kecil serta memberikan pinjaman kepada mercka
yang tidak memperoleh kredit da sumber-sumber lain . Di samping itu BRI
memberikan pinjaman dalam jumlah kecil serta membimbing bank aesa dan
lumbung desa - Lumbung desa berfungsi memberikan pinjaman bibit kepada
kepada para petani pada musim tanam berikutnya >’
Periode ]96'0-sek:1rang.

‘ "Den"gan Undang-Undang No. 41 Prp . Tahun 1960 dibentuk sebuah
bank baru dengan nama Bank Koperasi Tani dan Nelayan di bawah
péngawﬁsan_Departemen Perianian . Bank ini bertujuan mendorong pembangunan
pertanian , perikanan dan pertambangan ; membiayai pembelian peralatan-
peralatari serta mesin-mesin pertanian : dan sebagai sumber kredit murah bagi

‘ peta‘ni.
Dengan dibentuknya bank baru tersebut maka BRI dilebur ke dalam
BKTN ( UU No. 42 PRP Tahun 1960 ) , yang kemudian diikuti pula oleh PT

Bank tani dan Nelayan ( UU No. 43 Tahun 1960 ) dan ex NHM Factory

* Marhainis Abdu} Ray , Hukum Perbankan Di Indomesia , Jakarta : Pradnya Paramita , 1977, hal.
191,

*7 Faried Wijaya, Perkreditan Bank Dan L.embaga-Lembaga Keuanpan Kila, Yogyakarta : BPFIZ
1996, hal . 83 .
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(Peraturan Menterj Kuangan R] tanggal 30-11-1960 No. 261206 BUM /11y .
Dengan demikian BKTN adalap pPenjelamaan dari 3 (tiga ) bank tersebut .
Selanjutnya dengan adanya kebijakan pemerintah. yang bary yang
dikenal dengan sistern Bank Tunggal | maka BKTN dengan Penpres No. ¢
tahun 1965 digabungkan ke dalam Bank Indonesia dengan namga Bank
Indonesia  Urygan Koperasi Tan; dan Nelayan . Kemudian pada bulan Agustus
1965 semug bank pemerintah digabungkan menjadi  saty Bank  Rakyat
Indonesia Urysan Koperasi Tanj dan Nelayan (ex. BKTN ) menjadi BNI Unpijt
II. Selanjutnya berdasarkan Penpres No. 17 Tahun 1965 BNy Unit 11 dajam
kegiatan sehari-harj ex Peleburan BRy dan ex. Bank Tani dan Nelayan bekerja
dengan nama BNI Unit 1j bidang rurg] |
Dan Jatar belakang sertq sejarah perkembangannya » BRI sejak
semula 'm’émpimyai fungsi khusus yaitu mengerahkan usaha terutama di sektor
koperasi | tan; dan nelayan . |
Bank Rakyat Indonesia ditata kembali Pada tahun (968 dengan
Undang-Undang No. 21 Tahun 1968 . Pasal 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 1968
mengungkapkan secarg Jelas misi sogial BRI, vyaity kegiatan bank harus diarahkan
kepada- nsaha-usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan
perekonomian nasional dengan melakukan aktivitas sebagai suaty bank komersial
yang memiliki Sasaran-sasaran sebagai berikyt - 58 ’

1. Memberikan kredit kenadg golongan koperas; > Petani dan nelayan untyk

————

5% Soeksmono Besar Mertokoesoemo, Di luar Batas Sektor Perbankan dan Keuangan Formal D
Indonesia Perantara Keuangan yntuk memobilisasi potens; wiraswastawan kecil, Jakarta : Institut

Bankir Indonesia . hal. 117
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4. membanty pertumbuhan koperas;j khususnya koperasi-koperasi petani  dan

nelayan :

mengembangkan usaha  mereky Serta  membaniy usaha-usahg untuk

melembagakan mereka berdasarkan asas koperas; .
2. Membanty industri kecj| > bengrajin | pedagang kecil , dan kegfatamkegiatan
berskala keci] lainnya
3. Membanty memperlancar pelaksanaan kebijakan pemerintah d; bidang pertanian
4. Membaniy pemerintah melaksanakan program-program pembangunan desa .
5. Mengawas; bank-bank desa | lumbung—lumbung padi | bank-bank pasar | dan

bank-bank lain Yang sejenis sesuaj Peraturan dan kebijakan Bank Indonesia .

pertanian | 'niémpt;rluas kesempatan kerja dan menaikkan pendapatan petap; > BRI
sebagai lembaga keuangan yang menunjang pembangunan Pertanian mengutamakan
pemberian kredit kepada rakyat kecil seperti kredit Bimag padi dan palawija ( kredit
Bimas inj dihentikan pada tahun 1984 3 KUT ( Kredit Usaha Tani ) kredit pupuk |
kredit pengadaan pangan , KIK |, KMKPp , kredit  min; » kredit candak kulak yang
mendor;)ng kegiatan rakyat kecil maka volume kredit untuk masing—masing
nasabah debityr Jumlahnya kecjj dan jumlah debiturnya sangat banyak > terutama
untuk kredit-kredit yang bersifat massal . Salah saty komitmen BRy adalah menjadi

pelopor  dalam membanty pengembangan Pengusaha kecil dap koperasi sesya;
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Dalam rangka membantu pengembangan pengusaha kecil serta koperasi tersebut
BRI menyalurkan KUK ( Kredit Usaha Kecil } serta Kupedes ( Kredit Umum

Pedesaan ).

3.Fungsionalisi Bank Rakyat indonssia  dikaitkan dengan  misinya  dalam

menghadapi _ekonomi global dewasa ini .

Sejalan dengan misi sosial BR] yaitu melayani seluruh lapisan
masyarakat ( memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat golongan ekonomi
lemah | pengusaha kecil dan menengah serta koperasi ), maka usaha kegiatan
BRI diarahkan untuk pengembangan masyarakat tersebut diatas . Hal ini
dibuktikan dengan baryaknya macam kredit berskala kecil yang telah
disalurkan oleh BRI .

Dengan semakin tingginya tingimt persaingan dalam bisnis perbankan
dewasa_"im' ‘, baitk menyangkut produk yang dihasilkan | tingkat kualitas
pelayanan serta teknologi  yang dipcrgunakan , sementara ity dj sisi lain

‘ .lndonesia sudah mulai mempersiapkan difi terhadap era ekonomi terbuka ,
terutama ASEAN Free Trade Area ( AFTA ). Maka untuk mengantisipasi hal
tersebut |, arah pengembangan bisnis BRI tetap sesuai dengan visi yang telah
diéanangkan » yaitu mengutamakan usaha kecil dan menengah  tanpa
melupakan pengembangan usaha berskala besar dan internasional . Hal ini
sejalan dengan pengelompokan Strategic Business Unit ( 8BU ) menjadi tiga
kelompok utama yaitu : SBU Branch Commercial & Retail Banking , SBU

Unit Retail Banking dan SBU Corporate & International Banking . Dengan

pengelompokan  Strategic Business Unit menjadi 3 ( tiga ) kelompok utama
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tersesbut maka BRI mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat g

bidang industri perbankan khususnya menghadapi era globalisasi ekonomj |
Krisis ekonomi yang semakin berlarut-larui sejak pertengahan bylan

Juli 1977 ikut menghantam dunig perbankan Indonesia . Untylk menyelamatkan

Serta menyehatkan dunia perbankan Pemerintah mengambil langkah dengan

melakukan restrukturisasi perbankan sertg rekapitalisasi perbankan dengan
menata kembali seluryp bank baik bank milik pemerintah Maupun bank mjjjk
Swasta nasional . Unyk itu BRI ojeh pemerintah dikembalikan kepada fungsi
utamanya yaim melayani golongan Masyarakat ekonomi lemah pengusaha
kecil dan, menengah  serta koperasi . Bank Rakyat Indonesia tejah ditunjuk
sebagai koo.rdinator pengelolaan  kredit program , kredit usahsa tani | kredit |
_unruk koperasi | dap kredit kepada koperasj primer teby rakyat untuk untuk

anggotanya ( KKpa Tebu Rakyar )



BAB 11X
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Setelah dilakukan penelitian di Bank Rakyat Indonesia , maka dapat disajikan
hal-hal sebagai berikut :
A 1. Perundang-undangan perbankan yang memberikan landasan hukum bagi Bank
Rakyat Indonesia dalam menjalankan fungsinya di dalam masyarakat .

Yang menjadi landasan hukum bagi Bank Rakyat Indonesia
dalam menjalankan fungsin-ya di dalam masyarakat antara lain berupa : Undang-
Undang Perbankan , Surat Edaran / Surat Keputusan Bank Indonesia & Otoritas
Moneter , Surat Edaran / Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Surat Edaran
/SK internal BRI serta Kebijakan Umum Perkreditan BRI .

Adapun  peraturan perundang-undangan tersebut adalah -
1. Unda'ng—Undang No. 21 Tahna 1968 Tentang Bank Rakyat Indonesia
- Di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1968 disebutkan secara tegas tugas
dan fungsi Bank Rakyat Indonesia yaitu bahwa Bank Rakyat Indonesia
mempunyai tugas dan fungsi sebagai bank umum dalam arti seluas-luasnya
yang diarahkan kepada pelayanan sckior koperasi | tani dan nclayan dengan
menyesuaikan  ketentuan-ketentuan yang lerdapat  dalam  Undang-Undang
Pokok Perbankan . Pasal 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 1968
mengungkapkan secara jelas misi sosial Bank Rakyat Indonesia , yaitu
kegiatan bank harus diarahkan kepada usaha - usaha meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan pembangunan perekonomian nasional dengan

140




141

melakukan aktivitas sebagai suatu bank komersial yang memiliki sasaran-
sasaran sebagai berikut ;
1. Memberikan kredit kepada golongan koperasi , petani dan nelayan untuk:
a. membantu pertumbuhan koperasi » khususnya koperasi-koperasi petani
dan nelayan .
b. membantu para petani dan nelayan yang belum menjadi  anggota
koperasi , mengembangkan usaha mereka serta membantu usaha-usaha
untuk melembagakan mereka berdasarkan asas koperasi .
2. Membantu industri kecil | pengrajin , pedagang kecil , dan kegiatan-
kegiatan berskala kecil lainnya .
3. Membantu memperlancar pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang
peft:fnian. |
4. Membantu pemerintah melaksanakan program-program  pembangunan
desa . |
5. Mengawasi bank-bank desa |, tumbung-lumbung padi , bank-bank pasar
dan bank-bank lain yang sejenis sesuai peraturan dan kebijakan Bank
Indonesia .
2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-
Urdang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan .-
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa
Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut.tentang bank , mencakup
kelembagaan , kegiatan usaha , serta cara dan proses dalam melaksanakan

kegiatan usahanya . Sementara Pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa yang




- pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan
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dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalam bentuk kredit dan atau b;:ntuk-bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak . Sedangkan di dalam Pasal 2
Undang-Undang No. 7 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.
10 Tahun 1998 disebutkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan
usahanya berdasarkan demokrasi  ekonomi dengan menggunakan prinsip
kehati-hatian . Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998
meunegaskan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai
penghimpun dan penyalur dana masyarakat . Pasal 4 Undang-Undang No. 7
Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun
1998l | menyebutkan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan  menunjang
pertumbuhan  ekonomi , dan stabilitas nasional kearah peningkatan
kesejahteraan rakyat banyak . Pasal lainl yang memberikan landasan hukum
bagi Bank Rakyat Indonesia di dalam menjalankan fungsinya yaitu Pasal §
ayat (2 ) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang berbunyi : Bank Umum
dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau
memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Di dalam
penjelasan Pasal 5 ayat ( 2 ) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan

“mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu “ adalah antara
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lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang | pembiayaan untuk
mengembangkan koperasi | pengembangan pengusaha golongan ekonomi
lemah / pengusaha kecil » pengembangan ekspor non migas , dan
pengembangan pembangunan perumahan .
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
Di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 23 Tahun 1999
ditegaskan bahwa Bank Indonesia mempunyai satu tujuan | yaitu mencapai dan
memelihara kestabilan nilai rupiah . Kestabilan nilaj rupiab dan nilai tukar
yang wajar merupakan sebagian dari prasyarat bagi tercapainya pertumbuhan
ekonomi yang berkesinambungan yang pada gilirannya akan meningkatkan
kesejahteraan rakyat . Reorientasi sasaran Bank Indonesia tersebut merupakan
bagian dari’ kebijakan pemulihan dan reformasi perekonomian untuk keluar dari
krisis ekonomi yang tengah melanda Indonesia . Hal itu sekaligus meletakkan
landasan yang kukuh bagi pelaksanaan dan pengembangan perekonomian
Indonesm di lengah-tengah perekonomian dunia yang semakin kompetitif dan
terintegrasi . Tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan
mlai rupiah tersebut perlu ditopang dengan tiga pilar ulama . yaitu kebijakan
moneter dengan prinsip kehati-hatian | sistem pembayaran yang cepat dan tepat
» serta sistem perbankan dan keuangan yang sehat. Di samping itu di dalam

penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 juga disebutkan bahwa Bank

Indonesia mempunyai fungsi lender of the last resort dan melaksanakan

pemberian kredit program yang telah disetujui tetapi belum ditarik . Dalam

melaksanakan fungsi lender of the last resort , Bank Indonesia hanya
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membantu untuk mengatasi mismatch yag disebabkan oleh risiko kredit atau
risiko pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, risiko manajemen dan risiko
pasar . Sesuai dengan status Bank Indonesia yang independen , pemberian
kredit program tidak lagi menjadi tugas Bank Indonesia Selanjutnya dalam
rangka pelaksanaan iugas pengaturan dan pengawasan bank | kepada Bank
Indonesia diberikan wewenang untuk menetapkan peraturan dan perijinan bagi
kelembagaan dan kegiatan usaha bank serta mengenakan sanksi terhadap bank
sesuai peraturan perundang-undangan vyang berlaku . Tugas pengaturan bank
Indonesia antara lain juga menetapkan  prioritas  penyaluran  dana kepada
pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi .

‘Adapun pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1999 yang
menjadi landasan hukum bagi Bank Rakyat Indonesia untuk menjalankan
ﬁmgsin}.ré adalah :

Pasal 8 : Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 , Bank

Indoneéia mémpunyai tugas sebagai berikut :

a. ﬁ]enetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter :

b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

C. mé:ngatur dan mengawasi bank . |

Pasal 11

(1) bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan
Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 hari kepada Bank

untuk  mengatasi  kesulitan  pendanaan jangka pendek Bank yang

bersangkutan .
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(2) Pelaksanaan pemberian kredit atay pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah
sebagaimana dimlaksud pada ayat (1) , wajib dijamin oleh bank penerima
dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilzﬁnya
minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya .

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia |

Pasal 16 :

Bank (ndonesia berwenang mengatur sistem kliring antar bank dalam mata

uang rupiah dan atau valute asing.

Pasal 17 .

(1) Penyelenggaraan kegiatan kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan
atau valuta asing dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan
pers‘e'tiijuan Bank Indonesia .

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
denlgan. Peraturan Bank Indonesia .

Pasal 18 :

(3) Bank Indonesia menyelenggarakan penyelesatan akhir transaksi pembayaran
antar bank dalam mata uang rupiah dan atay valuta asing .

(4) Penyelenggaraan kegiatan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar
bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dapat dilakukan oleh pihak
lain dengan persetujuan Bank Indonesia .

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

ditelapkan dengan Peraturan Bank Indonesia .
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Pasal 24 -

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf
¢, Bank Indonesia menetapkan peraturan ', memberikan dan mencabut ijin atas
kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank , melaksanakan pengawasan
Bank dan mengenakan sanksi tethadap Bank sesuai dengan peraturan
perundang-undangan .

Pasal 25 :

(6) Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank , Bank Indonesia
berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip
kehati-hatian .

(7) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada a.yat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Bank Jndonesia .

Pasal 26

Berkaitan dengan kewenangan di bidang perijinan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 ,lbank Indonesia :

a. meinberikan dan mencabut ijin usaha bank ;

b. memberikan ijin pembukaan , penutupan , dan pemindahan kantor Bank :

c¢. memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan Bank ;

d. memberikan ijin kepada Bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha
tertentu .

Pasal 27 :

Pengawasan Bank oish Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

adalah pengawasan langsung dan tidak langsung .
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Pusal 28

(1) Bank Indonesia mewajibkan Bank untuk menyampﬁikan laporan , keterangan
dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

(2) Apabila diperlukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada . ayat (1)
dikenakan pula terhadap perusahaan induk , perusahaan anak , pjhak terkait
dan pihak terafiliasi dari bank .

Pesal 29 -

(3) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank , baik secara berkala
maupun setiap waktu apabila diperlukan .
(4) Apabila diperlukan |, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan terhadap perusahaan induk , perusahaan anak , pihak terkait
, pihak “terafiliasi dan debitur bank .
(5) Bank dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , wajib
memberikan kepada pemeriksa :
K keteréngan dan data yang diminta :
b. kesempatan untuk melihat semua pembukuan , dokumen , dan sarana
fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya ;
¢. hal-hal yang diperlukan .
Pasal 371 :
(1) Bank Indonesia dapat memerintahkan bank untuk menghentikan sementara
sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian
Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak

pidana di bidang perhankan .
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(2) berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Bank
Indonesi‘a wajib mengirim tim pemeriksa untuk meneliti kebenaran atas
dugaan tersebut.

(3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
diperoleh bukti yang cukup , Bank Indonesia pada hari itu juga mencabut
penimtah penghentian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

(4) Baok Indonesia mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank .

(5) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperluas
dengan menysrtakan lembaga lain di bidang keuangan .

(6) Penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (n,
dapat}ldilarkukan sendint oleh Bank Indonesia dan atau oleh pihak lain
denglga;l persetujuan Bank Indonesia .

Pasal 33 :

DalamA h-al keadaan suatu Bank menurut penilaian  Bank Indonesia

membahayaican kelangsungan usaha Bank yang bersangkutan dan atauy

mer;]bahayakan sistem perbankan. atau terjadi  kesulitan perbankan yang
memblahayakan perekonomian nasional , Bank Indonesia dapat melakukan
tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perbankan yang

berlaku .

Pasal 34

(7) Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor

jasa keuangan —yang independen , dan dibentuk dengan undang-undang .
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(8) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,
akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002

Pasal 35

Sepanjang lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 (D)

belum dibentuk , tugas pengaturan dan pengawasan bank dilaksanakan oleh

Bank Indonesia .

Dari bunyi pasal-pasal Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tersebut di
atas dapat disimpulkan bahwa Bank Rakyat Indonesia di dalam ‘menjalankan
fungsinya harus berlandaskan pada Undang-Undang No 23 Tahun 1999 Tentang
Bank Indonesia .

4. Keputusan Menteri Keuangan Repu.blik Indonesia Nomor : 486 / KMK .

017 /1999, Tentang Pendanaan Kredit Usaha Tani.

Dasar [;er.timbangan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia No. 486 / KMK . 017 /1999 adalah bahwa dalam rangka peningkatan
produkéi lp'angan untuk  mendukung pelestarian swasembada pangan dan
peningkatan pendapatan petani , maka dukungan pendanaan Kredit Usaha Tani
{KUT ) masih tetap diperiukan . Selanjutnya dalam rangka mendukung efisiensi
dan éfektivitas penyaluran KUT , maka diperlukan peran serta Koperasi dan
Kelompok Tani sarta melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat . Adapun
beberapa pasal yang penting dari Keputusan Menteri Keuangan tersebut .yang
berhubungan dengan KUT , diantaranya adalah :

Pasal 1 . |

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :
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1. Kredit Usaha Tani (KUT ) adalah kredit modal kerja yang dananya dapat
berasal dari dana Pemerintah » bank Pelaksana , atau Bank Umum lainnya di
luar Bank Pelaksana , yang disalurkan oleh Bank Pelaksana kepada Koperasi
Primer atau Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai pelaksana penyalur kredit
untuk keperluan petani yang tergabung dalam kelompok tani guna membiayai
usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi , kedelai , dan jagung .

2.Bank Koordinator adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 » yang ditunjuk membantu
Pemerintah mengkoordinasikan penyelenggaraan KUT oleh Bank Pelaksana ;

3.Bank Pelaksana adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undangt No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 | yang ditunjuk sebagai pelaksana

'penyalm?n KUT kepada Koperasi / LSM.

4. Kop?:rasi .. Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan
sckelompok orang , sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1992 tentang Perkoperasian , termasuk Koperasi Unit Desa (KUD),
selanjutnya disebut koperasi .

5. Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) adalah suatu organisasi non
pemerintah yang dibentuk oleh masyarakat dan dalam kegiatan operasionalnya
tidak mencari untung ( nirlaba ).

6. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kebutuhan

bersama dan berada dalam satu hamparan .



151

Pasal 2

KUT digunakan untuk pembiayaan intensifikasi padi , kedelai dan jagung .

Pasal 3

(1) PT Bank Rakvat Indonesia ( Persero } ditunjuk sebagai Bank Koordinator
penyaluran KUT .

(2) Penunjukan PT Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) selaku Bank Koordinator
tidak menghilangkan haknya untuk dapat ditunjuk sebagai Bank Pelaksana
dalam rangka penyaluran KUT .

Pasal 4 :

(3) Tugas Bank Koordinator dalam hal KUT bersumber dari dana Bank
Pelaksana dan atau Bank Umum lain
a, M¢ngkqbrdinasikan kesepakatan alokasi wilayah penyaluran dan plafon

KUT untuk masing-masing bank pelaksana .

- b. Membantu Pemerintah memantau perkembangan pelaksanaan pehyaluran
KUT secara nasional dan melaporkannya kepada Menteri Keuangan
secaré periodik

¢. Membantu meneliti dan menghitung fee / imbalan , subsidi bunga dan
risiko kredit yang menjadi beban pemerintah |

d. Memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan daiam rangka
penyempurnaan kebijakan dan mekanisme penyediaan KUT |

(2) Tugas Bank Koordinator dalam hal KUT bersumber dari dana Pemerintah :

a. Mengkoordinasikan kesepakatan alokasi wilayah penyaluran dan plafon

KUT untuk masing-masing bank pelaksana .
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b. Untuk dan atas nama Pemerintah membuat perjanjian penyaluran KUT

dengan Bank Pelaksana .

¢. Menatausahakan penyaluran dan pengembélian KUT oleh Bank
Pelaksana .

d. Membantu melakukan pengawasan dan pemantauan atas perkembangan
pelaksanaan penyaluran KUT secara nasional dan melaporkannya kepada
Menteri Keuangan secara periodik .

¢. Membantu meneliti dan menghitung fee / imbalan dan risiko kredit yang
menjadi beban Pemerintah .

f. Memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan ldalam rangka
penyempumaan kebijakan dan mekanisme penyediaan KUT . |

Pasal 5 : "

Bank if'a.ng dapat ditunjuk sebagai Bank Pelaksana dalam rangka penyaluraﬁ
KUT TP 1999 /2000 adalah Bank Umum yang ikut serta dalam penyaluran
KUT .TP. 1998 / 1999 dan Rank Umum lainnya yang bersedia menyediakan

dana dalam rangka pembiayaan KUT TP 1999 /2000

Pasal 6:

Tugas- Bank Pelaksana dalam penyaluran KUT :

a. menyediakan dan menyalurkan dana KUT :

b. membantu mengawasi penggunaan dan menagih pengembalian KUT ;
c. menatausahakan penyaluran dan pengembalian KUT :

d. memeriksa pemenuhan persyaratan KUT : dan

-
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e. menyampaikan laporan perkembangan penyaluran dan pengembalian KUT
kepada Menteri Keuangan , Menteri Koperasi , Pengusaha Kecil dan
Menengah , dan Menteri Pertanian .

Pasal 7 :

(1) Dalem hal KUT bersumber dari dana Bank Pelaksana dan atau Bank
Umum maka hak dan kewajiban Bank Pelaksana serta prosedur
penatausahaan KUT diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Pembiayaan KUT
antara Bank Pelaksana dengan Direktur Jendral Lembaga Keﬁangan yang
bertindak atas nama Menteri Keuangan untuk mewakili Pemerintah .

(2) Dalam hal KUT bersumber dari dana Pemerintah maka hak dan kewajiban

Bank .Pelaksana serta prosedur penatausahaan KUT diatur lebik lanjut

dalam perjanjian pembiayaan KUT antara Bank Pelaksana dengan Bank

Koc;rciinator yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah .
Pasal 9 :
(1) deerés’i yang berfungsi sebagai pelaksana pemberian KUT adalah koperasi
yang memenuhi persyaratan :
| a. sudah berbadan hukum ;
b. memiliki pengurus yang aktif

¢. memiliki kelompok tani hamparan yang telah dikukuhkan / terdafiar

pada satuan pelaksana Bimas setempat ;
d. berdomisili pada wilayah kabupaten / kotamadya yang sama dengan
kelompok tani binaannya dengan keterangan domisili pengurus cabang

/ perwak’i]an dari Camat setempat .
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(1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dipersyaratkan

pula tunggakan / sisa pinjaman KUT untuk 2 MT ( Musim Tanam) atau |

TP (Tahun Penyediaan) sebelumnya tidak melebihi 25 % (dva puluh lima

perseratus ) dari total KUT yang telah disalurkan .

(2) Besarnya persyaratan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ,

beriaku untuk TP 1999 /2000 .

Pasal 10 ;

(1) LSM yang dapat berfungsi sebagai pelaksana pemberian KUT adalah LSM

yang memenuhi persyaratan :

a.

b.

dilayani oleh koperasi yang ada ;

sudah berbadan hukum ;

-memiliki pengurus yang aktif :
. bergerak dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan /
- pertanian ;

memiliki kelompok tani hamparan binaan yang telah dikukuhkan /

férdaﬂar pada Satman Pelaksana Bimas setempat dan belum dapat
diseleksi secara berjenjang oleh Badan Kerjasama Lembaga Swadaya
Masyarakat Program Peningkatan Produksi Pangan dan Pendamping
Koperasi ( BKSLP5K ) Wilayah dan Pusat : dan

berdomisili pada wilayah kabupaten / kotamadya yang sama dengan ‘
kelompok tani binaannya atau  memiliki cabang / perwakilan di
kecamatan pada lokasi kelompok tani binaannya dengan keterangan

domisili pengurus cabang / perwakilan dari Camat setempat .
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(2) Selain persyaratan sebapaimana dimaksud pada ayat (1) , tunggakan / sisa
pinjaman KUT untuk 2 MT atay 1 TP sebelumnya tidak melebihi 25
per seratus dari total KUT yang disalurkannya .

(3) Besarnya persyaratan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) |,
berlaku untuk TP 1999 /2000 .

Pasal 13 :

(1) Besarnya plafon KUT ditetapkan atas dasar kebutuhan nyata dari petani
per TP dalam rangka intensifikasi padi , kedelai dan jagung .

(2) Realisasi plafon KUT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )‘ dapat
dilaksanakan per MT .

(3) Besarnya kebutuhan pembiayaan per hektar ditetapkan oleh Menteri
Pertariian selaku Ketua Badan Pengendali Bimas | sebapgaimana diatur
da;l'a.m Keputusan Menteri Pertanian yang diterbitkan setiap tahun .

- Pasal 14 -
(I)Jé.ngké waktu KUT ditetapkan maksimum | (satu) tahun terhitung sejak
'per_ianjian pinjaman ditandatangani .

(2) Jatuh tempo KUT TP 1999 /2000 secara nasional adalah 31 Maret 2001 .

Pasal 15 :

(1) Suku bunga KUT ditetapkan sebesar 10 >3 % setahun dan tidak bunga
berbunga .

(2) Menteri Keuangan dapat meninjau  kembali suku bunga KUT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Suku bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
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a. fee untuk Bank Pelaksana scbesar 2 % ( dua per seratus )

b. imbalan bagi PPL sebesar 1 % (satu per seratus )

c. imbalan bagi koperasi /LSM sebesar 5 % ( lima per seratus)

d. dana cadangan KUT sebesar 2 5 % (dua setengah per seratus )
disimpan pada rekening Pemerintah c¢q Direktur Jendral Lembaga
Keuangan di Cabang Bank Koordinator| di Jakarta .

(I) Penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
d ditetapkan oleh Menteri Keuangan .
(2) Pelaksanaan pembayaran fee dan imbalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan oleh Bank Pelaksana secari bertahap dengan ketentuan
sebagai berikut :
a. T‘aﬁap pertama (  saat pencairan dana| KUT ) . dilaksanakan
"pembayaran fee / imbalan kepada Bank Pelaksana sebesar | % ( satu
. perseratus ) , kepada PPL sebesar 0,25 % ( seperempat per seratus )

| dalfl Koperasi / LSM sebesar 1,25 % ( satu seperempat perseratus ) ;
| b. Tahap kedua ( saat KUT jatuh tempo ) , Udilakukan pembayaran fee /
- imbalan kepada Bank Pelaksana sebesar 1|% ( satu per seratus ) dan
kepada PPL , Koperasi/LSM , dan rekening Pemerintah sebesar fee /
imbalan yang besarnya dihitung atas realisasi penerimaan pengembalian

KUT yang diterima Bank Pelaksana dan dikurangi dengan pembayaran

fee / imbalan tahap pertama ; i
|
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c. Tahap selanjutnya pembayaran fee / imbalan untuk PPL ., Koperasi /
LSM , dan rekening Pemerintah dilakukan setiap ada penerimaan
pengembalian KUT dari petani .

5 . Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 345 / KMK .
017/2000 Tentang Pendanaan Kredit Ketahanan Pangan .
Sebagai dasar pertimbangan dikeluarkannya Surat Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 345 / KMK . 017 / 2000 adalah
bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang No. 23 tahun 1999 Tentang
Bank Indonesia , Bank Indonesia tidak dapat lagi memberikan kredit likuidiias
Bank Indonesia dalam rangka membiayai kredit program . Selanjutnya dalam
rangka upaya peningkatan ketahanan ‘pangan nasional masih diper‘lukan
penyediaan - ‘kfl"edit dengan tingkat bunga yang terjangkau guna pembiayaan
investas'i"dan atau modal kerja bagi petani, peternak , nelayan dan petani ikan
dan koperasi . Agar pemberian / penyaluran kredit program guna pembiayaan
upaya | peﬁi'ngkatan ketahanan pangan nasional tersebut dapat dilaksanakan
secara tertib , terkendali , efektif dan efisien » perlu menetapkan Keputusan
Meﬂten' Keuangan tentang Pendanaan Kredit Ketahanan Pangan . Beberapa
pasal | Surat Keputusan Menteri Keuvangan No. 345 / KMK . 017 /2000 yang
berhubungan dengan Kredit Ketahanan Pangan sebagai berikut :
Pasal 1:
1 Kredit Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut KKP adalah kredit
investasi dan atau modal kerja yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada

petani |, peternglk . nelayan dan petani ikan, kelompok (tani , peternak |,




58

nelayan dan petani ikan ) dalam rangka pembiayaan intensifikasi padi |
Jagung  kedelai , ubj kayu , dan ubi jalar » pengembangan budidaya
tanaman tebu , peternakan sapi potong , ayam buras dan itik . usaha
penangkapan dan budidaya jkan » serta kepada koperasi dalam rangka
pengadaan pangan berupa gabah | jagung dan kedelai .

2Bank Pelaksana adalah Bank Umnm sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang No. 7 Tahun ]992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang No. 10 tahun 1998 » Yang ditunjuk sebagai pelaksana
pemberian KKP .

. Kelompok ( tani , peternak | nelayan dan petani ikan ) adalah kumpulan
petani -, peternak , nelayan dan petani ikan yang dibentuk atas dasar
kebutuhén bersama yang mempunyai struktur organisasi dan berada dalam i
(Satl‘l.) hamparan kawasan / lokasi / areal penangkapan yang sama .

- Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan dan beranggotakan orang
seorﬁng .'sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian . |

. Penyuluh Pertanian Lapangan ( PPL ) adalah pegawai negeri sipil yang
mempunyai tugas pokok membimbing dan meningkatkan kemampuan petani
/ kelompok petani dalam menerapkan teknologi yang dianjurkan .

6. Musim Tanam ( MT) adalah periode pelaksanaan intensifikasi padi , kedelai
dan jagung dalam suatu musim tanam , musim rendengan ( penghujan )

atau musim gadu ( kemarau ).
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7. Tahun Penyediaan ( TP ) adalah periode penyediaan kredit yang sama
wazktunya dengan 2 (dua) MT , yang dimulai 1 Oktober dan berakhir 30

September tahun berikutnya .

8. Musim Tanam Tahun ( MTT } adalah periode pelaksanaan budidaya tanaman

tebu .

Pasal 2:
(1) KKP digunakan untuk membiayai modal kerja :
a. Petani , dalam rangka kegiatan intensifikasi padi , jagung , kedelai .
ubi kayu , dan ubi jalar , dan pengembangan budidaya tanaman teby :
b. Peternak , dalam rangka kegiatan usaha petemakan sapi potong , ayam
buras dan itik ;
C. Pqteihi,ikan ., dalam rangka kegiatan usaha bududaya ikan dan atau
'b'e;rsama-sama dengan usaha budidaya peternakan ayam buras ;
d. Nelayan , dalam rangka kegiatan usaha penangkapan ikan ; dan
e.lKoI.Jérasi , dalam rangka pengadaan pangan berupa gabah , jagung dan
kedelai .
(2)KKP digunakan untuk membiayai investasi
a; Peternak | dalam rangka pembuatan / rehabilitasi kandang , pengadaan
induk ayam buras dan itk | pengadaan / peremajaan peralatan dan
mesin tetas dan sarana lain yang diperlukan untuk menunjang usaha
peternakan sapi potoﬁg , ayam buras dan itk ;
b. Petani Tkan , dalam rangka pembuatan /rehabilitasi  sarana

pembudidayaan ikan , pembuatan / rehabilitasi kandang , pengadaan /
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peremajaan peralatan dan mesin telas . dan sarana lain yang diperlukan
untuk menuujang usaha bududaya ikan dan atau bersama-sama dengan
usaha budidaya peternakan ayam buras .

¢. Nelayan , dalam rangka pengadaan / peremajaan peralatan , mesin , dan

sarana lain yang diperlukan untuk menunjang usaha penangkapan ikan .

Pasal 3:
Pendanaan KKP berasal dari dana Bank Pelaksana .
Pasal 4;
Tujuar penyelenggaraan KKP adalah untuk peningkatan ketahanan pangan
nasicnal dan peningkatan pendapatan petani , peternak , nelayan dan petani
ikan melalui penyediaan kredit investasi dan atau modal kerja dengan tingkat
bunga yang' terjangkau .
Pasal 5 i.
(1) Bank yang dapat ditunjuk sebagai bank pelaksana KKP adalah bank umum
| yan.g rln'engajukan permohonan untuk  ditunjuk sebagai Bank Pelaksana
disertai pernyataan ksediaan menyediakan KKP  dengan persyaratan
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini .
(2) Peﬁunjukan Bank Pelaksana ditetapkan oleh Menteri Keuangan ¢q .
Direktur Jendral Lembaga Keuangan .
(3) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan Bank Pelaksana KKP yang
ditunjuk  sclanjutnya dituangkan dalam MKB yang ditandatangani oleh
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jendral Lembaga Keuangan dan Dircksi

Bank Pelaksana .
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Pasal 6:

Dalam rangka membiayai KKP , bank Pelaksana mempunyai tugas dan

kewajiban sebagai berikut

4. Menyediakan dan memberikan KKP sesuai kesepakatan dalam MKRB .

b. Melakukan upaya-upaya yang diperlukan agar penyediaan dan pemberian
KKP dapat terlaksana sesuai program yang ditetapkan Pemerintah

Pasal 7 : |

(1) Petani yang dapat memperoleh KKP adalah petani penggarap yang usaha
pokoknya bercocok tanam padi , jagung , kedelai , ubi kayu , ubi jalar ,
tebu, dengan luas lahan garapan maksimal 2 hektar . serta telah
memperoleh rekomendasi dari PPL / Dinas Pertanian perkebunan setempat .

(2) Peternak yémg dapat memperoleh KKP adalah peternak anggota kelompok
pete‘rh.ak yang membudidayakan sapi potong , ayam buras , itik serta telah
memperoleh rekomendasi dari Dinas Peternakan setempat .

(3) NeIaya.n' yang dapat memperoleh KKP adalah nelayan kecil , penyewa atau
pemilik alat penangkapan ikan serta telah memperoleh rekomendasi dari
PPL / Dinas Perikanan setempat .

(4) Pétani lkar yang dapat memperoleh KKP adalah petani yang mengusahakan
budidaya ikan serta memperoleh rekomendasi dari PPL / Dinas Perikanan
setempat .

(5) Kelompok ( tani , peternak |, nelayan dan petani ikan ) yang dapat
memperoleh KKP ada]éh kelompok yang telah dikukuhkan / terdaftar pada

Satuan Pelaksana Bimas atau Dinas terkait setempat .




162

(6) Koperasi yang dapat memperoleh  KKP  adalah koperasi yang berbadan
hukum , sehat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Negara
Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah |, serta- memperoleh rekomendasi
dari Dinas Koperasi setempat .

(7) Persyaratan-persyaratan lain ditetapkan oleh Menteri Pertanian » Menteri

Kehutanan dan Perkebunan , Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan |

Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah , dan Bank

| Pelaksana .

Pasal 9:

(1) Besamya plafon KKP secara nasional , ditetapkan oleh Menteri Keuangan
dengan- memperhatikan plafon KKP yang dapat disediakan oleh masing-
masi.ng" “‘Baﬁk Pelaksana dan besarnya anggaran subsidi bunga yang dapat
dise&iz;.kan melalui APBN .

(2) Alokasi plafon KKP nasional tersebut ayat (1) untuk masing-masing sektor

ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi |, Keuangan dan

Industri dengan mendengar pendapat Menteri Pertanian , Menteri Kehutanan

dan Perkebunan , Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan , Menteri Negara

Koperasi dan Penngusaha Kecil Menengah dan Bank Pelaksana .
(3) Alokasi plafon KKP sektoral untuk masing-masing wilayah , Bank
Pelaksana , dan jenis /kelompok kredit , ditetapkan oleh Menteri Pertanian
Menteri Kehutanan dan Perkebunan

, Menteri Eksplorasi Laut dan

Perikanan dan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah
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untuk  sektornya masing-masing dengan mendengar pendapat  Bank
Pelaksana.

(4) Besarnya plafon individual KKP ditetapkan oleh Bank Pelaksana dengan
memperhatikan  pertimbangan / rekomendasi dari Menteri Pertanian

Menteri Kehutanan dan  Perkebunan , Menteri Eksplorasi Laut dan

Perikanan dan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah |

dengan ketentuan :

a. Untuk petani | peternak serta nelayan dan petani ikan setinggi-tingginya
sebesar Rp. 15.000. 000, 00 (lima belas juta rupiah):

b. Untuk koperasi dalam rangka pengadaan pangan ( gabah , Jagung dan
kedelai ) setinggi-tingginya schesar Rp . 500 . 000 . 000 , 00 ( hma ratus
juta rupiah ).

(5) Sukl.l‘.bunga KKP yang dibebankan kepada penerima KKP adalah sebesar
- suku bunga pasar yang berlaky pada Bank Pelaksana yang bersangkutan
_ dikﬁran'gi dengan subsidi bunga vang diberikan Pemerintah yang besarnya

ditetapkan oleh Menteri Keuangan .

(6) Jangka waktu KKP ditetapkan oleh Bank Pelaksana dengan memperhatikan

jaﬁgka waktu siklus usaha yang wajar untuk masing-masing jenis kegiatan

usaha .

(7} Risiko  KKP sepenuhnya ditanggung oleh Bank Pelaksana , dengan
ketentnan sebagian risiko dapat dijaminkan kepada lembaga penjamin yang

dipilih Bank Pelaksana yang bersangkutan atas biaya sendiri .
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Pasal 10 :

(1) Permohonan KKP dapat diajukan oleh petani , peternak , nelayan dan
petani ikan kepada Bank Pelaksana , melalui kelompok ( tani , peternak ,
aelayan dan petani ikan ) dan atau koperasi dalam bentuk RDKK
(Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok )  yang disusun dengan
memperhatikan pedoman indikatif kebutuhan dana KKP dan pedoman
lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian , Menteri Kehutanan dan
Perkebunan , Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan dan Menteri Negara
Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah serta Bank Pelaksana , dan telah
disetujui oleh PPL dan atau Kantor Dinas terkait setempat .

(2 ) Dalam hal permohonan KKP tersebut dalam ayat (1} diajukan melalui
koperasi ,'Imaka permohonan KKP disampaikan oleh koperasi képada Bank
Pel'zﬂ;sana dalam bentuk rekapitulasi RDKK disertai RDKK masing-masing
kelompok (tani , peternak , nelayan dan petani ikan ).

3) Pe.rmolh'onan KKP dalam rangka pengadaan pangan ( gabah . jagung dan
kedelai ) diajukan oleh koperasi kepada Bank Pelaksana dengan
-rekomendasi dari Dinas Koperasi setempat .

t4) Pérsetujuan pemberian KKP diputuskan oleh Bank Pelaksana atas dasar
pertimbangan kelayakan sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat .

(3) PPL atau Dinas terkait setempat ikut membantu mengawasi pelaksanaan

RDKK dan membantu kelancaran pengembalian KKP .
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6.Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 30/4/KEP/DIR / 1997

Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil.

Yang menjadi dasar pertimbangan dikeluarkannya Surat Keputusan
direksi Bank Indonesia No. 30 /4 / KEP / DIR / 1997 Tentang Pemberian
Kredit Usaha Kecil adalah dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat dan
pencapaian sasaran pemerataan maka diperlukan program penyediaan Kkredit
bagi usaha kecil yang produktif , yang didukung dan dilaksanakan secara
luas oleh semua bank .

Di dalam Pasal 1 angka 4 S.K Direksi Bank Indonesia No. 30/4/
KEP / DIR / 1997 disebutkan bahwa yéng dimaksud dengan Kredit Usaha
Kecil (KUK ) adalah kredit investasi dan atau kredit modal kerja , yang
diberikgh ‘dalam rupiah atau valuta asing kepada nasabah usaha kecil dengan
plafonl 'icredit keseluruhan maksimum Rp. 350 . 000 . 000,- ( tiga rtatus lima
pulvh juta rupiah ) untuk membiayai usaha yang produktif | Sedangkan  di
dalarﬁ Pz;s'al I angka 5 disebutkan Usaha Kecil adalah usaha yang memenuhi
kriteria sebagai berikut :

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 . 000 . 000 -

(dua Ttatus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan
ternpat usaha'; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000 . 000 .

000,- (satu milyar rupiah )

c. milik Warga Negara Indonesia
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d. berdiri sendiri , bukan merupakan anak perusahaan atay cabang
perusahaan yang dimiliki , dikuasai atau berafiliasi baik langsung
maupun tidak lgngsung dengan usaha menengah atau usaha
besar

e. berbentuk usaha orang perorangan , badan usaha yang tidak
berbadan hukum , atau badan usaha yang berbadan hukum atau

koperasi .

Selanjumya mengenai cakupan Kredit Usaha Kecil ( KUK ) diatur dalam
Pasal 2 :
( 1) Kredit yang dapat diperhitungkan sebagai KUK adalah kredit
- sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 4 | dengan kriteria
- “sebagaimana dimaksud pada Pasal | angka 5
(2—)' Selain kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , kredit-kredit lain
yang dapat diperhitungkan sebagai KUK adalah -
a;.'Kredit yang diberikan untuk pemilikan rumah dengan plafon kerdit
maksimum Rp. 75 000 . 000 ,‘( tujuh puluh lima juta rupiah ) yang
memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. pemilikan rumah tipe 70 ke bawah ( KPR s.d T-70), yaitu
pemilikan rumah inti , rumah sederhana atau rumah susun |,
dengan luas tanah maksimum 200 m2 dan Juas bangunan
maksimum 70 m2 dan yang akan ditempati oleh nasabah .

2. pemilikan kapling siap bangun dengan luas tanah maksimum 72

m2 , yang nantinya akan ditempati oleh nasabah . Dalam hal
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nasabah telah memiliki SKB , maka dapat dipertimbangkan
pemberian KPR untuk membiayai bangunannya .
3 . perbaikan dan atau pemugaran rumah sebagaimana dimaksud
pada angka | danangka 2
b. kredit yang diberikan untuk pemilikan rumah toko ( Ruko ) kepada
usaha kecil dengan luas tanah maksimum 200 m?2 dan luas
masing-masing lantai bangunan Ruko tersebut maksimum 70 m?2 ,
dengan plafon kredit tidak melebihi Rp. 350 . 000 . 000 - ( tiga
ratus lima juta rupiah )
(3 ) Kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon
- maksimum Rp. 25 . 000 . 000 .- { dua | puluh lima juta rupiah ) |
: tanpa melihat jenis penggunaannya untuk kegiatan produktif dan
atau konsumtif seluruhnya dapét diperlakukan sebagai KUK .
(4) Kredit yang diberikan kepada koperasi untuk disalurkan kepada
| énggotanya baik koperasi sebagai pelaksana ( excecuting ) atau
penyalur ( channeling ) sepanjang kredit untuk setiap anggota
koperasi tersebut memenuhi kriteria KUK .
Pésal 3
(1) Kredit yang diberikan oleh lebih dari satu bank kepada satu nasabah
yang jumlah seluruhnya tidak melebihi Rp. 350. 000 . 000 - (tiga ratus
lima puluh juta rupiah ) dapat diperhitungkan sebagai KUK dari

masing-masing bank , sepanjang memenuhi kriteria KUK .
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PT Bank Rakyat Indonesia memandang  perlu Iuntuk menetapkan  suatu
kebijaksanaan umum perkreditan yang merupakan acuan bagi unit-unit kredit
di PT Bank Rakyat Indonesia ( Persero ).

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas maka dtetapkan
bahwa Kebijaksanaan Umum Perkreditan (KUP ) PT Bank Rakyat Indonesia
{ Persero ) sebagai kebijaksanan perkreditan yang berlaku di PT . Bank
Rakyat Indonesia ( Persero) yang berlaku efektif terhitung mulai tanggal 1

Januari 1996 .

o[
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A. 2 Kendala-kendala yang dihadapi Bank Rakyat Indonesia dalam
menjalankan fungsinya
Bank Rakyat Indonesia yang mempunyai fungsi menghimpun
dan menyalurkan dana masyarakat serta mempunyai misi melayam seluruh
lapisan masyarakat , khususnya lapisan masyarakat menengah ke bawah |,
pengusaha kecil dan menengah serta koperasi di dalam memnjalankan
fungsinya sudah barang tentu menghadapi kendala / hambatan . Adapun
kendala-kendala yang dihadapi Bank Rakyat Indonesia di dalam menjalankan
fungsinya dapat diketahui dari beberapa fakior yang menyangkut beberapa
hal antara lain :
1. “Struktur kepemilikan dan benturan kepentingan ;
2 Strategi usaha ;
3. Manajemen dan pengendalian risiko kredit ;
4. Kelemahan operasional
.5.. Kendala-kendala dan potensi masalah di bidang perekreditan
1.- Straktur kepemilikan dan benturan kepentingan .
Bank Rakyat Indonesia merupakan bank milik pemerintah vyang
kepemilikannya diwakili oleh Departemen Keuangan cq Menteri Keuangan
. Di dalam beberapa hal , kesan bahwa Bank Rakyat Indonesia dimiliki
pemerintah  telah memberikan dampak vyang sangat positif dalam

menghadapt keragu-raguan masyarakat mengenai keamanan penempatan
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dana di perbankan Indonesia . Di sisi lain , sebagai bank milik
pemerintah , BRI mengemban misi sebagai agent of development atau
alat pemerintah dalam membangun perekonomian  bangsa melalui
pembiayaan semua jenis usaha pembangunan. Dalam prakteknya sebagai
bank pelaksana yang menyalurkan kredit-kredit program , BRI sering
dihadapkan pada kondisi yang tidak menguntungkan , yaitu secara politis
pemerintah harus segera merealisir pemberian kredit sementara secara
bank teknis masih terdapat syarat-syarat yang belum dipenuhi . Hal yang
demtkian ini akan menyulitkan BRI , karena apabila terjadi risiko maka
risiko. tersebut menjadi tanggung jawab BRI . Selain dari pada itu tidak
semua “kredit program memberikan keuntungan | sechingga BRI harus
meﬂc.ari sumber-sumber pendapatan lain agar BRI tetap dapat eksis .

- Strategi usaha .

Sejalaﬁ' dengan semangat dercgulasi perbankan tahun 1983 , maka Bank
Rak‘yatl Indonesia telah berbenah diri untuk menjadi bank umum yang
.. sehat , kuat dan mampu memberikan pelayanan yang baik bagi seluruh
]dpisan masyarakat dan seluruh strata bisnis. Hal ini dapat dilihat dari
serangkaian kebijakan yang telah disusun dan diterapkan , antara lain
kebijjakan di bidang pemberdayaan suﬁber daya , kebijakan di bidang
perkreditan , penyusunan Corporate Plan BRI 1994-2000 , kebijakan

penyempurnaan dan pengembangan IT ( Informasi Teknologi ) dan
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penyempurnaan organisasi BRI melalui  konsep Strategic Business Unit
(SBU) yang meliputi SBU Micro Banking , SBU Retail Banking , SBU
Corporate Banking dan SBU Invesment Bar‘lking . Sesuai dengan
Corporate Plan BRI 1994-2000 , dalam mengembangkan bisnisnya BRI
telah memutuskan untuk fokus kepada segmen kecil / ritel dan menengah -
tanpa meninggalkan segmen besar .

Dalam pelayanan di segmen ritel , salah satu kendala strategis
yang dihadapi BRI selama ini adalah masih kurang atau lemahnya sarana
TSI ( Teknologi Sistem Informasi ) yang dimiliki BRI . Meskipun Bank
Rakyat Indonesia sejak tahun 1996 telah berusaha keras untuk melakukan
penyentpurnaan dan pengembangan Informasi Teknologi dan telah berhasil
meﬁy'usun IT-Plan , akan tetapi usaha tersebut belum dapat diselesaikan
tuntas karena BRI dihadapkan pada masalah baru yaitu sebagai akibat
dari kﬁsis moneter dar krisis ekonomi saat ini . Sedangkan dalam
pelayanan di segmen korporasi , saxﬁpai dengan pertengahan 1997 secara
-keseluruhan baik dari sisi kualitas , kuantitas maupun besarnya korﬁposisi
dalam portofolio pinjaman BRI , keberadaan kredit korporasi masih relatif
dapat diterima . Akan tetapi dengan terjadinya krisis moneter dan krisis
ekonomi , pembiayaan kredit-kredit berskala besar telah mengakibatkan

jatuhnya kinerja BRI karena membengkaknya jumiah pinjaman besar yang
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diberikan dalam bentuk valas disertai dengan memburuknya kinerja kredit
korporasi tersebut .
3. Manajemen dan pengendalian risiko kredit .

Dalam rangka penyempurnaan yang baik di bidang perkfeditan
serta untuk mengantisipasi munculnya pinjaman bermasalah yang disebabkan
oleh faktor-faktor internal , pada tahun 1987-1989 BRI dgngan bantuan
konsultan Booz Allen & Hamiiton telah menyusun dan memberlakukan
Kebijakan & Prosedur Perkreditan yang relatif lengkap dan berkualitas .
Selanjutnya dalam  tahun  1995-1997  untuk menyesuaikan kebijakan—‘
kebijakan baru Bank Indonesia di bidang perkreditan , Kebijakan &

Prosedur “Perkreditan tersebut disempurnakan dan menjadi Kebijakan Umum

Perkreditan . Dengan peneranan kebijakan tersebut telah membuahkan hasil

- yang cukup baik . Sampai sebelum krisis moneter dan krisis ekonomi

kl

khususnya untuk kelompok pinjaman berskala kecil .

Adapun kendala / hambatan vyang dihadapi BRI dalam
pénanganan kredit kecil dan kredit program adalah adanya tuntutan akan
besarnya jumlah petugas kredit yang harus terlibat di dalamnya |

sementara jumlah uang yang terlibat per satuan transaksi kecil , sehingga

mengakibatkan beban overhead yang tinggi . Sedangkan hambatan /

kendala yang ada dalam penanganan kredit menengah dan besar adalah
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masih terbatasnya kemampuan para petugas kredit dalam menyerap dan
menganalisa informasi dari business intelligence | schingga kurang proaktif
dalam mengantisipasi perubahan kondisi ekstern'al vang demikian cepat
terjadi .

4. Kelemahan Operasional
1. Bidang Teknologi Informasi

Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu Bank BUMN yang

dipersepsikan aman oleh masyarakat penyimpan dana . Namun dari sisi

pelayanan BRI dipersepsikan sebagai bank yang lambat dan ketinggalan

di .bidang sistem pelayanan jasa elektronik ' yang tercermin dari

bebe’rapa pendapat responden antara lain:

5;1.‘. BRI belum mampu memberikan jasa pelayanan transfer yang cepat ,
aman dan murah .

b. ‘B'RI belum mampu memberikan sistem pelayanan alternatif yang
dlapat memudahkan nasabah di dalam bertransaksi sepertl misalnya
fasilitas ATM , phone banking dan lain-lain .

“c. Sebagian besar kantor BRI belum on line.

Kelemahan teknologi BRI seperti tersebut diatas bukan hanya dirasakan

oleh para nasabah , melainkan juga oleh unit-unit kerja operasional

yang lain , hal ini disebabkan karena :

'Hasil Penelitian konsultan riset Marketing Spesialist { MARS )} dan BRI tahun 1997
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a. sistem delivery channel yang belum terintegrasi dengan sempurna ,
khususnya antar kantor cabang dan kantor cabang dengan unit .

b. Fungsi core banking system -yang ada belum berorientasi pada
nasabah , tidak lengkap dan kurang responsif terhadap tuntutan
perubahan .

¢. Management Information System yang ada kurang realible .

d. Media komunikasi data masih sangat sederhana , sehingga mahal ,

lambat dan mengandung kerawanan tinggi .

e. Perangkat keras vang ada sebagian besar telah berumur tua dan-

ketinggalan jaman .
f. jSi_st:e'm perangkat keras yang ada tidak mampu mengelola
: operasional harian dan banyak diantaranya yang masih versi lama .
g Banyak pengguna akhir yang belum mampu memahami dan

menggunakan komputer beserta aplikasinya dengan baik .

. 2.Bidang Sumber Daya Manusia

Secarz sistem , pengelolaan Sumber Daya Manusia ( SDM ) Bank
Rakyat Indonesia secara umum dapat dikatakan telah lengkap dan
cukup baik , sistem penglolaan SDM tersebut meliputi , antara lain :

a. Sistem Perencaraan SDM .

.- s ;'&“
ﬁ}’gﬁ‘y%*éé&im% REY
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b. Pedoman dan Standar Rekruitmen Pegawai , dari tingkat calon
' pelaksana sampai dengan calon staf .

c. Pedoman dan Standar Pelatihan , dari mulai pegawai  baru
pelaksana , staf , sampai dengan tingkat manajer .
d. Pedoman dan Standar Penilaian (PAP ).
€. Pedoman dan Standar Penilaian Potensi ( PAS)
f Pedoman dan Standar Individual Planning (IDP)
g. Pedoman dan standar Training Needs Assesment (TNA)
h. Sistem Database SDM .
Meskipun secara sistem pengelolaan SDM  Bank Rakyat

Indonesia saat ini secara umum dapat dikatakan telah lengkap dan

cukup baik , akan tetapi masih terdapat kendala / hambatan yang’

dihadapi BRI di dalam usaha meningkatkan kualitas SDM Bank Rakyat

Indonesia yaitu masih adanya budaya yang kurang mendukung

S_eb.algai contoh di sini adalah dalam hal penilaian karya . Tingkat
objektivitas tinggi yang diperlukan di dalam melakukan penilaian .
sering dikalahkan oleh rasa kekhawatiran untuk menjadi tidak populer
dimata para bawahannya . Hal ini berakibat informasi vang akurat
mengenai  kondisi SDM BRI yang sangat diperlukan bagi usaha

manajemen puncak untuk mengarahkan dan meningkatkan kualitas

SDM BRI sulit untuk diperoleh .
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3. Kendala-kendala dan potensi masalah di bidang perkreditan
(1) Kredit Program
Di dalam pelaksanaan kredit program |, terdapat kemungkinan bahwa

kualitas  pinjaman KUT maupun pinjaman kepada koperasi akan
memburuk di masa-masa yang akan datang . Hal tersebut terutama
discbabkan adanya kelonggaran kebijakan pemerintah‘ dalam  hal
penurunan persyaratan tunggakan yang diperkenankan dalam penyaluran
KUT padi / palawija , serta adanya kebijakan hapus tagth terhadap
tunggakan kredit yang terjadi pada koperasi . Sé]ain hal itu dengan
adanya kebijakan pemerintah untuk menyalurkan kredit program dalam
jumiali yang lebih besar dengan suku bunga dan persyaratan yang lebih
rin‘g'a;n serta ditunjuknya BRI sebagai salah satu bank pelaksana utama |,

dikhawatirkan dalam kondisi ekonomi seperti saat ini akan menimbulkan

mora]l ‘hazard di masyarakat . Di samping itu potensi risiko yang

dihadapi BRI dalam melaksanakan kredit program tersebut cukup besar,

- antara lain sebagai berikut :

a. Risiko dihentikannya kredit program
Risiko yang timbul akibat dihentikannya kredit program dapat berupa
hilangnya  sumber pendapatan BRI , penghentian pemanfaatan
prasarana dan sarana yang ada , yang berakibat BRI terpaksa harus

melakukan realokasi kembali sumber dayanya .

e 4 e e
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b. Risiko akibat mismatch pendanaan kredit .

Dan  pengalaman BRI sebagai bank pelaksana utama untuk

menyalurkan kredit program menunjukkan bahwa pada skim-skim

kredit tertentu BRI seringkali harus merealisir kredit lebih dahulu,

sementara pendanaan KLBI yang tersedia tidak mencukupi  atau
terlambat diterima BRI . Penggantian kembali dana-dana tersebut
sering tidak berjalan dengan baik dan tepat waktu . Mengingat bunga
atas kredit program lebih rendah dari bunga pasar , penggunaan dana
BRI yang mahal akan menyebabkan kerugian finansial bagi BRI .
c. Risiko iemahnya koordinasi inter departemental atau pihak-pihak
terkai .
.‘l;elaksanaan kredit program pada umumnya melibatkan banyak pihak
di mana tidak tertutup kemungkinan masing-masing pihak memiliki
pér'nahaman yang berbeda atas Sl..latLl peraturan pelaksanaan , sehingga
pada akhirnya hal {ersebut dapat menyulitkan dan merugikan BRI
secara finansial .
(2) KUPEDES
Meskipun terjadi krisis moneter dan krisis ekonomi yang
mengakibatkan terjadinya  kenaikan kredit bermasalah , pinjaman
KUPEDES yang wmerupakan bisnis utama Strategic Business Unit Micro

Banking , secara keseluruban masih menunjukkan kinerja yang baik .
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Persentasi  kredit bermasalah ( portofolio status ) per Desember 1997

tercatat scbesar 4,73 per seratus dan per posisi September 1998 mencapai
5,90 per seratus
(3) Pinjaman Korperasi
Pinjaman korporasi ( di atas Rp. 10 milyar ) secara umum
menunjukkan kualitas yang kurang baik . Hal ini diset;abkan oleh karena
krisis moneter dan krisis ekonomi yang terjadi  sejak pertengahan Juli
tahun 1997.
A . 3 Penyesuajan Fungsionalisasi Bank Rakyat Indonesia dikaitkan dengan
misinya dalam menghadapi ekonomi global dewasa ini.
. Krisis ckonomi yang mulai tejadt pada semester 11 tahun 1997
yang éiawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS ,
ternyata berlanjut menjadi krisis multi dimensi di tahun 1998 . Pada tahun
t::rsebut in'donesia mengalami penurunan pertumbuhan ckonomi , kenaikan
inflasi yang tinggi , penurunan daya beli yang sangat drastis bangkrutnya
sebagian besar dunia usaha Indonesia yang berdampak pada meningkatnya
angka pengangguran .
Meskipun krisis ekonomi telah terjadi pada semester II tahun
1997 , ekonomi Indonesia masih mencatat pertumbuhan sebesar tujuh persen
. Namun dalam tahun 1998 prestasi tersebut tidak dapat dipertahankan lagi .

Pertumbuhan eckonomi pada tahun 1998 mencapai minus 15 persen. Sejalan
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dengan kondisi tersebut , inflasi mengalami  kenaikan yang sangat tajam
yaitu dari tujuh persen pada tahun 1997 menjadi 84 .persen pada tahun 1998

Bagi industri perbankan nasional terpuruknya sektor riil telah
mengakibatkan memburuknya kinerja seluruh perbankan yang ditanciai dengan
meningkatnya kredit bermasalah hingga mencapai 70 persen dan negative

spread sebesar kurang lebih 20 persen . Situasi politik yang tidak menentu

‘kondisi sosial yang bergejolak serta pergantian pimpinan pemerintahan yang

terjadi secara cepat telah menambah tekanan kepada sektor perbankan
Beberapa bank swasta besar me;ngalami kesulitan likuviditas éebagai akibat
penarikan dana secara besar-besaran oleh para penabungnya . Bank Indonesia
selaku lender of the last resort berusaha membantu bank-bank tersebut yang
tadinya".m'emiliki kinerja yang baik untuk keluar dari kesulitan likuiditas.
dengan jalan memberikan bantuan likuiditas. Bank-bank vang tidak memiliki
struktﬁr éséet dan liability yang baik serta manajemen yang tangguh pada
akhimya tidak mampu bertahan dan Bank Indonesia selaku badan pengatur
&an pengawas bank terpaksa menutup bank-bank tersenbut |

Kondisi perekonomian Indonesia yang terpuruk tersebut , sudah
barang tentu berakibat pula kepada menurunnya kinerja usaha dan kinerja
keschatan yang dicapai Bank Rakyat Indonesia . BRI memang masih mampu

membukukan laba tetapi jauh menurun dibandingkan sebelum krisis ekonomi.

Kemampuan BRI untuk tetap bertahan dan masih menghasilkan laba terutama
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karena didukung oleh bisnis BRI yang lebih banyak membiayai usaha kecil
baik retail maupun micro finance yang terbukti lebih tahan dalam menghadapi

krisis ckonomi . Misi BRI yang strategis dan cukup berhasil tersebut yang

-
-~

menjadi salah satu pertimbangan pemerintah bahwa BRI diijinkan untuk tetap
berdin semdiri , tidak diikutsertakan dalam program merger atau konsolidasi
seperti bank-bank milik pemerintah lainnya . Agar Bank deyat Indonesia
dapat tetap survive maka langkah yang diambil oleh Pemerintah adalah
dengan  mengikutsertakan  Bank Rakyat Indonesia  dalam program
restrukturisasi - serta rekapitalisasi  sebagaimana halnya dengan ban_k-bankl
pemerintah yang lain . Program Restrukturisasi BRI dilaksanakan berdasarkan
SKB Menkeu dan Gubernur Bank Indoriesia No. 53/KMK .017/99/31/12
/KEP)'(‘}BI tanggal 8 Pebmaﬁ 1999 dan No. 389 /KMK .017/99/1/10/
KEP /GBI tanggal 29 Juli 1999 . Sedangkan program Rekapitalisasi Bank
Rakyat Il;donesia dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

No. 52 tahun 1999 tanggal 29 Mei 1999 yang menetapkan bahwa Negara

Republik Indonesia akan melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam

BRI paling banyak sebesar Rp. 31,6 triliun . Berdasarkan hasil uji tuntas
keuangan yang dilakukan oleh auditor independen Prasetio Utomo & Co -
Arthur Andersen , per posisi 31 Desember 1999 , kebutuhan rekapitalisasi
BRI turun sebesar Rp 2,4 triliun schingga kebutuhan rekapitalisasi BRI

menjadi Rp. 29, 149 triliun .
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Sejalan dengan perekonomian global dewasa ini , khususnya
dalam rangka pelaksanaan AFTA tahun 2003 , perbankan nasional harus siap
memasuki era globalisasi dan Hberalisasi di bidang jasa keuangan . Hal ini
telah diantisipasi Bank Rakyat Indonesia . Langkah yang diambil Bank
Rakyat Indonesia dalam rangka menghadapi ekonomi global serta
mengantisipasi perubahan duﬂia usaha yang sangat cepat dan agar dapat lebih
fokus serta memiliki accountability yang jelas , tahun 1998 manajemen
mencanangkan program  transformasi  dan reorganisasi  dalam  rangka

mengantisipasi peningkatan persaingan akibat liberalisasi dan globalisasi serta

menyempurnakan visi dan misi perusahaan . Melaluj transformasi , struktur

organisasi -, mekanisme kerja dan budaya kerja perusahaan diubah dan.

disesuaikan ulang agar cocok dengan kondisi di masa mendatang
Rasionalisasi pegawai dilaksanakan pada bulan Agustus 1999 sebanyak 6506
pegaWai . Dengan rasionalisasi pegawai tersebut maka per 31 Desember 1999

BRI memiliki 37.561 orang karyawan yang terdiri dari 22.218 pegawai BRI

Unit ~dan 15.343 pegawai BRI . Strategi  Bisnis dikembangkan dan

diserﬁpumakan dari tiga Strategic Business Unit ( SBU Branch Commercial
Banking , SBU Unit Retail Banking , dan SBU Corporate & International
Banking ) menjadi 4 ( empat ) yaitu SBU Micro Banking , SBU Retail
Banking , SBU Corporate Banking dan SBU Investment Banking . Di

samping itu untuk mendukung kelancaran bisnis , unit kerja pendukung




‘disempurnakan menjadi dua Strategic Support Unit dan satu Strategic
Integrated Unit.
Strategic Business Unit ( SBU) Micro Banking

Dt dalam SBU Miéro Banking yang menjadi fokus sasaran
1alah pengusaha mikro yang potensial | berpenghasilan rendah , dan lokasi dj
desa dan kota . SBU Micro Banking di dalam kegiatannya di dukung oleh
3700 BRI Unit yang tersebar hampir sefuruh daerah di Indonesia khususnya
di pedesaan . BRI Unit merupakan lembaga keuangan perbankan yang
berperan aktif dalam pembangunan ekonomi nasional melalui penyediaan
layanan perbankan terutama bagi masyarakat kecil melalui pelayanan prima
berupa kredit , simpanan dan jasa bank lainnya yang didukung dengan
“teknologi  handal tanpa subsidi -atau bantuan pemerintah . BRI Unit
menyediakan layanan jasa perbankan yang - cocok untuk rakyat dan. para
pengusaha kecil , sehingga BRI Unit sangat berperan dalam membangun
masyarakat pedesaan Indonesia . Produk layanan jasa perbankan yang
dikembangkan di BRI Unit meliputi Simpedes‘ ( Simpanan Pedesaan )
Simaskot ( Simpanan Masyarakat Perkotaan ) , TABANASBRI ( Tabungan
Pembangunan Nasional BRI ) , Giro |, Deposito - Berjangka dan Kredit Umum
Pedesaan . Melalui ~kegiatan mobiiisasi dana dan penyaluran' Kupedes , BRI
Unit telah berhasil memperoleh laba yang tinggi . Dalam pelayanan pinjaman

BRI Unit telah memberikan manfaat kepada jutaan nasabah di pedesaan .
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Kupedes merupakan satu-satunya produk pinjaman yang ditawarkan di BRI
Unmit . Kupedes merupakan kredit yang bersifat umum dan tidak berorientasi
pada pasar atau kelompok tertentu . Sektor usaha yang dapat dibiayai
meliputi sektor perdagangan , pertanian , industri | jasa dan golongan
berpenghasilan tetap. Kupedes diberikan bagi pembiayaan produktif yang
layak dan memenuhi syarat. Kupedes ( Kredit Umum Pedesaan ) merupakan
kredit tanpa subsidi dan suku bunganya ditetapkan secara komersial . Adapun
besar plafon pinjaman Kupedes berkisar antara Rp. 25 .000,- sampai Rp. 25 .
000 . 000,- dengan jangka waktu maksimal 36 bulan untuk kredit mvestasi
dan 24 bulan untuk kredit modal kerja. Realisasi kumulatif Kupedes yang
dikucurkan sejak tahun 1984 dari tahun ke tahun terus mengalami
peningkatan . Untuk mengetahui realisasi kumulatif Kupedes dan tahun 1994
sampal dengan tahun 1998 dapat dilihat dalam tabel 1 seperti di bawah ini:

Tabel 1. Realisasi Kumulatif KUPEDES 2

[ Tahun ' Dalam Trilvun
1994 2. 465
1995 3,191
1996 4,1
1997 27,4
1998 32, 3

*Data diambil dan diolah dari Rencana Bisnis PT Bank Rakyat Indonesia Tahun 2000-2002.
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Dani tabel ftersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi
kumulatif Kupedes dari tahun ke tahun terus meningkat , yang paling besar
adalah pada tahun 1998 yaitu 32,3 trilyun rupiah . Sedangkan pada tahun
1994 vang paling sedikit ialah hanya 2,465 trilyun rupiah .

Dalam pelayanan simpanan , BRI Unit telah membuktikan
bahwa masyarakat kecil temyata mempunyai minat yang besar  untuk
menabung . Peningkatan pencapaian produk simpanan andalan BRI Unit yaitu
Simpedes dan TABANASBRI . Di samping produk simpanan , BRI Unit
juga menawarkan pelayanan jasa perbankan lainnya berupa fasilitas transfer ,
money changer , payment point .

Dr tingkat internasional , BRI Unit dipandang sebagai model
microfinance yang berhasil , schingga banyak lembaga-lembaga microfinance
di luar negeri yang datang dan ingin mempelajari sistem BRI Unit melalui
program International Visitor Program ( IVP ) . Pada pertemuan tahunan
Micro Finance Network  ( MFN ) pada tanggal 18-20 Oktober 1998 di
Washington DC , Amerika Serikat , BRI mendapal pengakuan internasional
dalam bidang microfinance karena BRI telah dinilai berhasil dan sangat
besar partisipasinya dalam mengembangkan micofinance di dunia .

Strategic Business Unit '( SBU ) Retail Banking
Di dalam Strategi Usaha Retail Banking ini yang menjadi fokus

sasaran adalah usaha kecil dan menengah , dan perorangan berpenghasilan
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rendah dan menengah . Visi dar Strategic Business Unit Retail Banking
Bank Rakyat Indonesia adalah menjadi market leader di segmen ritel industri
perbankan di Indonesia , yang menawarkan produk dan jasa perbankan ritel
sesual kebutuhan masyarakat |, serta dilaksanakan oleh Sumber Daya
Manusia yang berkompeten , produktif | profesional serta bermotivasi tinggi
dengan dukungan teknologi perbankan yang tepat . Dengan ditetapkannya
Strategi Usaha Retail Banking sebagai salah satu profit centre BRI , maka
SBU Retail Banking menyusun strategi bisnis yang kondusif dalam jangka
pendek maupun jangka panjang . Strategi tersebut dijabarkan lebih lanjut -
dalam bidang perkreditan yang meliputi kredit ritel , kredit program dan
operasional kantor cabang . Tugas dalam pengembangan kredit rite! adalah
mengembangkan bisnis kredit ritel dengah ‘kualitas portofolio yang sehat dan
menguntungkan serta sckaligus dalam rangka membantu pembangunan
perekonomian nasional melalui strategi jangka pendek dan jangka panjang .
Hal tersebut di atas merupakan komitmen PT BR] ( Persero ) sebagai Agent
of Development vaitu meningkatkan peranan dalam pengembangan usaha
kecil dan koperasi , terutama dalam bidang permodalan . Adapun yang
termasuk  jenis kredit retail adalah meliputi kredit komersial , kredit

konsumtif , kredit bulog dan non bulog .
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Untuk mengetahui proyeksi pertumbuhan pinjaman kredit retail

tahun 2000 , 2001 dan tahun 2002 dapat dilihat dari tabel 2 seperti

dibawah 1ni :
Tabel 2
Proyeksi Pertumbuhan Pinjaman Kredit Retail
Tahun 2000 , 2001 dan 2002°
Kredit Ritel Proyeksi 2000 Proyeksi 2001 Proyeksi 2002
Koimersial 2 .99%l 3.508 4,130
ansumtif 4139 4. 745 5.442
Bulog 2.483 2.434 2.385
Non Bulog 844 769 721

Dari data dalam tabel di atas dapat diketahui bahwa proyeksi
pertumbuhan pinjaman kredit nitel untuk kohsumtif paling besar ialah tahun
2000 sebesar 4 . 139. milyar rupitah , sedangkan tahun 2001 menjadi 4 . 745
milyar rupiah dan tahun tahun 2002 diproyeksikan meningkat menjadi 5. 442
milyar rupiah . Demikian juga untuk kredit komersial mengalami

peningkatan , tahun 2000 diproyeksikan sebesar 2. 994 milyar , sedangkan

‘tahun 2001 menjadi 3. 508 milyar dan tahun 2001 diproyeksikan meningkat

*Data diambil dan diolah dari Rencana Bisnis PT . Bank Rakyat Indonesia Tahun 2000-
2602
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menjadi 4 . 130 milyar rupiah . Untuk kredit Bulog justru diprediksikan
mengalami penurunan yaitu tahun 2000 diproyeksikan sebesar 2 . 483 milyar ,
sedangkan untuk tahun 2001 menurun menjadi 2 . 434 milyar . Demikian pula
tanun 2002 diproyeksikan menurun menjadi 2 . 385 milyar. Untuk kredit Non
Bulog juga diproyeksikan menurun yaitu tahun 2000 sebesar 844 milyar |
tahun 2001 menurun menjadi 769 milyar dan tahun 2002 diproyeksikan turun
menjadi 721 milyar rupiah .

Selanjutnya di dalam upaya memenuhi kebutuhan nasabah dan
meningkatkan pelayanan kantor cabang , BRI telah mengimplementasikan
fasilitas on-line produk tabungan TABANASBRI dan GIROBRI pada 154
Kantor Cabang BRI . Melalui fasilitas ini , nasabah BRI dapat melakukan
transaksi penyetoran atau penarikan dana tabungan melalui Kanca BRI lain
yang telah on-line secara lebih leluasa .. Untuk jangka panjahg BRI akan
memberikan  pelayanan .khusus secara individual melalui produk yang
disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing nasabah dengan komunikasi
dua arah (interaktif ) untuk saling bertukar informasi secara terus menerus .
Relationship marketing ini akan didukung dengan teknologi informasi yang

- handal dan data base yang lebih lengkap .
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Strategic Business Unit { SBU ) Corporate Banking

SBU Corporate Banking merupakan profit centre yang
memfokuskan pada segmen bisnis menengah ke atas dengan memberikan
pelayanan produk dan jasa yang mencakup pinjaman komersial , pinjaman
korporasi dan pinjaman sindikasi di berbagai sektor . Di masa krisis vang

sedang melanda sektor riil di Indonesia dewasa ini kinerja dari SBU

Corporate  Banking paling terkena dampak negatif . Penurunan kinerja
pinjaman SBU Corporate Banking selain disebabkan oleh memburuknya
kinerja usaha debitur sebagai akibat krisis ekonomi , juga disebabkan oleh
bertambahnya eksposur pinjaman valas dalam mata uang rupiah karena
besarnya depresiasi rupiah terhadap dolar AS . Pada tanggal 21 Agustus
1998 Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang menetapkan bahwa BRI

dkhususkan untuk hanya menangani kredit kecil , bisnis retail banking dalam

rangka mendukung pengembangan usaha kecil dan koperasi. Di samping itu

- kredit korporasi yang lancar di BR! selanjutnya akan dipindahkan ke Bank

Mandirt , sedangkan kredit korporasi yang bermasalah akan diserahkan ke
Asset Management Umt ( AMU ) yang berada di bawah Badan Penyehatan

Perbankan Nasional ( BPPN ). Pelepasan kredit korporasi BRI kepada bank-

bank lain merupakan implementasi dari salah satu butir letter of intent -

(Lol) pemerintah dengan Dana Moneter Internasional ( IMF ). Dalam letter

of intent tanggal 7 September 2000 disebutkan , BRI akan difokuskan untuk
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pemberian kredit kepada usaha kecit dan menengah { UKM ) . Hal ini
sejalan dengan komitmen total BRI terhadap perkembangan UKM yang akan
mengkonsentrasikan diri untuk melayani kepentingan UKM , antara lain
mengkhususkan diri melayani bidang retail . Dengan demikian maka BRI
akan mendevestasikan pinjaman korporasinya dan mengalihkannya kepada
bank lain . Di dalam Rencana Bisnis BRI disebutkan bahwa strategi bisnis
BRI difokuskan kepada micro dan retail banking . Hal ini bukaniah berart
bahwa BRI mutlak meninggalkan bisnis korporasi atau tidak lagi melayani
kredit korporasi . BRI tetap melayani kredit korporasi ( kredit di atas Rp. 50
miliar ) maksimum 20 per seratus dari total portofolio kredit BRI . Dengan
demikian penciutan lahan bisnis tersebut tidak bersifat mutlak , Mmengingat
pada kenyataannya beberapa unit-unit usaha berskala kecil tidak dapat
d pisahkan dari unit-unit usaha berskala besar ‘bahkan saling. membutuhkan .
Keberhasilan BRI memadukan unit - unit kerjanya dari yang berukuran kecil
vang terletak di pelosok-pelosok tanah éir sampal dengan unit-unit yang
berukuran besar yang terletak di pusat-pusat bisnis telah memberikan manfaat
timbulnya sinergi iﬁtemal dan eksternal yang. positif yang justru merupakan

kekuatan dasar BRI dalam mempertahankan eksistensinya di dunia perbankan

nasional-dan-internasional—-— " o o S
Proyeksi pertumbuhan pinjaman kredit korporasi tahun 2000 ,

2001 dan 2002 dapat dilihat dalam tabel 3 di bawah ini -
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Tabel 3
Proyeksi Pertumbuhan Pinjaman Kredit Korporasi tahun 2000 , 2001 dan

20024

Jenis Kredit Proyeksi 2000 [ Proyeksi 2001 Proyeksi 2002

Kredit Korporasi 5.108 4.722 4385

Dari  tabel 3 tersebut di atas dapat diketahui bahwa

pertumbuhan pnjaman kredit korporasi tahun 2000 2001 dan 2002

2

diproyeksikan semakin menurun yaitu dar 5. 108 milyar tahun 2000 |
menjadi 4 . 722 milyar pada tahun 2001 dan tahun 2002 menjadi 4 . 385
milyar .

Sedangkan dalam tabel 4 di bawah ini dapat diketahui- Proyeksi
Komposisi Pinjaman tahun 1999 , Proyeksi 2000 | Proyeksi 2001 dan

Proyeksi 2002 .

T 1] PR YOOV LI RN

“Data diambil dan diolah dad Rencana Bisnis PT BRI { Persero } tahun 2000 — 2002
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Tabel 4

Komposisi pinjaman tahun 1999, Proyeksi tahun 2000 , 2001 dan 2002 °

Jenis Realisasi Proyeksi 2000 | Proyeksi 2001 | Proyeksi 2002
Pinjaman 1999 |
Medium 33% 31,73 % 29,02 % 25,66 %
Enterprise

Rp. 50 milyar 25% 19,71 % 17,03 % 14,88 %
Rp3M-50M 8% 12,02 % 11,99 % 10,78 %
Ritel 44 % 40 .37 % 41,31 % 43,02 %
Mikro 23 % 27,89 % 29,67 % 31,31%

Dari data tabel 4 di atas dapat diketahui batiwa untuk Jjenis
pinjaman medium- enterprise- diproyeksikan menurun | sedangkan untuk jenis

pinjaman ritel dan mikro diproyeksikan meningkat |

Strategic Business Unit { SBU) Investment Banking
Keberadaan SBU Investment Banking sangat penting sebagai

unit pengatur dan pengendali likuiditas , sekaligus sebagai unit penghasil laba

yang memberikan — Konfribusi pada pengembangan bisnis BRI dengan ™~

pemberian jasa keuangan khususnya yang berorientasi kepada fee based

*Data diambil dan diolah dari Rencana Bisnis PT . BRI ( Persero ) Tghun 2000-2002
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income dan asset based di luar pinjaman melalui pengembangan international
banking service , treasury products serta capital market securities dan
financial engineering .

SBU Invesment Banking berusaha untuk memberdayakan
sumber dana yang ada dengan melakukan pengelolaan dan pencarian dana
murah untuk selanjutnya ditanamkan dalam bentuk investasi pada marketable
securities baik di pasar uang maupun di pasar modal . Untuk pengembangan
aktivitas fee based income , SBU Invesment Banking melakukan penetrasi
pasar baik di dalam maupun di luar negeri .

Aktivitas SBU Invesment Banking didukung oleh empat unit
kerja yaitu : (a) Divisi Treasury , (b ) Divisi Intemasional , {c) Desk
Investment Banking , (d) Desk Administrasi dan Operasional .

Divist Treasury mempunyai peran secbagai penghasil laba
maupun sebagai unit penunjang . Sebagai unit penghasil laba bertanggung
jawab untuk menangani transaksi pasar uang , transaksi valuta asing serta
aktif dalam pengembangan fee based income . Divisi  Internasional
mempunyai- aktivitas sebagai unit penghasil laba yang berorientasi pada bisnis

2

luar negeri berupa pengembangan produk dan jasa layanan internasional

- misalnya jasa pengiriman uang ( transfer ) valas , baik antar kantor cabang
BRI maupun antara BRI dengan bank-bank koresponden serta jasa penerusan

L/C , dan jasa penagihan dokumen keuangan transaksi ekspor dan invisibles

-
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melakukan  pengembangan correspondent  banking  sehingga  dapat
memperlancar  transaksi-transaksi international banking . Selanjutnya Desk
Investment Banking aktif melaksanakan kegitan di bidang fee based business
melalui pengembangan produk jasa untuk kegiatan yang mendukung pasar
modal berupa jasa Kustodian , Agen Pembayaran , dan Wali Amanat atas
obligasi yang dikeluarkan oleh badan-badan usaha . Di samping itu desk
investment banking melakukan pengelolaan terhadap penyertaan BRI pada
anak-anak perusahaan .
Strategic Support Unit (SSU) 1

Strategic Support Unit I ( SSU ) merupakan sentra pelayanan
yang memberikan dukungan pelayanan untuk memperlancar dan meningkatkan
kegiatan operasional setiap SBU dan SSU dari tingkat Kantor Pusat sampai
densan tingkat BRI Unit- yang mencakup pelayanan jasa Sumber Daya

Manusia , Logistik , Pendidikan dan Latihan , Hukum dan Biro Direksj .

Sejalan  dengan reorganisasi BRI melalui pembentukan -

Strategic Business Unit ( SBU ) |, Strategic Support Unit ( SSU ) dan
Strategic Intregation Unit ( SIU) serta rencana reorientasi bisnis BRI pada

bisnis ritel dan makro , BRI akan segera menyesuaikan segala kebijakan.

sistem dan prosedur pengelolaan-SDM ;~yang’ antara “lain ‘melipoti— " ——-——-~—

1. Perencanaan tenaga kerja.

2. Rekrutmen , seleksi dan penempatan .
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Pendidikan dan pelatihan yang lebih terfokus pada core competencics

‘UJ

masing-masing SBU/SSU/SIU maupun untuk lintas SBU/SSU/SIU .

4. Pengembangan karier pegawai baik di dalam masing-masing SBU/SSU/
SIU maupun untuk lintas SBU/SSU/SIU.

5. Perfomance management .

6. Sistem kompensasi yang lebih dikaitkan - dengan produktivitas dan
kontribsi pegawai kepada perusahaan .

7. Reward and punishment .

8. Human resource information system , vyaitu sistem informasi SDM dan
pendidikan yang terintegrasi dengan sistem aplikasi pembayaran gaji (
payroll) secara on - line di seluruh unit kegja BRI .

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas , BRI merencanakan

-~ untuk  mengembangkan pola CPM ( Career Path Management ) yang

memberikan kesempatan lebih luas kepada pegawai untuk menentukan karir

yang ingin dicapainya dengan bimbingan dari organisasi . Dengan.pola CPM
int diharapkan akan diperoleh pegawai yang mempunyai produktivitas tinggi

, senantiasa berorienatsi untuk meningkatkan performance , berdedikasi _tinggi

dan loyal pada perusahaan . Pendidikan dan latiihan dilaksanakan dengan

memberikan  kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti - program
pendidikan Strata I ( S1 ) dan Strata 2 ( S2) di dalam negeri dan luar

negert .
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Selain peningkatan di bidang jalur pendidikan formal , BRI
juga membuka kesempatan kepada para pegawai untuk mengikuti jalur
pendidikan non formal baik di dalam negeri maupun di luar negeri seperti
kursus , workshop dan seminar . Sedangkan program-program reguler yang
dilaksanakan oleh Divisi Pendidikan dan Latihan meliputi program-program
Pendidikan Pengenalan ( Entry Level Training ) , Pendidikan Aplikasi ( Skills
Development Training ) dan Pendidikan Pengembangan ( Promotional
Training) .

Sejalan dengan proses reorganisasi yang menuntut BRI untuk
lebih efisien , Divisi Logistik dalam kegiatannya saat ini telah didukung
oleh KUL ( Kebijakan Umum Logistik) yang merupakan kebijakan dasar
pengelolaan logistik yang disusun untuk mempermudah dan membiintu paar
petugas dan pejabat pengelola logistik , sehingga mampu memberikan
kotribusi yang optimal dalam layanannya kepada seluuh unit kerja yang
membutuhkan . Tujuan akhir KUL tersebut adalah--tercapainva - kealncaran
operasional dan adanya informasi asset yang akurat | sehingga mempermudah
manajemen dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan logistik . KUL

memuat prinsip , sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa

Logistik  yang merupakan  Sistem  Aplikasi Logistik Terpadu untuk

memperoleh informasi secara cepat dan akurat .



197

Strategic Support Unit ( SSU) II

Strategic Suppdr[ Unit II merupakan sentra pelayanan yang
memberikan dukungan dalam bidang Teknologi Sistem Informasi {(TSI) dan
Sistemn Informasi Manajemen ( MIS ) untuk mempertancar dan meningkatkan
kegitan usaha BRI .

Adanya globalisasi dan perkembangan' teknologi  informasi
yang begitu cepat akan memicu ketatnya persaingan terutama di sektor
perbankan di masa-masa mendatang . Guna mengantisipasi perkembangan
teknologi di industri perbankan pada saat ini dan di masa mendatang , BRI
telah menetapkan rencana dan strategi pengembangan TSI BRI baik dalam
jangka pendek , menengah maupun pamjang yang bersifat comprehensive dan
terpadu .

Program pengembangan TSI yang telah dilakukan BRI antara
lain meliputi implementasi Y2K , ATM di 165 lokasi , Transaksi antar
cabang di seluruh kantor cabéng vang ‘telah menggunakan jaringan VSAT (
154 cabang ) aplikasi Human Resources Information System dan Implemfentasi
Data Collection .

Strategic Integration Unit

Strategic Intregation Unit 'mempak‘an“Uﬁit;'Iﬁté‘gT&Si”‘Sﬁ%{tE"gis‘

yang berfungsi untuk menciptakan dan memelihara hubungan kerja yang baik

diantara seluruh Strategic Business Unit dan Strategic Support Unit sehingga
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terjadi sinergi bagi perusahaan , mengarahkan serta memantau perkembangan
vang fterjadi pada masing-masing Strategic Business Unit dan Strategic
Support Unit dalam mencapai target BRI secara keseluruhan , serta
memastikan bahwa p¢rkembangan bisnis seluruh Strategic Business Unit dan
Strategic Support Unit tetap berpegang teguh pada arah strategis dan
kebijakan umum perusahaan .

Adapun ruang lingkup Strategic Intregation Unit meliputi
Satuan Pengawasan Intern ( SPI ) , Corporate Secretary  ( Sekretaris
Perusahaan ) serta Perencanaan Strategis , Pengembangan Bisnis dan
Anggaran (Renstra) .

SP1 bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan pada
sistem administrasi , audit Kantor Pusat / Kantor Cabang Khusus / Kantor
Cabang Luar Negeri, audit Teknologi Sistem Informasi , serta Perencanaan
dan Pengembangan Sistem Audit . Sekretaris. Perusahaan menjaga hubungan
baik dan memberikan keterangan resmi kepada semua stakeholders BRI .
Sedangkan Divisi Perencanaan Strategis , Pengembangan Bisnis dan
Anggaran bertugas untuk merumuskan strategi dan rencana jangka pendek
maupun jangka panjang BRI , mengkonsolidasikan rencana bisnis dari
seluruh SBU , SSU dan SIU , mengembangkan organisasi dan manajemen
memantau - dan mengevaluasi perkembangan usaha BRI , serta menjajaki

kemungkinan pengembangan usaha BRI sclanjutnya .
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B . Pembahasan

Dari hasil penelitian tersebut diatas , serta berdasar tinjauan pustaka

pada bab Il maka dapat dibahas hal-hal sebagai berikut :

B. 1 . Perundang-undangan perbankan yang memberikan landasan

hukum bagi Bank Rakyat Indonesia dalam menjalankan fungsinya .
Sebagaimana telah diuraikan dalam hasil penelitian bahwa
perundang-undangan perbankan yang menjadi landasan hukum bagi BRI
dalam menjalankan fungsinya adalah : ( 1 ) Undang-Undang Perbankan
yang meliputi : Undang-Undang No. 21 Tahun 1968 tentang Bank
Rakyat Indonesia , Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No . 10
tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992
Tentang Perbankan , Undang-Undang No .23 tahun 1999 Tentang Bank
-Indonesia--, (-2 ) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor : 486 / KMK . 017 / 1999 Tentang Pendanaan Kredit Usaha
““Tani , (3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
345 /KMK . 017 / 2000 Tentang Pendanaan Kredit Ketahanan Pangan,
(4) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 30 /4 / KEP /
DIR / 1997 Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil . ( 5) Surat Edaran
/ Sk internal Bank Rakyat Indonesia serta Kebijakan Umum Perkreditan ‘
BRI ..
1 . a Undang-Undang No . 21 Tahun 1968 Tentang Bank Rakyat

Indonesia :
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DIR / 1997 Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil . (5 ) Surat Edaran

/ Sk interpal Bank Rakyat Indonesia serta Kebijakan Umum Perkreditan

BRI .
1 . a Undang-Undang No . 21 Tahun 1968 Tentang Bank Rakyat

Indonesia :




FE OO

e i 12 i ks L

200

Sebelum diberlakukanya UU No. 21 Tahun 1968 Tentang
Bank Rakyat Indonesia ada beberapa peraturan perundang-undangan
yang menjadi dasar hukum lahimya Bank Rakyat Indonesia |,
antara lain yaitu Peraturan Pemerintah No .1 Tahun 1946 yang
menegaskan bahwa Algemene Volkscredietbank dan Syomin Ginko
diganti namanya menjadi Bank Rakyat Indonesia . Usaha Bank
Rakyat Indonesia menurut Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1946
ialah :
1. Memberikan jaminan pinjaman kepada rakyat .
2. Menerima Tabungan .
3. Menjalankan pekerjaan perbankan pada umumnya dan usaha-

usaha lain yang diserahkan oleh Pemerintah kepadanya .
Selanjutnya pada tahun 1951 keluar Peraturan

Pemerintah No . 25 Tahun 1951 ( Lembaran Negara No- 37 Tahun

1951 ) yang menegaskan bahwa Bank Rakyat Indonesia didirikan

untuk membantu golongan lemah ( middenstand ) dan memajukan
kemakmuran rakyat Indonesia dengan membantu menyelenggarakan
rencana perekonomian Pemerintah RI dan juga memberikan nasihat

dan pertolongan , pengawasan dan penilikan kepada badan-badan

perkreditan untuk rakyat , perkumpualn koperasi , badan kredit desa

di samping menjalankan tugas sebagai bank umum . Tahun 1960
Pemerintah mengeluarkan Perpu No. 41 Tahun 1960 { Lembaran

Negara No. 128 Tahun 1960 ) tentang peraturan Bank Koperasi
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Tani dan Nelayan . Adapun dasar pertimbangan dikeluarkannya
Peraturan Bank Koperasi Tani dan Nelayan ini ialah perlunya
dikembangkan  usaha-usaha koperasi ke arah  perwujudan
perckonomian rakyat berdasarkan asas kekeluargaan dan usaha-usaha
untuk meningkatkan taraf hidup kaum tani dan kaum nelayan yang
fasilitasnya masih terasa kurang sekali . Dengan didirikannya Bank
Koperasi Tani dan Nelayan , maka Rank Rakyat Indonesia yang
didinkan dengan Peraturan Pemerintah No .1 Tahun 1946 dilebur
ke dalam Bank Koperasi Tani dan Nelayan dengan Peraturan
Pemerimtah Pengganti Undang-Undang No .42 tahun 1960 .
Selanjutnya berdasarkan Penetapan Presiden No . 9
Tahun 1965 Bank Koperasi Tani dan Nelayan dilebur ke dalam
Bank Indonesia , menjadi Bank Indonesia Urusan Koperasi , Tani
dan Nelayan . Dengan Penetapan Presiden+No. 17 Tahun 1965
Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan dilebur ke
dalam Bank Tunggal Bank Negara Indonesia dan menjalankan -
usahanya dengan nama BNI Unit II . Dalam kegiatan schari-hari
eks peleburan Bank ﬁalqzat Indonesia dengan Bank Tani dan
Nelayan bekerja dengan nama BNI Unit II Bidang Rural , sedangkan
eks NHMbeker_}a q_engan ~nama BNI Unit I Bidang Eksim.
Berdasarkan UU No. 14 'fah‘un 1967 dan UU No. 13 Tahun 1968
BNI Unit 1l Bidang Rural dan Eksim dipisahkan menjadi bank

milik negara dengan nama :

etk
P
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I. Bank Rakyat Indonesia yang menampung  segala hak dan
kewajiban serta kekayaan dan perfengkapan-perlengkapan BNI

Unit 11 Bidang Rural , dengan UU No .21 Tahun 1968 .

2. Bauk Ekspor Impor Indonesia yang menampung segala hak dan

kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan BNI Unit II Bidang
Eksim , dengan UU No .22 Tahun 1968 .
Undang-Undang No . 21 Tahun 1968 Tentang Bank Rakyat
Indonesia  memberikan landasan  hukum bagi BRI dalam
menjalankan fungsinya , karena di dalam Undang-Undang No . 21
Tahun 1968 sccara tegas disebutkan tugas dan fungsi Bank Rakyat

Indonesia  bahwa Bank Rakyat Indonesia mempunyai tugas dan

fungsi sebagai bank wmum dalam arti scluas-luasnya yang

diarahkan kepada pelayanan sckior koperasi |, tani dan nelayan L

dengan menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang terdapat - dalam

undang-undang perbankan . Misi sosial Bank Rakyat Indonesia

secara Jelas dituangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No . 21 - -

Tahun 1968 yang menyatakan bahwa kegiatan bank harus
diarahkan  kepada  usaha-usaha meningkatkan  kesejahteraan
masyarakat dan pembangunan perckonomian  nasional dengan
melakukan aldivitas scbagai suatu bank komersial yang memiliki
sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Memberikan kredit kepada golongan koperasi |, petani dan

nelayan untuk :
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a. membantu pertumbuhan koperasi khususnya koperasi-koperasi
petani dan nelayan .

b. membantu para petani dan nelayan yang belum menjadi
anggota koperasi mengembangkan wusaha mereka serta
membantu  usaha-usaha untuk melembagakan mereka
berdasarkan asas koperasi .

2. Membantu industri kecil , pengrajin , pedagang kecil , dan

kegiétan-kegiatan berskala kecil lainnya .

3. Membantu memperlancar pelaksanaan kebijakan pemerintah di

bidang pertanian .

4. Membantu pererintah melaksanakan program-program
pembangunan desa . |
5. Mengawasi bank-bank desa , lumbung-lumbung padi , bank-
bank pasar dan bank-bank lain yang sejenis sesuai ‘peraturan. < -
dan kebijakan Bank Indonesia .
Dari bunyi Pasal 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 1968 - dapat
disimpulkan secara jelas misi sosial Bank Rakyat Indonesia sebagai
bank umum  komersial di dalam menjalankan fungsinya yaitu
melayani seluruh lapisan masyarakat khususnya petani , nelayan
dan koperasi- . Misi sosial BRI tersebut sampﬁi sekarar_xg tetap
dipertahankan , bahkan diperluas yaitu membantu pengusaha kecil

serta menengah .
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bUndang-Undang No . 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan .
- Sebelum  diberlakukannya Undang-Undang No. 10
Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun
1992 Tentang Perbankan dalam dunia perbankan telah berlaku 2
(dua ) buah perundang-undangan perbankan yaitu Undang-Undang
No. 14 Tahun 1967 Tentdng Undang-Undang Pokok Perbankan
serta Undang-Undang No . 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 yang berlaku pada waktu itu |
karena sudah  tidak  dapat lagi mengikuti  perkembangan
pérekonomian nasional maupun internasional , maka Undang-
Undang No. 14 tahun 1967 diganti dengan Undang-Undang No. 7
tahun 1992 Tentang Perbankan . Selanjutnya bahwa dalam rangka
menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang - senantiasa-
bergerak cepat . kompetitif dan terintegrasi. dengan tantangan yang
semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju
diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi , termasuk
perb-ankan . Dt samping itu juga dalam memasuki era globalisasi
dan dengan diratifikasinya beberapa perjanjian internasional di
 bidang perdagangan barang  dan jasa , diperlukan penyesuaian
terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian |
khususnya sektor perbankan , maka oleh Pemerintah diadakan

perubahan terhadap Undang-Undang No . 7 tahun 1992 dengan
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Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No .7 Tahun 1992 Tentang Perbankan .

Di dalam penjelasan wmmum UU No. 10 Tahun 1998
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No . 7 Tahun 1992
Tentang Perbankan disebutkan bahwa sektor perbankan yang
memiliki  nilai  strategis sebagai lembaga intermediasi dan
penunjang  sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat
menentukan dalam proses penyesuaian  dimaksud . Sehubungan
dengan itu , diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan
nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank
secara individual melainkan juga penyechatan sistem Perbankan
secara menyelurtuh . Upaya penyehatan perbankan nasional menjadi
fanggung jawab bersama antara Pemerintah , bank-bank ity sendiri
dan masyarakat- pengguna jasa--bank . Adanya tanggung jawab
bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat. kesehatan
Perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam
perekonomian nasional .

Agar pembinaan dan pengawasan bank dapat terlaksana

secara efektif , kewenangan dan tanggung jawab mengenai

perijinan bank , yang semula berada pada Menteri Keuangan ,

menjadi berada pada pimpinan Bank Indonesia sehingga Bank
Indonesta mempunyai kewenangan dan tanggung jawab yang utuh

untuk menetapkan perijinan , pembinaan dan pengawasan bank
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serta  pengenaan sanksi terhadap bank vyang tidak mematuhi
peraturan  perbankan yang berlaku . Dengan demikian , Bank
Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menilai
dan memutuskan kelayakan pendirian suatu bank dan atau
pembukaan kantor bank . Peranan Perbankan nasional perlu
ditingkatkan sesuai  dengan fungsinya dalam menghimpun  dan
menyalurkén dana masyarakat dengan lebih memperhatikan
pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan
prioritas kepada koperasi , pengusaha kecil dan menengah | serta
berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminas schingga akan
memperkuat struktur perekonomian nasional . Demikian pula bank
perlu memberikan perhatian yang lebih besar dalam meningkatkan
kinerja perekonomian di wilayah operasi tiap-tiap kantor .
Pengertian Banw diatur dalam Pasal 1 angka 2 yang
menyebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yvang menghimpun
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya
kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat . Yang

dimaksud dengan simpanan adalah seperti yang diatur dalam Pasal

1 angka 5 yang menyebutkan simpanan adalah ~dana yang

dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian
penyimpanan dana dalam bentuk giro | Deposito , Sertifikat

Deposito , Tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan
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dengan itu . Sementara pengertian kredit diatur dalam Pasal 1
angka 11 yang menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang
dan tagihan yang dapat dipersamakan. dengan itu , berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pithak lain yang
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah
Jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga .

Pasal 2 UU No 7 Tahun 1992 sebagaimana telah
diubah dengan UU No . 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa
Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya  berasaskan
demokrasi ckonomi dengan menggunakan prinsip  kehati-hatian.
Yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokras
ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,

Selanjutnya  Pasal 3 Undang-Undang No . 7 Tahun 1992

+  sebagaimana telah diubah "dengan Undang-Undang No . 10 Tahun

1998 menegaskan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adaléh
sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat . Sedangkan
Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyei-)utkan
bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang  pelaksanan

-pembangunan nasional dalam. rangka meningkatkan pemerataan |

pertumbuhan ekonomi , dan stabilitas nasional . kearah peningkatan
kesejahteraan rakyat banyak . Sedangkan Pasal 5 ( 2 ) Undang-

Undang No .7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan
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Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa Bank
Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan
tertentu atau perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu .
Di dalam penjelasan Pasal 5 ayat ( 2 ) disebutkan bahwa yang
dimaksud dengan “mengkhususkan din  untuk melaksanakan
kegtatan  tertentu” adalah antara lain melaksanakan kegiatan
pembiayaan jangka panjang , pembiayaan untuk mengembangkan
koperasi , pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah /

pengusaha  kecil pengembangan ekspor non migas , dan

pengembangan perumahan . Dari bunyi Pasal 5 ayat (2 ) tersebut
dapat disimpulkan bahwa Bank Rakyat Indonesia adalah Bank

Umum yang mempunyai sifat khusus , karena dalam menjalankan

fungsinya ~ mengkhususkan diri pada kegiatan-kegiatan tertentu

yaitu di samping melaksanakan kegiatan sebagai bank umum juga -

melaksanakan kegiatan tertentu yaitu dalam rangka mengembangkan
usaha kecil dan menengah | juga untuk mengembangkan koperasi .
Undang-Undang No . 10 Tahun 1998 tidaklah sebagai pengganti
dar1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, namun hanya mengubah
beberapa pasal dalam Undang-Undang No .7 Tahun 1992 yang

dianggap tidak sesuai lagi dengan

perkembangan perckonomian
serta perdagangan di era globalisasi dewasa ini. Di samping it

dalam Undang-Undang No . 10 Tahun 1998 juga ditambahkan
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beberapa pasal yang belum diatur dalam Undang-Undang No . 7
Tahun 1992 .
¢.Undang-Undang No .23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia .
Undang-Undang No . 23 Tahun 1999 Tentang Bank
indonesia adalah sebagai pengganti Undang-Undang No . 13 Tahun
1968 Tentang Bank Sentral yang tidak sesuai lagi untuk
menghadapi tuntutan perkembangan dan dinamika perekonomian
nasional dan internasional dewasa i dan di masa yang akan
datang . Oleh sebab itu diperlukan penggantian Undang-Undang No .
13 Tahun 1968 tersebut dengan undang-undang yang baru yang
memberikan status , tujuan dan tugas yang lebih tepat kepada Bank
Indonesia selaku otoritas moneter .

Di dalam Undang-Undang No .23 Tahun 1999 ini ,

Bank- Indonesia mempunyai satn tujuan , yaitu .mencapai....dan. ...

memelihara - kestabilan nilai rupiah . Kestabilan nilai rupiah dan
nilai tukar yang wajar merupakan - sebagian dari . prasyarat bagi
tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang
pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat . Tujuan
Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai
.rupiah perlu ditopang dengan tiga pilar utama yaitu kebijakan
moneter dengan prinsip kehati-hatian , sistem pembayaran yang

cepat dan tepat , serta sistem perbankan dan keuangan yang sehat .
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Di dalam Undang-Undang 23 Tahun 1999 discbutkan
mengenal tujuan dan tugas Bank Indonesia selaku otoritas moneter .
Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan
nilai rupiah . Sedangkan tugas Bank Indonesia antara lain yaitu : (a)
~ tugas menctapkan dan melaksanakan kebijakan moneter ; (b ) tugas
mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran ; ( ¢ ) tugas
mengatur dan mengawasi bank . Dengan kedudukan Bank Indonesia
sebagai Bank Sentral serta selaku otoritas moneter , maka dunia
perbankan ( semua bank ) di dalam menjalankan aktivitasnya harus
tunduk kepada Undang-Undang No .23 Tahun 1999 Tentang Bank
indonesia . Atau dapat disimpulkan bahwa dunia perbankan di Indo
nesia dalam menjalankan fungsinya harus berlandaskan kepada
U;;dang-Undang No .23 Tahun 1999 serta Undang-Undang No . 10
tahun 1998 Tentang Perubshan aias Undang-Undang No..7 Tahun
1992 Tentang Perbankan .
Adapun beberapa pasal dalam UU -No . 23 Tahun 71999 Tentang
Bank Indonesia yang memberikan landasan hukum bagi Bank
rakyat Indonesia dalam menjalankan fungsinya adalah :

Pasal 8 , Pasal 11 , Pasal 16 , Pasal 17 , Pasal 18 , Pasal 24 |

e et s ek d o e e L

Pasal 25 , Pasal 26 , Pasal 27 , Pasal 28 , Pasal 29 , Pasal 31 |

Pasal 32 , Pasal 33 , Pasal 34 , Pasal 35 .
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 486 / KMK

017 /1999 Tentang Pendanaan Kredit Usaha Tani .
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Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor : 486 /KMK . 017/1999 Tentang Pendanaan Kredit Usaha Tani
adalah merupakan peraturan terbaru tentang Kredit Usaha Tani yang
digulirkan sejak tahun 1984 .

Adapun dasar pértimbangan dikeluarkannya Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor ; 486/ KMK . 01771999
adalah dalam rangka peningkatan produksi pangan untuk mendukung
pelestarian swa sembada pangan dan peningkatan pendapatan petani
maka dukungan pendanaan Kredit Usaha Tani ( KUT ) masih tetap
diperlukan . Selanjutnya dalam rangka mendukung efisiensi dan
efektifitas penyaluran KUT , maka diperlukan peran serta koperasi dan
kelompok tani serta melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat . Di
dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa vyang dimaksud dengan
Kredit Usaha Tani “(KUT ) adalah kredit modal kerja yang dananya
dapat berasal dari pemerintah |, bank pelaksana , atau bank umum
lainnya di luar bank pelaksana , yang disalurkan oleh bank pelaksana
kepada koperasi primer atau Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai
pelaksana penyalur kredit untuk keperluan petani yang tergabung dafam
kelompok tani guna membiayai usaha taminya dalam rangka intensifikasi

padi , - kedelai dan jagung . Dari bunyi pasal tersebut  dapat

disimpulkan bahwa Kredit Usaha Tani dari bank pelaksana tidak
langsung diserahkan kepada kelompok petani , akan tetapi penyaluran

KUT lewat Koperasi Primer atau Lembaga Swadaya Masyarakat
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Selanjutnya dalam Pasal 3 ( 1 ) discbutkan bahwa Bank Rakyat
Indonesia oleh Pemerintah ditunjuk sebagai Bank Koordinator
penyaluran KUT . Ditunjuknya Bank Rakyat Indonesia sebagai Bank
Koordinator penyaluran KUT , hal im disebabkan karena sejak
berdirinya BRI mempunyai tugas dan fungsi sebagai bank umum dalam
artt seluas-luasnya yang diarabkan kepada sektor koperasi , tani dan
nelayan . Bank Rakyat Indonesia di samping bertindak sebagai bank
koordiniator penyaluran KUT , sekaligus juga bertindak sebagai bank
pelaksana dalam rangka penyaluran KUT . Hal ini ditegaskan dalam
Pasal 3 (2 ) yang menyebutkan penunjukan PT Bank Rakyat Indonesia
( Persero ) selaku bank koordinator tidak menghilangkan haknya untuk
dapat ditunjuk sebagai bank pelaksana dalam rangka penyaluran KUT .

Di dalam pelaksanaannya ternyata KUT menimbulkan
permasalahan yang luar biasa ,.hal ini disebabkan adanya tunggakan
yang membengkak dan penyalahgunaan yang- luar biasa . Dari data
Meénkop / UKM “hingga akhir Desember 2000 , KUT tahun pembayaran
(TP) 199871999 yang tertunggak sebesar Rp . 6,053 trilyun atau 71,
9 persen dari realisasi kredit scbesar Rp. 8 ,4 trilyun , sementara

tunggakan atau sisa pinjaman TP 1999 /2000 mencapai Rp. 1, 038

trilyun atau 82,3 persen dari realisasi Rp. 1,260 trilyun , namun

sebagian kredit jatuh tempo akhir Maret 2001 . Dengan demikian

>
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total tunggakan atau sisa pinjaman KUT saat ini Rp.7,2 trilyun atau

6

9,1 persen dari realisasi sebesar Rp . 10,5 trilyun ¢

Adapun indikasi penyimpangan KUT adalah sebagai

berikut

a.

Dana KUT vyang disalurkan terkadang melebihi dari jumlah yang
layak untuk kebutuhan per hektar sawah / lahan , atau secara
keseluruhan KUT vyang disalurkan melebihi  total vang sudah
dituangkan pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok ( RDKK ).

b. Jumlah KUT yang disalurkan oleh Bank penyalur melebihi Jumlah
yang direkomendasikan oleh Kantor Departemen Koperasi sebagai

pemutus kredit .

. Ada bank yang tidak mau menerima angsuran pengembalian KUT

dari petani .
- Ada dana-.KUT: yang disalurkan ~bukan. untuk peruntukannya

Ll

misalnya KUT tidak digunakan sebagai dana untuk membeli

- teknologi yang justru dianjurkan dalam RDKK .

c.

Jumiah dana KUT yang disalurkan ke petani lebih kecil | lebih kecil
dari yang tertuang pada RDKK . Sebagian KUT malah diberikan
kepada petani fiktif atau yang tidak ada namanya dalam RDKK .

Sebagi?n KUT disalurkan dalam bentuk barang , yaitu sarana
produksi pertanian { saprotan ) seperﬁ pupuk , benih ., pestisida dan

lain-lain , namun kondisi saprotan itu ada yang telah rusak .

% Harian Kompas , 25 Pebruart 200} .
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g KUT disalurkan untuk lahan yang bukan tujuan KUT .

h. Perum Penjamin  Kredit Koperasi ( Perum PKK ) menolak
pembayaran rtisiko atas kemacetan KUT . Sebab Perum PKK tidak
diberi premi risiko sebesar 1,5 persen dar total kredit oleh bank-
bank penyalur KUT .

L. Untuk memperlancar penyaluran KUT , terutama dalam hal
percepatan penyaluran kepada petani , bank penyalur dimungkinkan
mendahulukan pemberian dana KUT ke petani . Untuk itu kemudian
bank tersebut bisa meninta pembayaran kembali { reimburse ) ke
kantor Bank Indonesia setempat . Ada kejadian , bank pelaksana
malah sudah. mengajukan reimburse sebelum bank tersebut belum
mencaitkan KUT kepada koperasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat

(LszjI) .

- J. Untuk memperlancar penyaluran KU/ , pada tahun penyediaan (TP)

1998 / 1999 dan 1999 / 2000 , dimungkinkan tampilnya peranan
koperasi dan LSM scbagai perantara atau fasilitator .. Pada
kenfataannya di lapangan , sebagian koperasi dan LSM itu telah
menyalurkan KUT tanpa didukung dengan bukti-bukti pendataan yang
memadai . Karena itu , penyaluran KUT melalui scbagian koperasi
daJ_J_LSM E tidak sepenuhnya bias diyakini kebenarannya .

k. Bagi koperasi dan LSM diberikan persyaratan | hanya bisa berperan
sebagai penyalurr dana KUT . Dengan syarat , Koperasi dan LSM

tersebut bisa diijinkan sebagai penyalur jika hanya memiliki
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tunggakan pembayaran KUT maksimal 50 persen ( dari total yang
disalurkan lewat koperasi / LSM ) untuk TP 1998 /1999 dan 25
persen untuk tunggakan TP 1999 /2000 . Namun ada indikasi ,
bahwa koperasi dan LSM yang memiliki tunggakan di atas
prosentase yang telah ditentukan itu , masth diperbolehkan sebagai
penyalur KUT .

Llumlah saprotan yang seharusnya telah disediakan oleh koperasi /
LSM -sesuai RDKK —temyata pada saat dibutuhkan petani saprotan
ttu tidak tersedia .

m. Angsuran pengembalian KUT dari petani , dari kelompok tani
kepada koperasi / LSM tidak segera disetorkan oleh koperasi / LSM
ke bank sehingga angsuran tersebut mengendap di kelompok tani .

n. Angsuran pengembalian KUT oleh koperasi ke bank , belum

| dilaporkan oleh bunk pada akhir bulan pembayaran tersebut .. . .
0. Angétlran pengembalian KUT dari petani disalahgunakan oleh kepala

” desa .’

Dengan sedemikian besarnya tunggakan KUT serta
banyaknya penyimpangan yang terjadi baik dalam penyaluran maupt-m
pengembalian  KUT , maka Pemeriniah pada tanggal 8 Pebruari 2001
telah mmgambil kebijaksanaan dengan  merestrukturisasi KUT
Restrukturisasi dilakukan dengan menghapus seluruh bung; KUT dan

penghapusan tunggakan pokok 25 persen hingga 50 persen

" Harian Kompas . 23 Pebruari 2001 .
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Restrukturisasi dilakukan berdasarkan luas lahan . Lahan yang kurang
dari 0,5 hektar mendapat penghapusan pokok 50 persen , lahan 0,5-1
hektar , penghapusan pokok 35 persen , dan lahan lebih dari 1 hektar
sebesar 25 persen . Selain itu , masa pembayaran ditetapkan bertahap ,
setiap masa panen paling lama satu tahun dan selama pembayaran
tidak dikenakan bunga . Restruturisasi ini , hanya dilakukan satu kali
untuk kredit tertunggak per Desember 2000 sesuai data pada bank

pelaksana .

3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor - 345 /KMK

. 017 /2000 Tentang Pendanaan Kredit Ketahanan Pangan .

Seperti telah penulis kemukakan dalam hasil penelitian |
bahwa dasar pertimbangan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia No . 345 /KMK . 017 /2000 tentang
Pendanaan Kredit Ketahanan Pangan adalah. bahwa. . dengan
diundangkannya Undang-Undang No .23 Tahun 1999 Tentang Bank
Indonesia , Bank Indonesta tidak dapat lagi-- memberikan kredit
likuiditas Bank Indonesia dalam rangka meinbiayat kredit program .
Selanjumya dalam rangka upaya peningkatan ketahanan pangan
nasional masih diperlukan penyediaan kredit dengan tingkat bunga
yang terjangkau guna membiayai investasi dan atau modal kerja bagi
petani , petemak nelayan dan petani ikan dan koperasi . Yang
dimaksud dengan Kredit Ketahanan Pangan { KKP ) menurut Pasal 1

angka 1 Surat keputusan Menteri Keuangan No . 345 / KMK . 017 /
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2000 adalah kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan oleh
Bank Pelaksana kepada petani , peternak , nelayan dan petani ikan ,
kelompok ( tani, petemak , nelayan dan petani ikan ) dalam 'raﬁgka
pembiéyaan intensifikasi padi , jagung , kedelai , ubi kayu , ubi jala;
, budidaya tanaman tebu , peternakan sapi potong , ayam buras dan
itik , usaha penangkapan dan budidaya ikan , serta kepada koperasi
dalam rangka pengadaan pangan berupa gabah |, jagung dan kedelai .
Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Kredit Ketahanan
Pangan ( KKP ) adalah kredit investasi atau modal kerja yang
dibenkan oleh Bank Pelaksana yang digunakan untuk membiayai
modal kerja bagi para :

(a) petani : dalam rangka kegiatan intensifikasi padi ,
jagung , kedelai , ubi kayu , dan ubi jalar , dan
pengembangan budidaya tanaman tebu

(b)) petenak : dalam rangka kegiatan usaha peternakan
sapl potong , ayam buras dan itik :

(c) petani ikan : dalam rangka budidava ikan dan atau
bersama-sama dengan usaha budidaya peternakan ayam

buras |

(d) nelayan K dal_am mpgka kegiatan usaha penangkapan
ikan ; dan

() koperasi dalam rangka pengadaan pangan berupa gabah

, Jagung dan kedelai .
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Kredit Ketahanan Pangan ini adalah sebagai pengganti
dari Kredit Usaha Tani ( KUT ) , di mana Kredit Ketahanan Pangan
mempunyai persyaratan yang lebih berat dibandingkan dengan KUT |
karena dalam Kredit Ketahanan Pangan disyaratkan harus ada jaminan
sedangkan KUT tidak perlu jaminan . Persyaratan selanjumya yaitu
balrwa debitur yang menunggak KUT , tidak dapat mengajukan Kredit
Ketahanan Pangan_(KKP) karena harus melunasi dahulu pinjamannya .

Selanjumya sebagai Bank Pelaksana adalah Bank
Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No .7 tahun 1992
tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10
Tahun 1998, yang ditunjuk scbagai pelaksana pemberian KKP . { Pasal 1
angka 2 Keputusan Menteri Keuangan R .I Nomor : 345/ KMK . 017/
2000 ) . Dengan fdemikian dapat disimpulkan bahwa bank yang dapat
ditunjuk sebégaj bank. Pelaksana KKP adala;.; Bank Umum yang
mengajukan permohonan untuk ditunjuk sebagai Bank Pelaksana disertai
pernyataan kesedian menyediakan KKP dengan persyaratan sebagaimana
ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan . Bank Rakyat Indonesia
adalah salah satu bank umum yang menjadi bank pelaksana KKP ,  hal
ini sangat tepat sekali karena sesuai dengan misi dan visi yang diemban
oleh Bank Ra_l-Eyat Indonesia ..
Di dalam Pasal 3 disebutkan bahwa pendanaan Kredit
Ketahanan Pangan ( KKP ) berasal dari dana Bank Pelaksana . Hal inj

discbabkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.23 Tahun 1999
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Tentang Bank Indonmesia , maka Bank Indonesia tidak dapat lagi
memberikan kredit likuiditas Bank Indonesia dalam rangka membiayai
kredit program . Karena KKP berasal dari dana bank pelaksana sendiri ,
dengan demikian risiko KKP sepenuhnya ditanggung oleh bank pelaksana
dengan ketentuan sebagian risiko dapat dijaminkan kepada lembaga
penjamin yang dipilih bank pelaksana yang bersangkutan atas biaya
sendin .
. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 30 /4 / KEP / DIR
Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil .
Dasar pertimbangan dikeluarkannya Surat Keputusan
Dircksi Bank Indonesia No . 30/4/KEP/DIR /1997 tentang Pemberian
Kredit Usaha Kecil adalah dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat
dan pencapaian sasaran pemerataan , maka diperlukan program
- penyediaan kredit bagi usaha kecil yang produktif | yang didukung . dan
dilaksanakan secara luas oleh semua bank .
Di dalam Pasal | angka 4 S . N Direksi Bank

Indonesia No . 30 /4 / KEP / DIR / 1997 disebutkan bahwa yang dimaksud

dengan Kredit Usaha Kecil ( KUK ) adalah kredit investasi dan atau |

kredit modal kerja , yang diberikan dalam rupiah atau valuta asing
kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit keseluruhan maksimum
Rp. 350 . 000 . 000, ( tiga ratus lima puluh juta rupiah } untuk

membiayai usaha yang produktif .
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Selain  kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 4 krgdit—kedit lain yang dapat diperhitungkan sebagai KUK
adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat 3 yang menyebutkan
bahwa : Kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan
plafbn maksimum Rp. 25 000 .000, ( dua puiuh lima juta rupiah ) , tanpa
melihat jenis penggunannya untuk kegiatan produktif atau konsumtif |
seluruhnya dapat diperlakukan sebagai KUK .

Tujuan pemberian KUK adalah memberikan pelayanan
perbankan kepada usaha kecil schingga pada akhimmya usaha mereka dapat
bérkembang menjadi usaha menengah dan besar . Sejalan dengan fungsi
utama bank scbagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat , maka
Bank Rakyat Indonesia tetap konsisten dengan misi yang diembannya

yaitu memberikan perhatian dan pembiayaan kepada pengusaha kecil .

- Salah satu komitmen BRI adalah menjadi pelopor dan -.memberkan

prioritas tinggi pada upaya pengembangan usaha kecil dan menengah serta
koperasi . Hingga saat ini BRI telah mengucurkan sekitar 65 persen
kreditnya ke Usaha Kecil Menengah ( UKM ) , di mana BRI
mentargetkan akan menyalurkan kredit kepada UKM sebanyak 80 persen
dari seluruh kreditiya . Namun dilihat dari prosentase tersebut , BRI

telah mencapai jauh di atas prosentase minimal KUK yang ditetapkan

oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 20 persen .

58K . NOKEP: S.34-DIR/ADK/ 11/95 Tentang Kebijaksanan Umum

Prekreditan PT Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) ( KUP- BRI)



Dasar pertimbangan dikeluarkannya SK . NOKEP : 34 DiR/

)

ADK /11 /95 yaitu bahwa PT Bank Rakyat Indonesia ( Persero) dalam
melakukan kegiatan usallanya , terutama dengan menggunakan dana
masyarakat yang dipercayakan kepadanya , wajib melindungi dan
memelihara kepentingan dan kepercayaan masyarakat . Selanjutnya bahwa
pemberian kredit merupakan kegiatan utama PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero ) yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan
dan kelangsungan usaha , maka dalam pelaksanaannya harus berdasarkan
asas-asas perkreditan yang sehat . Agar pemberian kredit dapat
dilaksanakan secara konsisten dan didasarkan pada prinsip kehati-hatian
dalam perkreditan maka diperlukan suatu kebijaksanaan perkreditan yang
tertulis . Sehubungan dengan hal tersebut , PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) memandang perlu untuk menetapkan suatu kebijaksanaan umum
perkreditan yang merupakan acuan. bagi - unit-unit kredit di PT Bank
Rakyat Indonesia ( Persero )

Dengan  demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa
Kebijaksanaan Umum Perkreditan ( KUP ) PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) sebagai kebijaksanaan perkreditan yang berlaku di PT Bank
Rakyat Indonesia ( Persero ), di mana Kebijaksanan Umum Perkreditan
(KUP) PT Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) menjadi acuan dalam
penyusunan pedoman pelaksanaa-n perkreditan di PT Bank Rakyat

Indonesia ( Persero ).
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B .2 .Kendala-Kendala Yang Dihadapi Bank Rakyat Indonesia Dalam

Menjalankan Fungsinya .

Seperi telah dikemukakan dalam hasil penelitian bahwa
Bank Rakyat Indonesia mempunyai fungsi menghimpun dan menyalurkan
dana masyarakat serta mempunyai misi melayani seluruh lapisan
masyarakat , khususnya masyarakat menengah ke bawah , pengusaha
kecil , menengah serta koperasi, di dalam menjalankan fumgsinya sudah
barang tentu menghadapi kendala atau hambatan . Kendala-kendala yang
dihadapi Bank Rakyat Indonesia dalam menjalankan fungsinya dapat
diketahui dari beberapa faktor yaitu :
1. struktur kepemilikan dan benturan kepentingan .
2. strategi usaha.
3. manajemen dan tisiko pengendalian: kredit .

4. kelemahan operasional .

Lre

kendala-kendala ‘dan potensi masalah di bidang perkreditan .
1. Struktur kepemilikan dar benturan kepentingan
Seperti kita ketahui bahwa Bank Rakyat Indonesia adalah

bank umum milk pemerintah yang kepemilikannya diwakili oleh

Departemen Keuangan dalam hal ini adalah Menteri Kevangan . .

Kepemilikan Bank Rakyat Indonesia oleh pemerintah tersebut dengan
sendirinya memberikan dampak yang positif dalam menghadapi keragu-

raguan imasyarakat mengenai keamanan penempatan dana di perbankan
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Indonesia . Sebagai bank milik pemerintah , BRI mengemban misi
sebagal Agent of Development atau alat pemerintah dalam membangun
perckonomian  bangsa melalui  pembiayaan semua  jenis  usaha
pembangunan. Sebagai bank pelaksana yang menyalurkan kredit program
., misalnya Kredit Usaha Tani ( KUT )}, BRI sering dihadapkan pada
kondisi yang tidak menguntungkan , yaitu bahwa secara politis
pemerintah harus segera merealisir pemberian kredit sementara secara
bank teknis masih terdapat syarét—syarat yang belum dipenuhi oleh
pemohon kredit . Hal seperti inilah yang dikemudian hari akan.
menyulitkan BRI |, karena apabila terjadi risiko maka risiko tersebut
menjadi tanggung jawab BRI . Artinya apabila terjadi kerugian di dalam
penyaluran kredit program tersebut maka ménjadi tanggung jawab BRI .
Di samping itu tidak semua kredit program yang disalurkan oleh BRI
memberikan keuntungan ...
2. Strategi Usaha

Deregutasi  Perbankan yang dicanangkan tahun 1983 .
menjadikan Bank Rakyat Indonesia untuk berbenah diri untuk
menjadi bank umum yang sehat , kuat serta mampu memberikan
pelayanan yang baik bagi selurub lapisan masyarakat dan seluruh

strata bisnis . Hal ini dapat dilihat dari serangkaian kebijakan yang

telah disusun dan diterapkan , antara lain kebijakan di bidang
pemberdayan sumber daya , di bidang perkreditan , penyusunan

Corporate Plan BRI 1994-2000 |, kebijakan penyempurnaan dan
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pengembangan Informasi Teknologi ( IT ) serta penyempurnaan
organisasi BRI melalui konsep Strategic Business Unit ( SBU ) yang
meliputi  SBU Micro Banking , SBU Retail Banking , SBU
Corporate Banking dan SBU Investment Banking .

Meskipun penyusunan strategi untuk menjadikan BRI
bank yang sehat , kuat dan mampu melayani seluruh lapisan
masyarakat telah dilakukan , namun mengingat besarnya organisasi
dan banyaknya jumlah SDM yang ada , dengan demikian masih
dijumpai banyak kendale untuk mencapai hasil yang optimal
Dengan adanya kebijakan pemerintah yang seringkali berubah-ubah
dengan cepat , menambah sulit bagi BRI dalam menyusun strategi
yang cocok untuk mencapai sasarannya . Di dalam Corporate Plan
BRI 1994-2000 , dalam mefigembangkan bisnisnya BRI memutuskan
untuk -fokus kepada segmen kecil. /ritel tanpa 111eninggalkau'f segmen
besar .

Salah satu L;endaia strategis yang dihadapi BRI dalam
pelayanan sektor ritel yaitu masih lemahnya sarana Teknologi Sistem
Informasi ( TSI) yang dimiliki BRI . Meskipun tahun 1996 BRI
telah melakukan penyempumaan dan pengembangan  Informasi
Teknologi ( IT ) serta berhasil menyusun IT-Plan , namun karena
dihadapkan kepada masalah baru yaitu krisis ekonomi dengan
sendirinya usaha tersebut belum dapat diselesaikan secara tuntas .

Sementara pelayanan di segmen korporasi , sampai dengan
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pertengahan tahun 1997 secara keseluruhan baik dari sisi kualitas |
kuantitas maupun besarnya komposisi dalam portofolio pinjaman BRI
, keberadaan kredit korporasi masih dapat diterima . Namun dengan
terjadinya krisis moneter dan krisis ekonomi , pembiayaan kredit-
kredit berskala besar telah mengakibatkan jatuhnya kinerja BRI
karena membengkaknya jumlah pinjaman besar yang diberikan dalam
bentuk valas disertai dengan memburuknya kinerja kredit korporasi
tersebut .

- Walaupun BRI  mnghadapi  kesulitan  dengan
memburuknya kinerja kredit korporasi sebagai akibat dari terjadinya
krisis moneter dan krisis ekomomi, serta dicanangkannya program
transformasi dan reorientasi bisnis BRI pada tahun 1998 di mana

strategi bisnis BRI menitik beratkan kepada pengembangan bisnis

yang berfokus- kepada micro dan retail banking , akan. tetapi.kiprah .- -

BRI dalam segmen besar masih dirasakan perlu , karena adanya

beberapa pertimbangan antara lain sebagai berikut :

I. perlu adanya wadah untuk menampung nasabah-nasabah yang
dibina BRI dari kecil yang usahanya kemudian berkembang
menjadi besar , sehingga skala kredit yang dibutuhkan menjadi

lebih besar .

2. Untuk memudahkan pelayanan dan pengawasan , dalam

pembiayaan dengan pola kemitraan , pola ‘bapak—anak angkat

k]
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maupun pola inti plasma dan sejenisnya , maka pelayanan kepada
segmen besar perlu tetap dipertahankan di BRI .

3. Kemampuan BRI dalam memberikan pelayanan kepada segmen
kecil dan menengah telah menciptakan sinerji antara BRI , pihak
luar , pengusaha kecil / menengah dan pengusaha besar , misalnya
pelayanan kredit pupuk ( dengan PUSRI ) , pengadaan pangan
(dengan Bulog ) . Sinerji seperti tersebut di atas patut

dipertahankan dan ditingkatkan .

3. Manajemen dan pengendalian risiko kredit
Tahun 1995 BRI telah berhasil menyusun Kebijaksanaan
Umum Perkreditan PT Bank Rakyat Indonesia ( Persero) ( KUP —BRI)
dengan Surat Keputusan NOKEP : S .34 — DIR / ADK / 11 / 1995 . |
Kebijaksanaan Umum Perkreditan BRI ini sebagai .penyempurnaan.-dari
Kebijakan & Prosedur Perkreditan yang disusun BRI dengan bantuan
konsultan Booz Allen & Hamilton tahun 1987 — 1989 . Dengan
diterapkannya Kebijakan Umum Perkreditan tersebut kinerja perkreditan
BRI secara umum vdapat dikatakan baik sampai sebelum terjadinya krisis
moneter dan knsis ekonomi , khususnya untuk kelompok pinjaman
. berskala kel .
Hambatan yang dihadapi dalam menangani kredit kecil
serta kredit program yaitu besarnya jumlah petugas kredit yang harus

terlibat di dalammya , sementara jumlah uang yang terlibat per satuan
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transaksi kecil , hal ini berakibat beban overhead yang tinggi. Sementara
hambatan yang dihadapi dalam penanganan kredit menengah dan besar
adalah masih terbatasnya kemampuan para petugas kredit dalam
menyerap dan menganalisa informasi dari business intelligence , sehingga
kurang proaktif dalam mengantisipasi perubahan kondisi eksternal yang
demikian cepat terjadi . |
Dengan demikian untuk mengatasi hal-hal seperti
tersebut di atas , maka penyempurnaan dan pengembangan Teknologi
Sistem Informasi. ( TSI ) harus dilakukan secara cépat dan optimal .
Sebab apabila pényediaan informasi nasabah yang sangat diperiukan
sechubungan dengan tugas-tugas perencanaan dan monitoring para pejabat
kredit belum dapat dilakukan dengan baik , misalnya Manajemen
Informatika Sistem ( MIS ) belum mampu memberikaif account / product
profitability report , belum dapat menyajikan laporan. yang up to date |,
akurat dan fterintegrasi sehingga menyulitkan dalam pengambilan
keputusan yang tepat .
4. Kelemahan Operasional
1. Bidang Teknologi Informasi
Meskipun BRI oleh masyarakat penyimpan dana
dipersepsikan aman , karena merupakan salah satu bank BUMN

namun dan sisi pelayanan BRI dipersepsikan sebagai bank yang

lambat dan ketinggalan di bidang sistem jasa pelayanan elektronik

P
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(menurut hasil penelitian konsultan riset Marketing Spesialist atau
MARS dan BRI pada tahun 1997 ). Hal ini disebabka.n karena :
a. BRI belum mampu memberikan jasa pelayanan transfer
yang cepat, aman dan murah ;
b. BRI belum mampu memberikan sistem pelayanan alternatif
yang dapat memudahkan nasabah di dalam bertransaksi
misalnya fasilitas ATM , phone banking .
¢. Sebagian besar kantor cabang BRI belum on line .
Di samping adanya kelemahan teknologi seperti tersebut di atas yang
dirasakan oleh para nasabah, juga dihadapi oleh unit-unit operasional
BRI sendiri , antara lain :
sistem delivery channel yang belum terintregasi dengan sempurna |
khususnya antar kantor cabéiilg dan kantor cabang dengan unit .
. Fungsi core banking system: .-yang ada. belum berorienta.i pad.a
nasabah , tidak lengkap dan kurang responsif terhaadp tuntutan
perubahan .

Management Information System yang ada kurang realible .

. Media komunikasi data masih sangat sederhana , sehingga mahal ,

lambat dan mengandung kerawanan tinggi .

. Perangkat keras yang ada sebagian besar telah berumur tua dan

ketinggalan jaman .

f. Program aplikasi di tingkat kantor wilayah dan kantor cabang belum

memenuhi kebutuhan pengguna .
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g Sistem perangkat keras yang ada tidak mampu mengelola
operasional harian dan banyak di antaranya yang masih versi lama.

h. Banyak pengguna akhir yang belum mampu memahami dan
menggunakan komputer beserta aplikasinya dengan baik .

Dari kelemahan-kelemahan seperti tersebut di atas |
baik yang dirasakan oleh nasabah maupun oleh unit-unit operasional |
maka Teknologi Sistem Informasi harus dibenahi agar BRI tidak
disebut sebagal bank yang kuno serta ketinggalan jaman , apalagi
dalam menghadapi era globalisasi ekonomi dewasa ini . Untuk
mengembangkan teknologi informasi , menurut Dirut BRI Rudjito ,
BRI telah menginvestasikan Rp. 300 miliar serta menggandeng mitra
seperti Hewlett Packard ( HP ) Indonesia , IBM , Silverlake dan
Mirosoft . Uji coba telah dilakukan di seluruh cabang BRI Jakarta .
Tahun 2001 sudah on-line seluruh cabang di Jawa , dan akhir tahun
2002 seluruh cabang BRI di Indonesia sudah on line - system .

2. Bidang Sumber Daya Manusia

Pengelolaan Sumber Dava Manusia ( SDM ) BRI saat im
secara umwn dapat dikatakan teiéh lengkap dan cukup baik. Sistem
Pengelolaan SDM tersebut meliputi , antara lain -
a. Sistem Perencanaan SDM .
b. Pedoman dan Standar Rekrutrn;an VPeg?_ﬁ\-lai ,l dari tingkat calon

pelaksana sampai dengan calon staf .
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¢. Pedoman dan Standar Pelatihan , dari mulai pegawai baru
pelaksana , staf sampai dengan tingkat manajer .

d. Pedoman dan Standar Penilaian ( PAP ).

e. Pedoman dan Standar Penilaian Potensi ( PAS)

f Pedoman dan Standar Individual Planning ( IDP)

g. Pedoman dan Standar Training Needs Assesment (TNA)

h. Sistem Database SDM .

Meskipun  demikian di dalam usaha meningkatkan
kualitas SDM BRI sudah barang tentu masih terdapat kendala yattu
adanya budaya yang kurang mendukung , contohnya dalam hal
penilaian karya. Tingkat objektivitas yang tinggi di dalam melakukan
penilaian , dikalahkan oleh rasa kekhawatiran untuk menjadi tidak

populer di mata para bawahannya . Hal ini akan berakibat , informasi

'yang akurat mengenai kondisi SDM BRI yang sangat diperlukan bagi

usaha manajemen puncak untuk mengarahkan dan meningkatkan

~kualitas SDM BRI sulit untuk diperoleh . Untuk mengubah budaya

tersebut kiranya perlu diberlakukannya sistem penilaian karya yang
baru , yaitu program pengembangan kinerja pegawai serta Peraturan

Disiplin Pegawai BRI .

- Kendala-kendala dan potensi masalah di bidang perkreditan

(1) Kredit Program
Di dalam pelaksanaan kredit program kekhawatiran bahwa

kualitas pinjaman KUT maupun pinjaman kepada koperasi akan




231

memburuk di maéa—maéa yang akan datang ternyata menjadi kenyataan
atau terbukti yaitu dengan banyakmya KUT yang macet . Hal tersebut
terutama disebabkan adanya kelonggaran kebijakan pemerintah dalam
hal penurunan persyaratan tunggakan vang diperkenankan dalam
penyaluran KUT , di samping itu juga adanya kebijakan hapus tagih
terhadap tunggakan kredit yang terjadi pada koperasi . Adanya
kebijakan pemerintah untuk menyalurkan kredif program dalam jumlah
yang lebih besar dengan suku bunga dan persyaratan yang lebih ringan
serta ditunjukknya BRI sebagai salah sau bank pelaksana utama |
dikhawatirkan dalam kondisi seperti saat ini yaitu krisis moneter serta
.krisis ckonom: akan menimbulkan moral hazard di masyarakat

Masyarakat akan menganggap bahwa kredit program terscbut

merupakan “hibah” dari pemerintah , sehingga tidak perlu dibayar

- kembali . Sementara di sisi lain potensi risiko yang dihadapi BRI

alam melaksanakan kredit program adalah cukup besar | mengingat

BRI ditunjuk sebagai bank koordinator pelaksana kredit program ,

antara lain :

a. nsiko dihentikannya kredit program akan berakibat hilangnya
sumber pendapatan BRI , penghentian pemanfaatan prasarana dan
sarana yang ada , hal ini berakibat bahwa BRI harus melakukan .
realokasi kembali sumber dayanya .

b. nsiko akibat missmatch pendanaan i{fedit . Pengalaman BRI

sebagai bank pelaksana utama kredit program , BRI harus
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merealisir kredit terlebih dahulu sementara pendanaan KLBI Kredit
(Likuiditas Bank Indonesia) yang tersedia tidak mencukupi atau
terlambat diterima BRI . Penggantian _kembali dana yang telah
dikeluarkan BRI teriebih dahulu sering tidak berjalan dengan baik
dan tepat waktu . Selain dar pada itu bunga atas kredit program
pada umumnya lebih rendah dari pada bunga pasar , penggunaan
dana BRI yang mahal jelas menyebabkan kerugian finansial bagi
BRI . Namun dengan diberlakukannya UU No . 23 Tahun 1999
Tentang Bank Indonesita , maka Kredit Likuiditas Bank Indonesia
telah dicabut . Dengan demikian , maka BRI harus dapat
memanfaatkan dananya sendiri untuk pembiayaan bagi kredit kecil .
Risiko lemahnya koordinasi inter departemental atau pihak-pihak

terkait . Pada 'kenyatannya peféksanan kredit program melibatkan

banyak pihak , di mana tidak tertutup kemungkinan masing-ma.ing -

pihak memiliki pemahaman yang berbeda atas suatu peraturan
pelaksanaan . Sebagai contoh BRI dalam menyalurkan KUT: | ada
beberapa pihak yang terlibat di dalamnya yaitu BRI sebagai bank
pelaksana , LSM ( Lembaga Swadaya Masyarakat ). Koperasi .
Untuk itulah maka diperlukan koordinasi yang baik antar pthak
yang terkait schingga tidak menimbulkan persepst yang berbeda

dalam memahami suatu peraturan .

(2 )KUPEDES
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Pinjaman KUPEDES merupakan bisnis utama Strategic Business
Unit Micro Banking , yang merupakan sumber utama penghasilan
BRI. Dengan demikian walaupun ierjadi krisis moneter dan krsis
ekonomi , kinerja KUPEDES secara keseluruhan masih menujukkan
kinerja yang baik .

( 3 ) Pinjaman Korporasi

Dengan terjadinya krisis moneter dan krisis ckonomi sejak
pertengahan Juli 1997 | pinjaman korporasi ( lebih dari Rp. 10
.000.000.000 ) secara wmum menunjukkan kualitas yang kurang baik |
bahkan dapat discbut sebagai jatulmya kinerja BRI . Untuk mengatasi
pinjaman korporasi yang bermasalah tersebut , upaya-upaya yang
dilakukan BRI dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah antara
lain dengan cara :

a. pemberian keringanan bunga . -

b. pengurangan tunggakan bunga .

¢. perpanjangan jangka waktu kredit

d. penjadwalan kembali angsuran kredit ( perubahan besar angsuran
maupun jz;ngka waktu )

e. konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahan

debitur .

f. penjualan barang jaminan .
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D1 samping itu untuk mencegah timbulnya kredit
bermasalah baru , BRI secara terus menerus melakukan hal-hal sebagai
berikut :

a. Penerapan asas prudential banking dan regulatory compliance
dalam setiap analisa pemberian pinjaman .

b. Monitoring kredit dan pembinaan debitur baik secara
administratif maupun pemeriksaan ke tempat usaha debitur .

¢. Revisi dan penyempurnaan Kebijakan Umum Perkreditan dan
ketyentuan perkreditan lainnya .

d. Pembinaan dan peningkaatn kualitas SDM .

B. 3 . Penyesuaian Fungsionalisasi Bank Rakyat Indonesia Dikaitkan
Dengan Misinya Dalam Menghadapi Ekonomi Global Dewasa Ini
Sasaran pengembangan bisnis Bank Rakyat Indonesia

setelah rekapitalisasi dilaksanakan ., akan disesuaikan dengan kebijakan

yang telah diganiskan oleh pemilik yaitu Pemerintah dalam hal -ini -Menteri .. ...

Keuangan , yaitu menjadi bank yang hanya memfokuskan usahanya pada
pengembangan usaha kecil atau ritel , mendukung koperasi dan program-

program pemerintah serta meninggalkan bisnis korporasi . Bagi BRI sendiri

Kebijakan Menteri Keuangan yang menghendaki BRI untuk berkiprah di

segmen kecil /ritel pada prinsipnya bukan kebijakan yang berbeda jauh
dengan visi dan misi BRI . Karena selama ini BRI telah membuktikan

dirinya sebagal satu-satinya bank di Indonesia yang secara Kkonsisten
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melaksanakan komitmennya di dalam membantu pengembangan pengusaha
kecil baik yang berusaha secara perorangan maupun yang tergabung dalam
unit-unit usaha seperti kelompok tani atau koperasi . Meskipun demikian
sangat diharapkan kiranya penciutan lahan bisnis BRI tersebut tidaklah
bersifat mutlak mengingat pada kenyataannya beberapa unit-unit usaha
berskala kecil tidak dapat dipisahkan dari unit-unit usaha berskala besar ,
bahkan saling membutuhkan . Keberhasilan BRI memadukan unit-unit
kerjanya dari yang berukuran kecil yang terletak di pelosok-pelosok tanah
air sampai dengan unit-unit yang berukuran besar yang terletak di pusat-
pusat bisnis telah memberikan manfaat timbulnye-l sinergi internal dan
cksternal yang positif yang justtu merupakan kekuatan dasar BRI dalam
mempertahankan eksistensinya di  dunia perbankan nasional maupun

internasional . Dengan demikian sangat disdjfzangkan apabila kekuatan

sinergi yang telah dibangun berpuluh-puluh tahun tersebut akan hilang ... -

begitu saja dan BRI tidak siap mengahadapi era globalisasi . Apabila
usaha BRI hanya difokuskan untuk melayani pengembangan usaha.-kecil /
ritel, maka BRI akan tidak mampu bersaing dengan bank- bank yang lain
dan tidak akan dapat survive lebih-lebih dalam rangka menghadapi

ekonomi global dewasa ini di mana persaingan di bidang industri

perbankan semakm kompetitif . Oleh karena itu untuk lebih menjamm

keberhasilan dan  kelangsungan hidup BRI di masa datang d1 samping

mengutamakan bisnis kecil /ritel , kiranya BRI tetap diberikan kesempatan
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untuk memberikan pelayanan kepada yang lebih besar vaitu di atas Rp. 50
milyar dengan catatan :
}. Pinjaman-pinjaman tersebut diberikan dalam rangka pembiayaan di sektor:

{a) agnibisnis dan sektor lainnya vyang terkait |

(b ) pembiayaan kredit kepada pihak ke Il yang secara langsung atauA
tidak langsung terkait dengan pembiayaan kredit kepada golongan
kecil seperti kredit kepada Perum Pegadaian , kredit-kredit dengan
skim kerjasama yang melibatkan pengusaha besar dengan
pengusalta menengah dan kecil |,

( ¢) pembiayaan kredit kepada koperasi ,

(d) Pembiayaan kredit kepada BUMN dan atau Perum Negara yang
baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan
pengembangan ekoﬁ'émi rakyat ,

( € ) pembiayaan kepada nasabah binaan BRI yang..- tumbuh..-dan
berkembang  sebagai buah dari keberhasilan pembinaan BRI
terhadap golongan menengah dan atau kecil -

2. Pinjaman-pinjaman untuk sektor atau keperluan lainnya selain butir 1 di

atas sepanjang telah mendapat ijin prinsip dari pemilik .

Dalam  rangka menghadapi ekonomi global serta
mengantisipasi perubahan dunia usaha yang sangat cepat dan agar dapat
lebih fokus serta memiliki accountability yang jelas , tahun 1998 BRI
telah melakukan reorganisasi di Kantor Pusat ( Kanpus ) , Kantor Wilayah

(Kanwil ) , Kantor Cabang ( Kanca ) dan Unit . BRI mengalokasikan
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kembali sumber daya agar lebih efisien , merubah sistem dan prosedur
serta mekanisme kerja , merubah sikap dan budaya kerja serta melakukan
modernisasi teknologi informasi .

Reorganisasi di Kantor Pusat BRI tclah dilaksanakan
melalui pembentukan empat Strategic Business Unit ( SBU ) yaitu yang
meliputi : (a) Strategic Business Unit Micro Banking ,

(b)) Strategic Business Unit Retail Banking

{ c) Strategic Business Unit Corporate Banking ,

(d ) Strategic Business Unit Investment Banking ;
Keempat Strategic Business Unit tersebut didukung oleh Strategic Suppbrt
Unit { SSU ) serta Strategic Integration Unit ( SIU)
Strategic Business Unit ( SBU } Micro Banking :

SBU Micro Banking dalam kegiatannya didukung oleh
3823 BR! Unit yang tersebar di hampir - selurubh daeralh di Indonesia
khususnya di pedesaan , di mana yang menjadi fokus sasaran dari SBU
Micro Banking adalah pengusaha. mikro yang potensial , berpengahsilan
rendah , dan lokast di desa dan kota . BRI Unit merupakan lembaga
keuangan perbankan yang berpéran aktif dalam pembangunan ekonomi
nasional melalui penyediaan layanan perbankan terutama bagi masyarakat
kecil _I_nelalui pelayanan prima berupa kredit , stmpanan dan jasa bank
lainnya yang didukung dengan teknologi handai tanpa s_ubs{dl ;tau bantuan

pemerintah .
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BRI Unit menyediakan layanan jasa perbankan yang cocok
untuk rakyat dan para pengusaha kecil , sehingga BRI Unit sangat
berperan dalam membangun masyarakat pedesaan Indonesia . Adapun
produk layanan jasa yang dikembangkan di BRI Unit meliputi Simpanan
Pedesaan ( Simpedes ) , Simpanan Masyarakat Perkotaan ( Simaskot )
Tabungan Pembangunan Nasional BRI ( TABANASBRI) , Giro , Deposito
Berjangka dan Kredit Umum Pedesaan ( KUPEDES ). Melalui kegiatan
mobilisasi dana dan penyaluran KUPEDES , BRI Unit telah memperoleh
laba yang tinggi .

Dalam pelayanan pinjaman , BRI Unit telah memberikan
manfaat kepada jutaan nasabah di pedesaan KUPEDES merupakan satu-
satunya produk pinjaman yang ditawarkan di BRI Unit . Kredit ini bersifat
umum dan tidak berorientasi pada pasar atau kelompok tertentu . Sektor
usaha yang dapat dibiayai -meliputi sektor. perdagangan , pertanian,, industri,
Jasa dan golongan berpenghasilan tetap . Kupedes diberikan bagi pembiayaan
kegiatan produktif+yang layak dan memenuhi syarat . Kupedes merupakan
kredit tanpa subsidi dan suku bunganya ditetapkan secara komersial untuk
| dapat menﬁtup seluruh biaya yang dikeluarkan .

Besamnya plafon KUPEDES berkisar antara Rp. 25 . 000,- -
Rp. 25.000.000,- dengan jangka waktu maksimal 36 bulan untuk kredit
investasi serta 24 bulan untuk .kredit modal kerja . Mengenai jamfnén.yaﬂg
dipersyaratkan sangat sederhana sesuai dengan kondisi teknis dan

admonistrasi yang dimiliki pengusaha kecil . Realisasi kumulatif KUPEDES
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sampai dengan Desember 1998 telah mencapai Rp .32 ,3 wiliun kepada
lebih dari 22 juta nasabah .

Di tingkat internasional BRI Unit dipaﬁdang sebagal model
microfinance yang berhasil , sehingga banyak lembaga-lembaga microfinance
di luar negeri yang datang dan ingin mempelajari sisiem BRI Unit melalui
program International Visitor Program (IVP). Tahun 1998 pada pertemuan
tahunan Micro Finance Network ( MFN ) di Washington DC , Amernka
Serikat , BRI kembali mendapat pengakuan internasional dalam bidang
microfinance karena BRI  telah dimlai berhasil dan sangat besar
partisipasinya dalam mengembangkan microfinance di dunia .

Strategic Business Unit ( SBU) Retail Banking .

Visi dari SBU Retail Banking adalah menjadi market leader
di segmen ritel mdustn perbankan di Indonesia , yang menawarkan produk
* dan jasa perbankan ritel sesuai kebutuhan masy.irakat , dilaksanakan oleh
SDM vyang berkompeten , produktif , profesional , serta bermotivasi tinggi
dengan dukungan teknologi perbankan yang tepat . Adapun yang menjadi
fokus sasaran dalam SBU Retail Banking adalah usaha kecil dan menengah,
dan perorangan Dberpenghasilan rendah dan menengah . Dengan
ditetapkannya SBU Retail Banking sebagal salah satu profit centre BRI ,
maka SBU Reta_jl Banking segera menyusun strategi bisnis yang kondusif
dalam jangka pendek maupun jangka panja;ig . Strategi tersebut selanjutnya
dijabarkan dalam bidang perkreditan yang meliputi kredit ritel , kredit

program dan operasional kantor cabang . Tugas dalam pengembangan kredit
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ritel adalah mengembangkan bisnis kredit rite! dengan kualitas portofolio
yang sehat dan menguntungkan serta sekaligus dalam rangka membantu
pembangunan perekonomian nasional melalui strategi jangka pendek dan
jangka panjang . Hal ini sejalan dengan komitmen BRI sebagai Agent of
Development adalah meningkatkan ﬁeranan dalarn pengembangan usaha kecil
dan koperasi , terutama dalam bidang permodalan . Untuk mendukung
kinerja SBU Retaill Banking ini  diperlukan perlujasan jaringan setta
penurunan /penutupan jaringan yang tidak potensial , dikembangkan on-line
banking yang dikombinasikan dengan penerapan model hub & spoke. Di
samping itu pengembangan ATM ( Anjungan Tunai Mandiri ) , funding
base ( dana murah ) serta program servis excellent .
Strategic Business Unit (SBU) Corporate Banking

SBU Corporate Banking merupakan profit centre yang
memfokuskap pada segmen bisnis menengah ke atas .dengan. memberikan
pelayanan produk dan jasa yang mencakup pinjaman komersial , pinjaman
korporasi dan pinjaman sindikasi di berbagai scktor . Dalam masa krisis
yang melanda sektor riil dewasa ini , kinerja SBU Corporate Banking yang
paling terkena dampak negatif . Penurunan kinerja SBU Corporate B;'mldng
selain disebabkan oleh memburuknya kinerja usaha debitur sebagai akibat
krisis ckonomi , juga disebabkan oleh bertambahnya eksposur pinjaman
valas dalam mata uang rupiah karena besarnya depresiasi rupiah terhadap
dolar AS . Pada tanggal 21 Agustus 1998 Pemerintah telah mengeluarkan

kebijakan yang menctapkan bahwa BRI dikhususkan untuk hanya menangani
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kredit kecil , bisnis retail banking dalam rangka mendukung pengembangan
usaha kecil dan koperasi . Di samping itu kredit korporasi yang lancar di
BRI akan dipindahkan ke Bank Mandiri , sedangkan kredit korporasi yang
bermasalah akan diserahkan ke Asset Management Unit ( AMU ) yang
berada di bawah Badan Penyehatan Perbankan Nasional ( BPPN )
Pelepasan  kredit korporasi BRI kepada bank-bank lain merupakan
implementasi dani salah satu butir letter of intent ( Loi) antara Pemerintah
dengan Dana Moneter Internasional ( IMF ). Dalam letter of intent tanggal
7 September 2000 disebutkan , BRI akan difokuskan untuk pemberian
kredit kepada usaha kecil dan menengah (UKM ) . Hal ini sejalan dengan
komitmen total BRI terhadap perkembangan UKM yang  akan
mengkonsentrasikan diri untuk melayani kepentingan UKM , antara lain
mengkhususkan diri melayani bidang rite] .

++- Di dalam Rencana Bisnis BRI disebutkan bahwa strategi
bisms BRI difokuskan kepada micro dan retail banking . Hal ini bukaniah
‘berarti bahwa BRI mutlak meninggalkan bisnis korporasi atau tidak lagi
melayani kredit korporasi . BRI tetap melayani kredit korporasi maksimum
20 persen dari total portofolio kredit BRI . Dengan demikian penciutan
lahan bisnis BRI  terscbut tidak bersifat mutlak | mengingat pada
kenyataannya beberapa unit-unit usaha berskala kecil tidak dapat dipisahkan
dari unit-unit berskala besar bahkan saling membu@an . Keberhasilan
BRI memadukan unit-unit kerjanya dari yang berukuran kecil yang terletak

di pelosok-pelosok tanah air sampai dengan unit-unit yang berukuran besar
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yang terletak di pusat-pusat bisnis telah memberikan manfaat timbulnya
sinergi internal dan eksternal yang positif yang justru merupakan kekuatan
dasar BRI dalam mempertahankan eksistensinya di dunia perbankan nasional
dan intemasional .
Strategic Business Unit ( SBU) Investment Banking

Strategic Business Unit ( SBU ) Investinent Banking
mempunyal posisi yang sangat penting sebagal init pengatur dan pengendali
likuiditas , sekaligus  sebagai unit penghasil laba yang memberikan
kontribusi pada pengembangan bisnis BRI dengan pemberian jasa keuangan
khususnya yang berorientasi kepada fee bésed income dan asset based di
lvar pinjaman melalui pengembangan international banking service , treasury

products serat capital market securities dan financial engineering .

SBU  Investment” Banking berusaha untuk memberdayakan

© sumber dana yang ada dengan melakukan pengelolaan dan. percarian dana

murah untuk selanjutnya ditanamkan dalam bentuk investasi pada marketable
securities  batk di  pasar uang maupun di-..pasar modal . Untuk
pengembangan aktivitas fee based income , SBU Investment Banking
melakukan penetrasi pasar baik di dalam maupun di luar negeri . Aktivitas
SBU Investment Banking didukung oleh empat unit kerja , yaitu :

a . Divisi Treasury

b . Divisi Internasional

¢. Desk Investment Banking

d . Desk Administrasi dan Operasional .
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Divisi Treasury mempunyai peran sebagai penghasil laba
maupun sebagai unit penunjang . Secbagai umt penghasil laba bertanggung
jawab untuk menangani transaksi pasar uang , transaksi valuta asing serta
aktif dalam pengembangan fee based income . Divisi Internasional
ﬁempunym aktivitas sebagai unit penghasil laba yang berorientasi pada
bisnis luar negeri  berupa pengembangan produk dan jasa layanan
internasional , misalnya jasa pengiriman uang ( transfer ) valas , baik antar
kantor cabang BRI maupun antara BRI dengan bank-bank koresponden
serta jasa penerusan L/C , dan jasa penmagihan dokumen keuangan transaksi
ekspor dan invisibles , melakukan pengembangan correspondent banking
schingga dapat memperlancar transaksi-transaksi international banking
Selanjutnya Desk Investment Banking akiif melaksanakan kegiatan di
bidang fee based business melalui pengembangan produk jasa untuk
kegiatan yang mendukung pasar modal berupa. jasa..Kustodian , Agen .
Pembayaran , dan Wali Amanat atas obligasi yang dikeluarkan oleh badan-
badan wusaha . Di samping itu - Desk Investment Banking melakukan
pengelolaan terhadap penyertaan BRI pada anak-anak perusahaan .

Strategic Support Unit (SSU) I

Strategic Support Unit I merupakan pusat pelayanan yang
memberikan dukungan pelayanan untuk memperlancar dan meningkatkan
kegiatan operasional setiap SBU dan SSU dari tingkat Kemtm-r l;us;t
sampai dengan tingkat BRI Unit yang mencakup pelayanan jasa Sumber

Daya Manusia , Logistik , Pendidikan dan Latihan , Hukum dan Biro
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Direksi . Sejalan dengan reorganisasi BRI melalui pembentukan Strategic
Business Umt , Strategic Support Unit dan Strategic Integration Unit serta
reorientasi bismis pada bisnis ritel dan mikro , untuk itu BRI menyesuaikan
segala kebijakan | sistem dan prosedur pengelolaan Sumber Daya Manusia ,
yang antara lain meliputi :

1. Perencanaan tenaga kerja .

2. Rekrutmen , selekst dan penempatan .

3. Pendidikan dan pelatihan yang lebih terfokus pada core competencies
masing-masing SBU/SSU/ SIU maupun untuk lintas SBU/SSU/SIU.
4. Pengembangan karir pegawai baik di dalam masing-masing SBU / SSU/

SIU maupun untuk lintas SBU/SSU/SIU.

5. Perfomance Management .

6. Sistem konpensasi yang lebih dikaitkan dengan produktivitas dan
kontribusi pegaawi kepada perusahaan . -

7. Reward and punishment .

8. Human resource information system , yaitu sistem informasi SDM dan
pendidikan yang terintegrasi dengan sistem aplikasi pembayaran gaji
{payroll ) secaré on-line di seluruh unit kerja BRI .

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas , BRI
merencanakan untuk mengembangkan pola CPM ( Career Path Management )
yang memberikan kesempatan lebih luas kepada pegaﬁai- untuk menentukan
karir yang ingin dicapainya dengan bimbingan dari organisasi . Dengan

pola CPM ini diharapkan akan diperoleh pegawai yang mempunyai
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produktivitas  tinggi , senantiasa  berorientasi untuk  meningkatkan
performance , berdedikasi tinggi dan loyal pada perusahaan .

Selain peningkatan di bidang jalur pendidikan formal , BRI
Juga membuka kesempatan kepada para pegawai untuk mengikuti jalur
pendidikan non formal baik di dalam maupun di luar negeri seperti kuréus
, workshop dan seminar . Sedangkan program-program reguler yang
dilaksanakan oleh Divisi Pendidikan dan Latthan meliputi program-program
Pendidikan Pengenalan ( Entry Level Training ) , Pendidikan Aplikasi Skills
(Development Training ) dan Pendidikan Pengembangan ( Promotional
Training ) .

Tahun 1999 sejalan dengan program restrukturisasi dan
rekapitalisasi , BRI melakukan program efisiensi di bidang organisasi dan

operasional antara lain de?xgan jalan pengurangan pepawai . Program yang

bertujuan untuk mengoptimalisasi jumlah SDM tersebut dilaksanakan sejalan

dengan rencana pengembangan teknologi informasi dan pelaksanaan

reorganisasi . Jumlah Pegawai Bank Rakyat Indonesia per 31 Desember: .

1999 sebanyak 37.561 orang karyawan yang terdini dari 22 218 pegawai
BRI Unit dan 15.343 pegawai BRI .
Strategic Support Unit ( SSU) II

SSU II merupakan sentra pelayanan yang memberikan
dukungan dalam bidang Teknolégi Sistem Informasi ( TSI ) dan Sistem
Informasi Manajemen ( MIS ) untuk memperlancar dan meningkatkan

kegiatan usaha BRI . Globalisasi yang merambah semua bidang kehidupan
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dan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat akan memicu
ketatnya persamngan , terutama di sektor perbankan di masa-masa mendatang.
Guna mengantisipasi perkembangan teknologi di industri perbankan pada
saat inl dan di masa mendatang , BRI telah menetapkan rencana dan
strategi pengembangan TSI BRI baik dalam jangka pendek , menengah
maupun panjang yang bersifat corhprehensive dan terpadu .

Program pengembangan TSI yang telah dilakukan BRI
antara lain meliputi implementasi Y2K , ATM di 165 lokasi , transaksi
antar cabang di seluruh kantor cabang yang telah menggunakan jaringan
VSAT (154 ) cabang , aplikasi Human Resources Information System |,
Fixed Assets Information System dan Implemenatsi Data Collection .
Strategic Integration Unit (SIU)

SIU merupakan Unit Integrasi Strategis yang berfungsi

untuk menciptakan dan memelihara wbungan kerja yang baik - diantara ..,

seluruh  SBU dan SSU sehingga terjadi sinergi bagi perusahaan

?

mengarahkan serta memantau perkembangan yang terjadi pada masing-

masing SBU dan SSU dalam mencapai target BRI secara keseluruhan

k)

serta memastikan bahwa perkembangan bismis seluruh SBU dan SSU tetap
berpegang teguh pada arah strategis dan kebijakan umum perusahaan .

Ruang lmgkup SIU ini rnehputl Satuan Pengawasan Intern

(SeI) , Corporate Secretary (Sekretans Perusahaan ) , serta Perencanaan
Strategis , Pengembangan Bisnis dan Anggaran ( Renstra ) . SPI bertugas

melakukan pembinaan dan pengawasan pada sistem administrasi |, audit
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Kantor Pusat/Kantor Cabang Khusus / Kantor Cabang Luar Negeri, audit
Sistem Informasi , serta Perencanaan dan Pengembangan Sistem audit .
Sekretaris Perusahaan bertugas menjaga hubungan baik dan memberikan
keterangan resmi kepada semua stakeholders BRI . Divisi Perencanaan
Strategis , Pengembangan Bisnis dan Anggaran bertugas untuk merumuskan
strategi dan rencana jangka pendek wmaupun jangka panmjang BRI |
mengkonsolidasikan rencana bisnis dari seluruh -Strategic Business Unit |
Strategic Support Unit dan Strategic Intregation Unit , mengembangkan
organisasi dan manajemen , memantau dan mengevaluasi perkembangan
usaha BRI , serta menjajagi kemungkinan pengembangan usaha BRI
selanjutnya .

Dengan demikian langkah yang diambil Bank rakyat
Indonesia ( BRI} dalam menghadapi ekonomi global adalah mengadakan
penyesuaian dan berusaha memenuhi standar operasional , internasional
Misalnya selalu menyempurnakan strategi bisnis , menyesuaikan bagaimana
cara melakukan bisnis dan menata struktur organisasi serta kompetensi
Sumber Daya Manusia yang diperlukan . Fungsi Bank Rakyat Indonesia
sebagai bani% komersial tidak pernah berubah , komitmen untuk membantu
pengusaha kecil ( mikro banking ) dan retail banking tetap dipegang teguh .

Untuk menunjang  keberhasilan  reorientasi serta

pengembangan bisnis BRI tersebut  sangat diperlukan Teknologi Sistem
Infoﬁnasi ( TSI ) yang memadai , penyempurnaan SBU Mikro dan SBU

Ritel serta penambahan wunit desa yang dipadukan dengan upaya
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pengembangan / penciptaan produk-produk ritel , peningkatan kualitas

perencanaan , peningkatan kualitas SDM , peningkatan konsistensi dan

_kualitas—pengawasan-----intern—serta--—-peningkatan--kualitas—--pengeloiaan—logistik ;

Dengan adanya reorientasi bisnis BRI , SBU Mikro dan SBU Ritel akan
memiliki peranan yang lebih besar dalam pengembangan bisnis BRI di
masa-masa yang akan datang . Kantor-kantor cabang dan unit yang
merupakan ujung tombak bagi pelayanan perlu di tambah dan diperkuat
prasarana dan sarananya .

Tahun 1998 manajemen BRI telah mencanangkan program
transformasi / reorganisasi dalam rangka mengantisipasi peningkatan
persaingan akibat liberalisasi dan globalisasi serta menyempurnakan visi dan
misi perusahaan .

Visi Bank Rakyat Indonesia adalah menjadi bank komersial
terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah . Dalam
mewujudkan  visinya , Bank Rakyat Indonesia -menetapkan tiga misi
perusahaan |, vyaitu :

I. Melakukan kegiatan yang terbaik dengan mengutamakan  pelayanan
kepada Usaha Mikro , Kecil , Ritel dan Menengah untuk menunjang
ekonomi masyarakaf; .

2. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja

yang tersebar luas dan didukung olch sumber daya manusia yang

profesional dengan melakukan praktek “good carporate governance” .



249

3. Memberikan keuntungan dan manfaat optimal kepada pihak-pihak yang
berkepentingan .

Dengan demikian komitmen Bank Rakyat Indonesia sebagai bank
yang peduli membantu dan mengembangkan pengusaha kecil dan ritel tidak
pernah berubah , di samping Bank Rakyat Indonesia tetap melayani kredit
korporasi . Komitmen ini tercermin dari besarnya komposisi pinjaman
vang disalurkan kepada para pengusaha kecil , ritel dan ménengah atau
yang lebih dikenal dengan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) . Perhatian
pada segmen Usaha Kecil dan Menengah juga menjadi fokus bisnis Bank
Rakyat Indonesia di masa mendatang . Di samping itu , Bank Rakyat
Indonesia akan meningkatkan lagi perannya dalam pembiayan di scktor
agribisnis , yang meliputi pertanian , peternakan , perkebunan |, perikanan

dan kehutanan .
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BAB 1V
PENUTUP
Kesimpulan :

Dari  pemaparan hasil penclitian serta pembahasan vyang
dilakukan pada uraian di atas , maka dapat diambil beberapa kesimpulan
sebagai berikut :

. Perundang-undangan perbankan yang memberikan landasan hukum bagi
Bank Rakyat Indonesia dalam menjalankan fungsinya vaitu :
a. Undang-Undang Perbankan yang meliputi : Undang-Undang No .

21 Tahun 1968 Tentang Bank Rakyat Indonesia Undang-

Undang No . 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang No .7 tahun 1992 Tentang Perbankan : Undang-Undang

No. 23 Tahun 1999 Tent.ng Bank Indonesia .

b. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 486 / KMK . 017/

1999 Tentang Pendanaan Kredit Usaha Tani : Surat Keputusan

Menteri Keuangan Nomor : 345 / KMK . 017 / 2000 Tentang

Pendanaan Kredit Ketahanan Pangan

¢. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 30 /4 / KEP /

DIR Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil .

d. Surat Keputusan NOKEP : S .34 —DIR/ADK /11 /95 Tentang

Kebijaksanaan Umum Perkreditan Bank Rakyat Indonesia .
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2. Undang-Undang No 21 Tahun 1968 Tentang Bank Rakyat Indonesia

mengatur secara jelas misi sosial dari Bank Rakyat Indonesia vyaitu
dituangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No .21 Tahun 1968 vang
menvebutkan bahwa kegiatan bank harus diarahkan kepada usaha-usaha
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan perekonomian
nasioanal dengan melakukan aktivitas sebagai svatu bank komersial . Hal
mt berarti bahwa Bank Rakvat Indonesia sebagai bank umum komersial
di dalam menjalankan fungsinva vaitu melavani seluruh lapisan
masyarakat khususnya petani , nelayan dan koperasi .

Undang-Undang No . 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No .7 Tahun 1992 Tentang Perbankan . Undang-Undang No . 10
Tahun 1998 adalah merupakan penvempurnaan terhadap Undang-Undang
No.7 Tahun 1992- Tentang Perbankan .yang dirasakan sudah tidak sesuai
lagi  dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional vang
senantiasa bergerak cepat , kompetitif dan terintregast  dengan tantangan
vang semakin kompleks serta sistem keuangan vang semakin matu . Di
samping 1tu dalam memasuki era globalisasi dan denga telah
diratifikasinya beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan
barang dan jasa , diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-
undangan di bidang perekonomian |, khususnva sektor perbankan .

- Undang-Undang No .23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia memberikan

landasan hukum bagi Bank Rakyat Indonesia  dalam menjalankan
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fungsinya . Dengan demikian Bank Rakyat Indonesia dalam menjalankan
fungsinya harus berlandaskan kepada Undang-Undang No .23 Tahun 1999
. karena Bank Indonesia mempunyai kedudukan selaku otoritas moneter
yang mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No . 486 / KMK . 017 /
1999 Tentang Pendanaan Kredit Usaha Tani memberikan landasan hukum
bagi Bank Rakyat Indonesia untuk bertindak sebagai bank koordinator
sekaligus sebagai bank pelaksana utama penyalur Kerdit Usaha Tani
dalam rangka peningkatan produksi pangan untuk mendukung pelestarian
swa sembada pangan dan peningkatan pendapatan petani . Di dalam
Kredit Usaha Tani ini dilibatkan peranan dari Koperasi serta Lembaga
Swadaya Masyarakat ( LSM ) vang bem’ndak sebagai Perantara atau
penghubung antara. petani dengan bank pelaksana . Dengan demikian
kredit dari bank pelaksana tidak langsung dikucurkan kepada petani akan
tetapi oleh bank pelaksana disalurkan melalui Koperasi atau LSM . KUT
merupakan kredit program vang berarti dananya berasal dari Bank
Indonesia . Di dalam pelaksanaannya Bank Rakyat Indonesia harus
segera  merealisir  kredit yang diajukan meskipun dana dari Bank
Indonesia- belum—turun— - mengingat kedudukan Bank-.Rakyat Indonesia - .
sebagai Agent of developmefit'_'-, sehingga apabila terjadi risiko maka
harus ditanggung sendiri oleh Bank Rakyat Indonesia , di samping itu

dalam pelaksanaannya KUT menimbulkan permasalahan yang luar biasa |
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hal ini  disebabkan adanya tunggakan yang membengkak  dan

penyalahgunaan Kredit Usaha Tani .

- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 345 / KMK 017

/2000 Tentang Pendanaan Kredit Ketahanan Pangan ( KKP).

Keputusan Menteri Keuangan No . 345/ KMK . 017 / 2000 Tentang Kredit

Ketahanan Pangan memberikan landasan hukum bagi BRI sebagai bank

pelaksana untuk mengucurkan kredit investasi atau modal kena yang

digunakan untuk membiayai modal kerja bagi petani , peternak , petani
ikan , nelayan serta koperasi . Kredit Ketahanan Pangan im adalah
sebagai pengganti KUT , karena dengan dikeluarkannya Undang-Undang

No . 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia . maka Bank Indonesia

tidak lagi memberikan kredit likuiditas dalam rangka membiayai kredit

program . Dengan demikian pendanaan untuk Kredit Ketahanan Pangan

térsebut berasal dari bank pelaksana KKP .
= Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/4/KEP/DIR/ 1997

Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil .

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 30 /4 / KEP / DIR
Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil memberikan landasan hukum bagi
-Bank Rakyat Indonesia dalam mengucurkan.. kredit untuk pengusaha -kecil
serta menengah sebesar 20 persen dari total portofolio kredit . Sesuai
dengan misi- dan visi Bank Rakyat Indonesia serta strategi  bisnis yang

dilakukan bahwa BRI konsern kepada pengusaha kecil dan menengah serta




e ek et e nd A et e aae o

254

menitik  beratkan pada Dbisnis retail saat i kredit BRI untuk

pengembangan usaha kecil dan menengah serta koperasi telah mencapal 65
persen dar total kredit yang disalurkan Bank Rakyat Indonesia .

SK NOKEP : S-34/DIR/ADK /11/95 Tentang Kebijaksanaan Umum
Perkreditan PT Bank Rakyat Indonesia ( Persero ).

SK . NOKEP : 8-34 /DIR /ADK / 11/ 95 Tentang Kebijaksanaan Umum
Perkreditan Bank Rakyat Indonesia merupakan Surat Keputusan internal
vang dikeluarkan oleh Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia yang
memberikan pedoman kepada Bank Rakyat Indonesia dalam menjaiankan
fungsinya , khususnya dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat

Sudah barang tentu SK tentang Kebijaksanaan Perkreditan BRI ini tidak

boleh bertentangan dengan perundang—lfhdangan perbankan yang lain .

3. Kendala-kendala yang ‘dihadapi Bank Rakyat Indonesia dalam menj.lankan

fungsinya dapat diketahui dari segi yuridis | segi operasional dan segi
manajemen . Dari segi vuridis menyangkut  struktur kepemilikan dan
benturan kepentingan serta kendala-kendala dan potensi masalah di bidang
perkreditan . Dari segi operasional menyangkut strategi usaha , sementara
dari segi manajemen menyangkut manajemen dan pengendalian risiko kredit
serta kelemahan operasional.. .. Untuk mengatasi kendala-kendala .. tersebut
diatas , maka Bank Rakvat Indonesia telah mengantisipasi dengan cara
pengembangan  dan penyempurnaan  Teknologi  Sistem Informasi

E

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalu; pendidikan dan
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pelatihan  serta  penerapan Kebijakan Umum Perkreditan Bank Rakyat
Indonesia ‘yang lengkap dan berkualitas .

4. Bank Rakyat Indonesia. merupakan salah satu Bank BUMN yang oleh
masyarakat penyimpan dana dipersepsikan aman . hamun dari sisi
pelayanan Bank Rakyat Indonesia dipersepsikan sebagai bank yang lambat
dan ketinggalan di bidang jasa pelayanan elektronik .

5. Penunjukan Bank Rakyat Indonesia sebagal bank pelaksanana utama untuk
menyalurkan kredit program , dalam kondisi krisis ekonomi dewasa ini
akan menimbulkan moral hazard di masyarakat . Masyarakat akan
menganggap bahwa  kredit program merupakan hibah dari pemerintah
schingga tidak perlu dikembalikan .

6. Langkah yang diambil Bank Rakyat Indonesia dalam menghadapi ekonomi

global adalah mengadakan penyesuaian dan berusaha memenuhi - standar-

operasional internasional . Melaksanakan program transformasi dan dan
reorganisasi  perusahaan . menata struktur organisasi , menyempurnakan

strategi bisnis , menvesuaikan bagaimana_ cara berbisnis .

7. Dalam menghadapi ekonomi global strategi bisnis Bank Rakyat dikembang
kan menjadi 4 (empat ) Strategic Business Unit ( SBU ) yaitu SBU
Micro Banking , SBU Retail Banking -, SBU : Corporate: Banking serta
SBU Investment Banking .

8. Meskipun menyesuaikan dengan ekonomi global fungsi Bank Rakyat

Indonesia sebagai bank komerial tidak pernah berubah , komitmen untuk




membantu pengusaha kecil { micro banking ) dan ritel ( retail banking )
tetap dipegang teguh . Perubahan terjadi pada bagaimana cara Bank Rakyat
Indonesia berbisnis serta kompetensi SDM yang diperlukan .

. Misi dan visi Bank Rakyat Indonesia tidak pernah berubah yaitu melayani
seluruh lapisan masyarakat . Namun untuk menghadapi ekonomi global
dewasa im Bank Rakyat Indonesia perlu menyempumakan misi serta
visinya . Dari Bank yang melayaﬁi seluruh lapisan masyarakat menjadi
“Retail - oriented , full service bank™  vyaitu yang menitik beratkan pada
pengembangan bisnis yang berfokus kepada mikro dan retail banking tanpa

meninggaltkan segmen besar.
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